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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Trandliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu
ke abjad yang lain. Trandliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf
Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam tranditerasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf
dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan
dengan huruf dan tanda sekaligus.
Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

latin:
Tabel 0.1: Tabel Tranditerasi Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba B Be
-
. Ta T Te
o
- Sa $ es (dengan titik di atas)
Jim J Je
C
c Ha h ha (dengan titik di bawah)
) Kha Kh kadan ha
C
5 Da D De
3 Zal z Zet (dengan titik di atas)
Ra R er
)




3 Zai Z zet

o Sin S es

P Syin Sy esdanye
” Sad S es (dengan titik di bawah)
P Dad d de (dengan titik di bawah)
5 Ta t te (dengan titik di bawah)
1 Za z zet (dengan titik di bawah)
¢ an i komaterbalik (di atas)

. Gan G ge

C

é Qaf Q Ki

s Kaf K ka

J Lam L e

. Mim M em

R Nun N en

5 Wau W we

A Ha H ha

. Hamzah ‘ apostrof

&< Ya Y ye

B. Vokal

Voka bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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1. Vokal Tunggal
Voka tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, trandliterasinya sebagai berikut:

Tabe 0.2: Tabel Tranditerasi Voka Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A a
_ Kasrah I [
> Dammah U u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang |lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabd Tranditerasi Voka Rangkap

Huruf Arab

Nama

Huruf Latin

Nama

T

Fathah dan ya

Ai

adanu

G b

Fathah dan wau

Au

adanu

Contoh:

1
\ \ \ . \
. v e \
: o o N 3\
\ \

_d}_,_

C. Maddah

kataba

faaa

suila

kaifa

haula

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

trandliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
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Tabdl 0.4; Tabea Tranditerasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
e Fathah dan alif atau A adan garis di atas
ya
S Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
s Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
- Jb gala
- 6‘) rama
- Ja grla
- Jyu yaqilu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah'mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
Contoh:

_ JUbYias3,  raudah a-atfaliraudahtul atfal

A, _-80 SR.0 o0

- §ed) 4l @-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
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_ il talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- J5  nazzda
- W d-birr

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
namun dalam trangdliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Katasandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditrandliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditrandliterasikan
dengan sesual dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai
dengan bunyinya
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:

22

- U= arrgulu
- V'L"J‘ al-galamu
- :,MMJ\ asy-syamsu

L a-jalaly



G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang
terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

}}2/

- J4=U  ta’khuzu
- x> Syai’un
- ;;5\ an-nau’u

- 0l inna

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiep kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka _penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

- g@\jﬂ g b Sg 3 Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

- bles gl i&\ et Bismillahi majreha wa mursaha

-

I. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
tranditerasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana



nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

-

- quw‘ u) w ad Alhamdu lillahi rabbi al-*alamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin
- V"'JM J@J* Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang |engkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Rj ik dil Allaahu gafarun rahim

VP SN | Lillahi al-amru jami“an/Lillahil-amru jami‘an
. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
trandliteras ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan [Imu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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ABSTRAK

Muhammad Irfan, NIM 10322126. Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang
Disabilitas Terhadap Fasilitas Trotoar Di Kabupaten Pekalongan. Skripsi Sarjana,
Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas IsSlam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Nabella M aharani Novanta, M .H.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari warga negara yang memiliki
kedudukan, hak, dan kewajiban yang samadi hadapan hukum sebagaimanadijamin
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun,
dalam praktiknya masih terdapat berbagal hambatan dalam pemenuhan hak
aksesibilitas, khususnyaterhadap fasilitastrotoar yang seharusnya dapat digunakan
secara aman, nyaman, dan mandiri oleh penyandang disabilitas. Kondis tersebut
menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang menjamin hak
penyandang disabilitas dengan implementasinya di lapangan. Penelitian ini
menjadi penting mengingat aksesibilitas merupakan salah satu bentuk pemenuhan
hak konstitusional yang berpengaruh terhadap terwujudnya kesetaraan,
kemandirian, dan partispass penyandang disabilitas dalam kehidupan
bermasyarakat.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemenuhan hak konstitusiona
penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan serta
faktor-faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris
dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual , dan kasus melalui observasi,
wawancara, dan studi kepustakaan. Hasi| penelitian menunjukkan bahwameskipun
pemerintah daerah telah memiliki landasan hukum yang memadai, implementasi
aksesibilitas trotoar masih belum optimal karena belum sepenuhnya memenuhi
standar bagi ‘penyandang disabilitas. Hambatan utama meliputi keterbatasan
anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran masyarakat,
dan kurang optimal nya pengawasan.

Kata kunci: Hak Konstitusional, Penyandang Disabilitas, Trotoar.
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ABSTRACT

Muhammad Irfan, NIM 10322126. Fulfillment of the Constitutional Rights of
Persons with Disabilities to Sdewalk Facilities in Pekalongan Regency.
Undergraduate Thesis, Constitutional Law Sudy Program, Faculty of Sharia, K.H.
Abdurrahman Wahid Sate Islamic University of Pekalongan.

Supervisor: Nabella Maharani Novanta, M.H.

Persons with disabilities are citizens who have equal status, rights, and
obligations before the law, as guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic
of Indonesia. However, in practice, various obstacles remain in fulfilling the right
to accessihility, particularly regarding sidewalk facilities, which should be used
safely, comfortably, and independently by persons with disabilities. This situation
indicates a gap between the legal provisions guaranteeing the rights of persons
with disabilities and their implementation in the field. This research is important
because accessibility isa form of fulfillment of constitutional rights that influences
the realization of equality, independence, and participation of persons with
disabilities in community life.

This research aims to analyze the fulfillment of the constitutional rights of
persons with disahilities to sidewalk facilities in Pekalongan Regency and the
inhibiting factors. The research employed an empirical legal method with a
legidative, conceptual, and case-based approach through observation, interviews,
and literature review. The resultsindicate that although local governments have an
adeguate legal basis, the implementation of sidewalk accessibility remains
suboptimal becauseit doesnot fully meet standards for peoplewith disabilities. Key
obstacles include budget constraints, weak inter-agency coordination, low public
awareness, and suboptimal over sight.

Keywords: Constitutional Rights, People with Disabilities, Sdewalks.
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Secara konseptual, bagi yang memiliki disabilitas fisik, intelektual,
mental, atau sensorik jangka panjang yang mungkin menghadapi hambatan dan
tantangan dalam terlibat sepenuhnya dan efektif dalam lingkungannya
berdasarkan hak yang sama dianggap memiliki disabilitas.! Paradigma
kontemporer tentang disabilitas telah bergeser dari model medis yang
menekankan keterbatasan individu, menuju model sosial yang mengakui bahwa
hambatan utama justru berasal dari lingkungan dan sistem sosia yang tidak
inklusif. Dalam konteks global, pengakuan terhadap hak-hak penyandang
disabilitas telah. menjadi komitmen bersama dalam ratifikass CRPD

“(Convention on the Rights of Persons with Disabilities)” sesuai dengan

peraturan PBB  pada tahun 2006, yang menegaskan prinsip fundamenta
aksesibilitas, mencekup akses lingkungan fisik, transportasi, informasi, serta
fasilitas publik.?

Secara normatif, Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan
prinsip.demokrasi_telah menunjukkan komitmen dalam upaya penghargaan,
pengayoman, dan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas melaui
pembentukan serta penguatan kerangka peraturan perundang-undangan. Dalam
Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 “menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh kemudahan
dan perlakuan khusus sebagai sarana mewujudkan persamaan dan keadilan
daam memperoleh kesempatan serta manfaat yang setara”. Komitmen
konstitusional tersebut selanjutnya diperkuat melalui ratifikasi ““Convention on
the Rights of Persons with Disabilities” (CRPD) yang dituangkan dalam
“Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011”. Sebaga bentuk implementasi Iebih

lanjut atas amanat konstitusi dan instrumen internasional tersebut, pemerintah

! Indonesia, Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016, LN
No. 69 Tahun 2016, TLN No. 5871, Pasal 1 angka 1.

2 United Nations, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) (New Y ork:
UN), (2006), Article 3.



mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas yang mengatur secara menyeluruh berbagai hak penyandang
disabilitas. Salah satu hak pokok yang diatur dalam undang-undang tersebut
adalah hak atas aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 18, mencakup
pemenuhan fasilitas yang layak serta kemudahan bagi penyandang disabilitas
dalam memanfaatkan fasilitas umum.

Pengimplementasian ketentuan normatif terkait pemenuhan hak
penyandang disabilitas, pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan pelaksana.
Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas
terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi
Penyandang Disabilitas, yang memuat pengaturan mengenai standar teknis
penyediaan aksesibilitas pada fasilitas publik. Selain itu, pemerintah juga
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan,
Pelaksanaan, dan Evaluasi Penghormatan, Pelindungan, serta Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas sebagai instrumen untuk memastikan implementasi
kebijakan dilakukan secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.® Pada tingkat
daerah, terkhusus di Kabupaten Pekalongan mengeluarkan Peraturan Daerah
Nomor_ 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan_Pemenuhan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas sebagai respons terhadap kerangka hukum nasional,
yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perbup Pekalongan Nomor 62 Tahun
2023 sebagai peraturan pelaksananya.* Sesuai dengan peraturan yang mengatur
tata kelolafasilitas trotoar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-
Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang fasilitas trotoar yang berada dijalan
kabupaten atau kota dikelola oleh pemkot/pemda, sementara trotoar dijalan
provins dikelolaoleh pemerintah provins. Serta dengan adanya peraturan yang
mengatur tentang trotoar yang wajib digunakan khusus untuk pegaan kaki

3 Indonesia, “Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi
terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”, PP No. 70
Tahun 2019, LN No. 202 Tahun 2019; Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Aksesibilitas
terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang
Disabhilitas, PP No. 42 Tahun 2020, LN No. 101 Tahun 2020.

4 Kabupaten Pekalongan, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perda No. 2 Tahun 2020; Kabupaten Pekalongan,
Peraturan Bupati No. 62 Tahun 2023.



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Dengan
adanya hierarki peraturan yang lengkap dari tingkat konstitusi hingga peraturan
bupati, seharusnya pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas,
khususnyaterhadap fasilitas trotoar, dapat terwujud secaraoptimal di Kabupaten
Pekalongan.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan serta menjamin
terpenuhinyahak aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik
yang berkualitas, menetapkan Peraturan Daerah Pasal 38 Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pada
peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah daerah memfasilitas
pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum dan perkantoran bagi penyandang
disabilitas serta perwujudan aksesibilitas fasilitas umum untuk memberikan
kemudahan, keamanan, keselamatan, kemandirian dalam ha menuju,
memasuki, dan memanfaatkan fasilitas umum. Peraturan tersebut merupakan
instrumen hukum daerah yang berfungsi sebagal pedoman bagi perangkat daerah
dalam memenuhi hak aksesibilitas serta menyelenggerakan pelayanan publik
yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan
masyarakat khususnya kepada penyandang disabilitas. Melalui peraturan
tersebut, pemerintah daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan
publik dan memenuhi hak aksesibilitas harus dilaksanakan berdasarkan prinsip
kepastian hukum, Kkesetaraan hak, profesionalitas, partisipatif, serta
nondiskriminatif, sehingga setiap warga negara dapat memperoleh hak yang
layak dan adil. Selain itu, regulasi ini juga mengatur mekanisme standar
pelayanan, pengelolaan fasilitas umum yang harus dilengkapi dengan
aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya peraturan tersebut,
diharapkan tercipta sistem pelayanan publik yang lebih responsif terhadap
kebutuhan masyarakat, termasuk dalam memenuhi hak aksesibilitas serta
penyediaan fasilitas umum yang aksesibel dan inklusif bagi seluruh warga
negara, termasuk penyandang disabilitas.

Namun demikian, meskipun skema hukum telah tersedia secara

komprehensif, redlita di lapangan menunjukkan gambaran yang berbeda.



Misalnya dalam penyediaan fasilitas trotoar, kondis trotoar sebaga fasilitas
pejaan kaki masih jauh dari standar ramah disabilitas.

Kawasan pusat pemerintahan dan pelayanan publik, masih banyak
ditemukan trotoar yang tidak dilengkapi dengan guiding block untuk tunanetra,
tidak tersediaramp dengan kemiringan yang sesuai standar bagi penggunakursi
roda, serta permukaan trotoar yang tidak rata dan berlubang.® Lebih lanjut, di
beberapa ruas jalan utama, trotoar justru difungsikan sebagai area parkir
kendaraan atau lapak pedagang kaki lima, sehingga menghilangkan fungsi
utamanya sebagal jalur yang ramah disabilitas. Data Dinas Sosial Kabupaten
Pekalongan tahun 2023 mencatat bahwa terdapat sekitar 4.872 penyandang
disabilitas yang tersebar di seluruh kecamatan, sebagian besar mengalami
kesulitan dalam mengakses fasilitas publik karena ketidaktersediaan sarana
aksesibilitas yang memadai.® Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan
yang signifikan antera apa yang seharusnya (das sollen) sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan dengan apa yang terjadi dalam realitas
(das sein) di lapangan.

Menurut deskripsi di atas, penelitian ini mempunyal beberapa urgens
pokok .yang. ditinjau dari berbagal hal. Oleh karena. itu penelitian ini penting
untuk menganalisa sgjauh mana implementasi pemenuhan hak konstitusional
penyandang " disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan
dilakukan oleh pemerintah setempat dan faktor hambatan implementasinya.
Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian “Pemenuhan Hak
Konstitusional Penyandang Disabilitas Terhadap Faslitas Trotoar Di
Kabupaten Pekalongan™.

B. Rumusan Masalah
1. Bagamana pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap
fasilitas trotoar di Kabupaten Pekal ongan?
2. Bagaimana akibat tidak terpenuhinya hak konstitusional penyandang

5 Observasi Peneliti di Kabupaten Pekalongan, Januari (2025).
6 Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Pekalongan
Tahun 2023 (Pekal ongan: Dinsos Kabupaten Pekalongan), (2023), h. 5.



disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekal ongan?
C. Tujuan Pendlitian
1. Menganalisis pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap
fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis akibat tidak terpenuhinya hak konstitusional penyandang
disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekal ongan.
D. Manfaat Pendlitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dihargpkan dapat mengkontribusikan pengembangan
ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum konstitusional. Melalui
penelitian ini, diperoleh gambaran mengena konsep hak konstitusional
penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar khususnya di Kabupaten
Pekal ongan.
2. Manfaat Praktis
Penelitian  ini  berkontribusi sebagal referensi akademis yang
memperkaya khazanah literatur hukum tata negara dan administrasi publik,
khususnya implementasi kebijakan daerah. Bagl mahasiswa penelitian ini
menyediakan kerangka metodologis dan teoritis yang dapat diadaptasi untuk
pengembangan riset atau aspek hukum yang berbeda. Serta sebagal medium
edukas publik untuk “menumbuhkan kesadaran kolektif akan urgens
menciptakan ruang sosia yang inklusif dan berkeadilan sehingga masyarakat
diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan sosia terhadap
penyediaan fasilitas publik. Penelitian ini menawarkan instrumen evaluatif
yang komprehensif bagi pemerintah daerah dalam meninjau efektivitas
kebijakan aksesibilitas sekaligus memberikan rekomendasi teknis dalam
pengawasan pelaksanaan pembangunan infrastruktur ramah disabilitas,
khususnya trotoar yang memenuhi standar aksesibilitas.
E. Kerangka Teoritik
1. Teori Negara Kesg ahteraan (Welfare State) dan Hak Asasi Manusia
Konsep Negara Kesgahteraan (welvaartsstaat, Welfare State) mulai
pertama kali dimunculkan setelah berakhirnya Perang Dunia Il. Konsep ini



erat kaitannya dengan kondisi sosia, politik, dan ekonomi masyarakat yang
mengalami masa suram akibat gagal nya sistem politik dan ekonomi kapitalis
yang bebas dengan bertumpu pada konsep negara hukum liberal. Utrecht
mengemukakan bahwa suatu negara semacam itu, yang umum dikenal
sebagai tipe negara liberal, di mana negara berperan dan bertindak sebagai
“negara penjaga malam” (nachtwaker staat).”

Ideologi negara kesgjahteraan (welfare state) menjadi landasan
kedudukan dan fungsi pemerintah (bestuursfunctie) oleh negara-negara
modern. Konsep negara kesgahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk
melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan
negara, khususnyaeksekutif yang pada masaimonarki absolut telah terbukti
banyak mel akukan penyalahgunaan kekuasaan. Konsep negara kesejahteraan
inilah yang mengilhami sekaligus menjadi obsesi para aktivis pergerakan
kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya “Bung Hatta” selaku pejuang dan
pendiri Negara Republik Indonesia, bahkan menjadi figur sentralnya.®

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa setigp manusia,
termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang melekat sgjak lahir dan
wajib.__dilindungi negara. Prinsip non-diskriminasi, Kkesetaraan, dan
perlindungan kelompok rentan menjadi dasar teoritik dalam menilai sgjauh
mana faslitas umum di Pekalongan memenuhi hak-hak penyandang
disabilitas. Penyandang disebilitas memerlukan perlakuan khusus untuk
melindunginya dari kerentanan tindakan diskriminasi. Perlakuan khusus ini
merupakan upaya untuk mencapal penghormatan dengan mengutamakan
perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.® Hak asas
manusia sebagal hak dasar yang melekat pada diri manusia bersifat universa
harus dilindungi dan dihormati termasuk bagi kelompok rentan penyandang
disabilitas, sebagaimana dalam Pasal 281 Ayat 4 UUD NRI 1945 bahwa

7 Aminuddin IImar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisas BUMN, Kencana, Jakarta,
2012, h. 14.

8 W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya, Y ogyakarta,
2008, h. 1.

9 Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas; antara Tanggung Jawab dan
Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. Jurnal HAM, 11(1), 131-150.



“perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asas manusia
adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Pasal tersebut
menunjukkan bahwa negara merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab
besar untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak setiap warga negaranya
termasuk penyandang disabilitas.’® Hak merupakan wewenang seseorang
untuk memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
2. Konsep Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas dalam bahasa Inggris mempunyai istilah
disability yang merujuk pada kondis fisik atau mental yang menghambat
kemampuan seseorang dalam bergerak, menggunakan indera, atau
mel akukan aktivitas. Keterbatasan ini mengacu padatantangan yang dihadapi
individu ketika menjalankan berbagai aktivitas. Sedangkan menurut kamus
besar bahasa Indonesia (KBBI), penyandang diartikan sebagai seseorang
yang mengal ami atau menderita sesuatu. Sementaraitu disabilitas yang berarti
cacat atau ketidekmampuan disis lain juga dapat diartikan sebagai suatu
keadaan yang merusak atau membatas kemampuan mental dan fisik seseorang
dalam berinteraksi dengan lingkungan.** Istilah ini merujuk padakondisi yang
dialami_oleh individu yang dianggap memiliki_keterbatasan. Orang yang
dianggap menghadapi disabilitas sering disebut sebagal individu yang tidak
mampu atau difabel.*?> Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah individu yang
memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam
jangka waktu yang panjang.

3. Konsep Hak Konstitusional

Hak konstitusional (constitutional rights) merupakan hak-hak yang
secara eksplisit dijamin oleh konstitus atau yang dapat ditafsirkan sebagai
bagian tak terpisahkan dari jaminan konstitusional yang melekat pada setiap

10 Tio Tegar Wicaksono. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

11 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa, Edis Keempat (Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional : Gramedi, 2008), h. 18.

12 |sabella Novsima Sinulingga, Disabilitas Sebagai Objek IImu Pengetahuan: Retardas
Mental Dalam Peziarahan Normalism, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022), h. 9.



warga negara. Jimly Asshiddigie, sebagai salah satu ahli hukum tata negara
terkemuka di Indonesia, mendefinisikan hak konstitusional sebagai hak-hak
yang dijamin di daam dan oleh Undang-Undang Dasar sebagai hukum
tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di suatu negara.'®
Daam struktur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 pasca reformasi, pengaturan hak-hak konstitusional warga negara telah
mengalami penguatan signifikan. Undang-Undang tentang Hak Asas
Manusia yang memuat Pasal 28A hingga Pasal 28] merupakan hasil
amandemen kedua tahun 2000 yang secara substantif memperluas dan
memperkuat jaminan kenstitusional terhadap hak asas manusia, termasuk

hak-hak kelompok.rentan seperti penyandang di sabilitas. '

F. Penelitian Relevan

Tabd 1.1
Penelitian Relevan

No

Hasi| Pendlitian dan Persamaan Dan
Judul

M etode Penelitian Perbedaan

“Peran Dan Upaya | Penelitian ini | Persamaan Kedua
Pemerintah Daerah | menganalisis penelitian tersebut sama-
Kota Pekanbaru | bagaimana sama membahas
Dalam Implementasi pemenuhan hak
Implementas pemerintah daerah | penyandang  disabilitas
Peraturan Daerah., dalam menghadapi | melalui  regulas  dan
Nomor 18 Tahun | berbagai hambatan, | Tmplementasinya di
2013 Tentang | seperti  implementasi | tingkat daerah. keduanya
Perlindungan Dan'| kebijakan dari perda | menyoroti adanya
Pemberdayaan yang sudah dibuat dan | peraturan hukum yang
Penyandang dalam praktiknyamasih | mengatur hak penyandang
Disabilitas Di Kota | banyak beberapa aspek | disabilitas dan kendala
Pekanbaru”. Bima | yang masih terkendala | nyata dalam
Tauladan (2022)*° | oleh sarana prasarana, | pelaksanaannya,  seperti
koordinasi antar | keterbatasan anggaran dan
instansl, sertadukungan | kurangnya kesadaran

13 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,

2010), him. 105-106.

14 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab

XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A-28J.

15 Bima Tauladan, “peran dan upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan
Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru”, universitas islam Riau, (2022).



dari anggaran.
Khususnya dalam
melaksanakan

perlindungan dan

pemberdayaan dalam
aspek pelayanan public
bagi penyandang
disabilitas agar
terwujud secaranyatadi
K ota Pekanbaru.

Metodologi, penelitian
ini menggabungkan

teknik deskriptif
dengan metode
lapangan.

pemerintah.

Perbedaan antara
penelitian  ini  dengan
penelitian Bima Tauladan
terletak pada beberapa
aspek yang  besifat
fundamental. Perbedaan
tersebut  dilihat  dari

kerangka regulasi
penelitian, penelitian
Bima Tauladan
dilaksanakan di  Kota
Pekanbaru dengan
menganalisis

implementasi  Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun

2013, sedangkan
penelitian ini  berfokus
pada Kabupaten
Pekal ongan dengan
mengkayji Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun
2020 beserta regulasi
pelaksananya. Kemudian
dari segi objek kajian,

penelitian terdahulu
membahas  pemenuhan
hak penyandang

disabilitas secara umum
yang mencakup aspek

pelayanan publik,
pemberdayaan, dan
rehabilitas sosidl,

sementara penelitian ini
secara spesifik mengkaji
aksesibilitas fasilitas
trotoar sebagai  objek
infrastruktur  fisk yang
merupakan  manifestasi
konkret hak konstitusional
penyandang  disabilitas.
Serta dilihat dari
pendekatan yuridis,
penelitian terdahulu
menggunakan metode
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deskriptif dengan
pendekatan lapangan
tanpa secara  khusus

menganalisis dimensi hak
konstitusional, sedangkan
penelitian ini
menggunakan pendekatan
yuridis empiris dengan
analisis mendalam
terhadap korelasi antara

regulass  konstitusional,
peraturan perundang-
undangan  teknis, dan

realitas implementas di
lapangan. Penelitian ini
secara khusus mengkaji
akibat hukum yang timbul
dari belum terpenuhinya
hak aksesibilitas trotoar,
suatu dimens yang tidak
menjadi fokus utama pada
penelitian Bima Tauladan.

2 | “Pemehuhan  Hak
Aksesibilitas
Penyandang
Disabilitas”.
Mastari, Tirsa Kiay
(2025)*°

menunjukkan  bahwa
pemerintah telah
berupaya = memenuhi
hak aksesibilitas
penyandang disabilitas
melal ui berbagai
kebijakan, program

rehabilitasi, pendidikan
inklusif, serta
penyediaan kesempatan
kerja sesua dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Namun, dalam
pelaksanaannya masih
terdapat kendala seperti
belum optimalnya
implementasi
kebijakan, keterbatasan
akses informasi, serta
adanya dtigma dan

Persamaan kedua
penelitian dari keduanya
memiliki kemiripan dalam

membahas hak
penyandang disabilitas
harus  dipenuhi  serta

pentingnya implementasi
kebijakan daerah yang
inklusif.

Perbedaan antara
penelitian  ini  dengan
penelitian Tirsa Kiay
Mastari dapat
diidentifikasi dari
beberapaaspek yang saling
berkaitan. Diantaranya di
lihat dari metode
penelitian, penelitian
terdahulu  menggunakan
pendekatan yuridis
normatif yang bersifat

16 Tirsa Kiay Mastari, “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas” 9, no. 1

(2025): 1-10.
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diskriminasi di
masyarakat, sehingga
pemenuhan hak
aksesibilitas bagi
penyandang disabilitas
belum sepenuhnya
terlaksana secara
optimal.

Penelitian tersebut
mengaplikasikan
metode penelitian

yuridis normetif dalam
mengkaji permasal ahan
yang diteliti.

kepustakaan, sedangkan

penelitian ini
menggunakan metode
yuridis  empiris  yang
melibatkan observas

lapangan dan wawancara
mendalam dengan para

pemangku  kepentingan
serta penyandang
disabilitas secara
langsung. Kemudian
cakupan objek kajian,

penelitian Mastari dan
Tirsa Kiay membahas

pemenuhan hak
aksesibilitas secara
komprehensif yang

meliputi aspek rehabilitas,
pendidikan inklusif, dan
peluang kerja, sedangkan
penelitian ini membatasi
kajlannya secara spesifik
pada aksesibilitas fasilitas

trotoar sebagal
Infrastruktur fisikk ruang
publik. Pada penelitian

terdahulu tidak terikat pada
satu wilayah administratif
tertentu sehingga bersifat
lebih general dan makro,
sementara penelitian ini
secara khusus mengkaji
kondiss di  Kabupaten
Pekalongan dengan
mempertimbangkan

konteks regulas daerah

setempat. Penelitian ini
secara eksplisit
menganalisis akibat

hukum yang ditimbulkan
dari belum terpenuhinya
hak aksesibilitas trotoar
daam perspektif hukum
konstitusional, hukum
administrasi negara, dan
hukum internasional, yang
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merupakan dimens
analisis yang tidak dibahas
secara mendalam dalam

penelitian Mastari dan
Tirsa Kiay. Keduanya
memiliki fokus  dan

pendekatan yang berbeda,
terutama pada  aspek
hukum dan regulasi yang
dijadikan bahan pokok
pada pendlitian.

3 | “Penerapan
Kebijakan Hak
Aksesibilitas
Dadam  Undang-
Undang Nomor .8
Tahun 2016
Tentang
Penyandang
Disabilitas Di
Indonesia”.
Paruntu, Maria
Christina  Karen
(2023)7

Penelitian ini
mengungkapkan  dan
menegaskan bahwa

Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2016
dan ratifikass CRPD
memberikan Indonesia
landasan hukum yang

kokoh untuk
mewujudkan hak
aksesibilitas bagi

seseorang berkebutuhan
Khusus. Hak
aksesibilitas mencakup
fasilitas fisik (ram, lift,

toilet khusus,
transportasi ramah
difabel) serta nonfisik
(huruf ~ braille, juru
bahasa isyarat,
teknologi  komunikasi
inklusif).

Penelitian ini
menerapkan  metode
penelitian yuridis
normatif sebagal
pendekatan anaisis
dalam mengkaji
permasalahan yang
diteliti.

Persamaan antara kedua
penelitian tersebut terletak
pada fokus kajian yang
sama, yatu mengena
upaya pemenuhan hak-hak
penyandang disabilitas
serta  penekanan  pada
pentingnya  penyediaan
aksesibilitas yang setara.

namun keduanya memiliki
perbedaan dalam fokus dan
pendekatan. Serta
keduanya juga mempunyai
titik fokus wilayah dan
objek kajian yang berbeda.
Perbedaan antara
penelitian  ini  dengan
penelitian, Maria Christina
Karen  Paruntu  dapat
dilihat dari aspek yang
bersifat substansial. Salah
satu  yang membedakan
yaitu jangkauan Kkajian,
penelitian Paruntu bersifat
makro dan nasional karena
menganalisis  penerapan
Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 secara umum
di seluruh Indonesia tanpa
dibatasi pada satu wilayah
administratif tertentu,
sedangkan penelitian ini

17 Maria Christina Karen Paruntu., “Penerapan kebijakan hak aksesibilitas dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas di Indonesia.”, jurnal fakultas hukum
universitas Sam Ratulangi, (2023).
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bersifat mikro dan lokal
dengan mengkaji
implementast  kebijakan
aksesibilitas di Kabupaten

Pekalongan secara
mendalam. Pada
pendekatan penelitian,
penelitian Paruntu

menggunakan metode
yuridis normatif  yang
bertumpu pada andisis

peraturan perundang-
undangan dan  doktrin
hukum, sedangkan
penelitian ini
menggunakan metode

yuridis  empiris  yang
menggabungkan analisis
normatif  dengan data
lapangan yang diperoleh
melalui  observas  dan

wawancara. Objek
aksesibilitas yang
dikajioun berbeda,
penelitian Paruntu

membahas  aksesibilitas
secaraluas yang mencakup
fadsilitas fisk (ram, lift,
toilet khusus, transportasi)
maupun aksesibilitas
nonfisik (huruf braille, juru
bahasa isyarat), sedangkan
penelitian  ini  secara
spesifik memfokuskan
kgjian pada aksesibilitas
fasilitas trotoar sebagal
sarana mobilitas
penyandang disabilitas di
ruang publik. Penelitian ini
mengkaji dimensi hukum
daerah yang lebih spesifik
melalui analisis Peraturan
Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 2
Tahun 2020 dan Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor
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62 Tahun 2023, serta
mengidentifikasi  akibat
hukum dari belum
terpenuhinya  kewajiban
tersebut, yang merupakan
aspek yang tidak menjadi
fokus penelitian Paruntu.

4 | “Pemenuhan Hak
Penyandang
Disabilitas Dalam
Aksesibilitas Pada
Bangunan Gedung
Kantor Kecamatan
Di Kabupaten
Subang (Anaisis
Peraturan  Bupaii
Subang Nomor 21
Tahun 2024”.
Nuralim, Hamdan
Sukron (2025)*

Penelitian mengungkap

bahwa meskipun
Kabupaten Subang
telah memiliki dasar
hukum berupa
Peraturan Bupati

Nomor 21 Tahun 2024
sebagal turunan dari,
UU No. 8 Tahun 2016
tentang  Penyandang
Disabilitas,
implementasi
pemenuhan hak
aksesibilitas di  kantor
kecamatan masih jauh
dari  hargpan. Dari
sembilan kantor
kecamatan yang diteliti,
hanya K ecamatan
Pamanukan yang
memiliki fasilitas
aksesibilitas rel atif
lebih baik, meski belum
memenunhi standar
sepenuhnya, sementara
sebagian besar
kecamatan lainnya
tidak menyediakan ram
standar, toilet khusus,
maupun guiding block.
Kondis ini disebabkan
keterbatasan anggaran,

rendahnya kesadaran | antarfasilitas bagi seluruh
aparatur, serta | lapisan masyarakat.
lemahnya pengawasan | Kedua, dari segi wilayah

penelitian, penelitian

Kesamaan antara kedua
penelitian tersebut terletak
pada fokus kgian yang
sama, Yyakni mengenal
upaya pemenuhan hak-hak
penyandang disabilitas.

Perbedaan antara kedua
penelitian tersebut terletak
pada fokus pembahasan
dan cakupan kajian yang
dianaliss. Selan itu,
terdapat perbedaan dalam
kebijakan pemerintah yang
menjadi objek penelitian
serta pada aspek
Implementas dari regulasi
yang berlaku. Perbedaan

dari segi objek
infrastruktur yang dikaji,
penelitian Nuralim

berfokus pada aksesibilitas
bangunan gedung kantor
kecamatan sebagai fasilitas
pelayanan  pemerintahan
yang bersifat tertutup dan

statis, sedangkan
penelitian ini  mengkaji
aksesibilitas trotoar

sebagai infrastruktur linier
ruang publik terbuka yang
berfungs sebagai jalur
mobilitas dan penghubung

18 Hamdan Sukron Nuralim., “Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas
pada bangunan gedung kantor kecamatan di Kabupaten Subang (analisis peraturan bupati subang
nomor 21 tahun 2024.”, UIN Syarif Hidayatullah, (2025).
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dan sanks terhadap
pelanggaran aturan.

Studi ini menggunakan
metodologi  pendlitian
hukum empiris.

Nuralim dilaksanakan di
Kabupaten Subang dengan
menganalisis  Peraturan
Bupati Subang Nomor 21
Tahun 2024, sedangkan
penelitian ini dilaksanakan
di Kabupaten Pekaongan
dengan mengkaji
Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2020 dan Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor
62 Tahun 2023, sehingga
konteks kebijakan daerah
yang  dianaisis  pun
berbeda. Ketiga, dari segi
kewenangan instansi yang
terlibat, penelitian Nuralim
lebih banyak menyoroti
tanggung jawab instansi

pengelola gedung
pemerintan  di  tingkat
kecamatan, sedangkan

penelitian ini menganalisis
koordinas lintas instansi
antara Dinas Pekerjaan
Umum dan  Penataan
Ruang dengan Dinas
Sosid sebagai dua
lembaga teknis yang

memiliki kewenangan
berbeda namun saling
berkaitan dalam
pemenuhan  aksesibilitas
trotoar. Keempat,
penelitian  ini  secara
khusus menganalisis

dimens hak konstitusional
yang terkandung dalam
Pasa 28H ayat (2) UUD
NRI 1945 serta akibat
hukumnya, sedangkan
penelitian Nuralim lebih
menitikberatkan pada
kajian implementasi
kebijakan dalam perspektif
administrasi publik.
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5 | “Pemenuhan Hak
Penyandang
Disabilitas Dalam
Pelayanan Di
Pengadilan Negeri
Kota Samarinda”.
Apriani, Fgar dkk
(2025)1°

Penelitian ini
menjelaskan bahwa
pemenuhan hak
penyandang disabilitas
dalam pelayanan
publik, khususnya pada
layanan peradilan, telah
diupayakan mel al ui
penyediaan layanan
prioritas dan fasilitas
pendukung bagi
penyandang. disabilitas.
Namun demikian,
implementasi kebijakan

tersebut belum
sepenuhnya  berjalan
optimal karena mash
dipengaruhi oleh

beberapa faktor, seperti
efektivitas komunikasi
kebijakan, ketersediaan
sumber daya, skap
pelaksana  kebijakan,
serta struktur birokrasi
yang berperan dalam
penyelenggaraan
pelayanan publik. Oleh
karena itu, diperlukan
peningkatan koordinasi;
penyediaan sumber
daya yang memadal,
sertakomitmen institusi
dalam mewujudkan
pelayanan publik yang
inklusif dan ramah
terhadap  penyandang
disabilitas sehingga
hak-hak mereka dapat
terpenuhi  secara lebih
optimal.

M etode yang digunakan
pada penelitian tersebut

Dari  kedua pendlitian
mempunyai kesamaan
pembahasan tentang
kebutuhan bagi

penyandang disabilitas.

Perbedaannya ada pada
fokus dan pendekatan,
terutama pada  aspek
hukum dan regulasi yang
dijadikan bahan pokok
pada penelitian. Secara
khusus perbedaan antara
penelitian  ini  dengan
penelitian Apriani, Fajar
dkk, dapat dilihat dari
empat aspek yang
mendasar. Pertama, dari
segi objek layanan yang
dikaji, penelitian Apriani
berfokus pada aksesibilitas
dalam konteks pelayanan
peradilan di  Pengadilan
Negeri Kota Samarinda
yang merupakan fasilitas
layanan hukum bersifat
khusus dan institusional,
sedangkan penelitian ini
mengkaji aksesibilitas
trotoar yang merupakan
infrastruktur  fisik  ruang
publik bersifat umum dan
menjadi  kebutuhan dasar

mobilitas sehari-hari
seluruh penyandang
disabilitas tanpa
terkecuali. Kedua, dari segi
lokasi penelitian,
penelitian Apriani
dilaksanakan di  Kota

Samarinda yang memiliki
karakteristik perkotaan
besar dengan kapasitas
anggaran yang berbeda

19 Fajar Apriani et al., “PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PELAYANAN DI PENGADILAN NEGERI KOTA SAMARINDA” 12, no. 1692 (2025): 875-92.
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menggunakan metode
penelitian  deskriptif
dengan  pendekatan
kualitatif.

secara signifikan
dibandingkan Kabupaten
Pekal ongan, sehingga
konteks hambatan
implementasi yang
ditemukan pun memiliki
perbedaan struktural.
Ketiga, dari segi analisis
hukum yang digunakan,
penelitian Apriani lebih
dominan  menggunakan
kerangka  implementasi
kebijakan publik dengan

variabel komunikasi,
sumber daya, dan struktur
birokrasi, sedangkan
penelitian ini

menggunakan  kerangka
teori penegakan hukum
Soerjono  Soekanto yang
dipadukan dengan analisis
hak konstitusona dan
konsep model  sosia
disabilitas untuk mengkaji
permasalahan secara lebih

Komprehensif dari
perspektif ilmu hukum tata
negara Keempat,
penelitian  ini  secara
Khusus menganalisis
akibat hukum dari belum
terpenuhinya hak
aksesibilitas trotoar dalam
perspektif hukum
konstitusional, hukum
administrasi negara, hak
asas manusia
internasional, serta

dampak psikologis dan
sosial, yang merupakan
dimens analisisyang tidak
dijumpa dalam penédlitian
Apriani dkk.




18

Berdasarkan kajian terhadap lima penelitian relevan yang telah diuraikan,
dapat dismpulkan bahwa terdapat benang merah yang menghubungkan seluruh
studi tersebut, yakni persoalan kesenjangan antara kerangka regulasi yang telah
tersedia dengan implementasi terhadap hak penyandang disabilitas di tingkat
daerah. Pendlitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun berbagal peraturan
daerah telah diterbitkan sebagai tindak lanjut UU Nomor 8 Tahun 2016,
pelaksanaannya masih terkendala oleh faktor struktural seperti keterbatasan
anggaran, minimnya koordinasi antarinstansi, rendahnya kesadaran aparatur,
serta lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi. Ragam fokus
kajian yang meliputi aspek rehabilitasi sosial, aksesibilitas bangunan gedung,
hak politik, hingga fasilitas publik secara umum, memberikan perspektif
komprehensif bahwa permasalahan aksesibilitas bukan semata isu teknis
infrastruktur, melainkan cerminan dari belum optimalnya paradigma berbasis
hak “(rights-based approach)” dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Penelitian ini melengkapi khazanah literatur tersebut dengan mengkhususkan
analisis pada pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap
fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan, sekaligus memperdalam kajian
mengenai_faktor_hambatan implementasi yang bersifat kontekstual di tingkat
lokal, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis
dalam upaya mewujudkan Indonesia yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
warga negara tanpa diskriminasi.

.Metode Pendlitian
1. JenisPendlitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang mengkaji tentang
pemenuhan hak konstitusiona terhadap penyandang disabilitas yang terjadi
di Kabupaten Pekal ongan.
2. Pendekatan Pendlitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikolaborasi dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai
kerangka analisis dalam penelitian. Metodologi ini dipilih untuk mengkaji

secara komprehensif kerangka hukum dan regulasi terkait perlindungan hak
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aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pekal ongan.
a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)

Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu
metode dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pada penelaahan
terhadap berbagal aturan perundang-undangan yang relevan terhadap
permasalahan hukum yang diteliti.?® Melalui pendekatan ini, dilakukan
analisis terhadap struktur dan hierarki regulas yang mengatur hak-hak
penyandang disabilitas khususnya di kabupaten pekal ongan.

b. Pendekatan Konseptual (eonceptual approach)

Pendekatan konseptual yakni pendekatan penelitian hukum yang
digunakan untuk mengungkap gagasan yang mengarah pada definisi
hukum, konsep hukum, dan prinsip hukumyang sesual serta masalah yang
dihadapi.

Analisisdalam penelitian sangat dibutuhkan untuk proses menguraikan
suatu hal yang menjadi bagian kecil untuk mengetahui struktur, hubungan
dan makna dari sesuatu yang diteliti secara mendalam. Tujuannya untuk
memahami, mengevaluasi, dan menarik kesmpulan dari suatu objek, dan
informasi._yang diteliti. Dalam menganlisis dibutuhkan beberapa langkah
seperti mengidentifikasi objek yang akan di analis's, mengumpulkan data
yang sudah relevan, kemudian menguraikan hasil data tersebut sebelum
nantinya diambil kesimpulan dari temuan tersebut.

3. Lokas Pendlitian

Pada penelitian ini untuk mengambil data yang akan dikaji dibutuhkan
beberapa lokasi penelitian. Dimana untuk mengumpulkan beberapa data
tersebut dibutuhkan instansi pemerintah seperti Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dan Dinas Sosial, untuk nantinyadari instansi pemerintah
tersebut dapat dijadikan sebagai lokasi untuk mencari data dan sumber
sebagai bahan dalam penelitian. Serta untuk mempermudah penulis dalam
mengumpulkan data tersebut, penulis mengambil beberapa titik lokas

2 peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum™, Edisi Revis (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group), (2016), him. 93-95.
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sebagal bahan observasi dalam penelitian ini, seperti trotoar yang berada di

kawasan aun-alun Gemek tepatnya pada Jal an Paesan Utaradan Jalan Widya

Manggala, kemudian trotoar di kawasan alun-alun Kajen tepatnya pada Jalan

Mandurorgjo, Jalan Rinjani dan Jalan Krakatau, dan beberapa trotoar lain

disepanjang Jalan Wonopringgo tepatnya pada Jalan Raya \Wonopringgo dan

Jalan Surobayan.

. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini, didapatkan melalui pengamatan

dari lapangan menggunakan penerapan berbagal teknik pengumpulan data
empiris. Data primer tersebut mencakup hasil wawancara mendalam
dengan informan kunci, yang terdiri atas pgabat Dinas Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Kabupaten Pekalongan sebagal instans yang
memiliki 'kewenangan dan tanggung jawab dalam perencanaan,
pembangunan, serta pemeliharaan infrastruktur trotoar. Dinas Sosia
Kabupaten Pekalongan sebagai instans yang menangani data dan
pemberdayaan penyandang disabilitas, serta perwakilan penyandang
disabilitas di_ Kabupaten Pekalongan sebagal_pengguna langsung fasilitas
trotoar. Selain 1tu, data primer diperoleh melewati. pengamatan langsung
terhadap kondisi fisik trotoar di beberapa lokasl strategis, yaitu trotoar di
Lapangan Gemek Kedungwuni, trotoar Pasar Kedungwuni, trotoar
pertigaan Podo Kedungwuni, trotoar Alun-alun Kaen, dan sepanjang
Jalan Wonopringgo. Dokumentasi visual berupa foto-foto kondisi trotoar
jugamenjadi bagian dari data primer yang menunjang analisis penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri terdiri dari

beberapa bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh analisis yang
mendalam dan menyel uruh terhadap isu hukum yang diteliti, penelitian ini
memanfaatkan berbagai jenis bahan hukum sebagai sumber data. Bahan
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hukum tersebut diklasifikasikan ke dalam duakategori utama, yaitu bahan
hukum primer serta bahan hukum sekunder.
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer dalam penelitian ini, terdiri dari beberapa
sumber hukum primer yang digunakan yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
khususnya Pasal 28H ayat (2)

b) Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Convention on the Rights of.Per sons with Disabilities (CRPD)

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas yang mengatur secara. menyeluruh berbagai  hak
penyandang disabilitas

d) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas
terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari
Bencana bagi Penyandang Disabilitas

e) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan,
Pelaksanaan, dan Evauas Penghormatan, Pelindungan, serta
Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

f) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020
tentang Pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan bahan yang diperoleh
peneliti melalui pihak lain dan tidak berasal secaralangsung dari objek
penelitian. Bahan ini mencakup otoritas persuasif, seperti peraturan
perundang-undangan dan putusan pengadilan dari yurisdiksi lain yang
memiliki relevans dengan permasalahan serupa, serta pandangan dan
pertimbangan hakim. Selain itu, sumber hukum sekunder juga meliputi
berbagai literatur hukum, termasuk buku, jurnal ilmiah, serta peraturan

perundang-undangan.
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5. Metode Pengumpulan Data
Guna mendapatkan data yang komprehensif dalam penelitian ini,
peneliti menerapkan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai
berikut:
a Observas
Teknik observasi digunakan untuk memperolen data empiris
terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian yaitu trotoar yang

berada di Kabupaten Pekalongan yang terdiri dari trotoar yang berada di

kawasan alun-alun Gemek tepatnya pada Jalan Paesan Utara dan Jalan

Widya Manggala, kemudian trotoear di kawasan alun-alun Kajen tepatnya

pada Jalan Mandurore o, Jalan Rinjani dan Jalan Krakatau, dan beberapa

trotoar lain/disepanjang Jalan Wonopringgo tepatnya pada Jalan Raya

Wonopringgo dan Jalan Surobayan. Kemudian beberapa data hasil

pengamatan tersebut selanjutnya dianalisis secara sistematis.

b. Wawancara
Wawancara pada penelitian ini dilakukan melalui proses tanya

Jawab yang terarah dan mendalam bersama beberapa pihak, diantaranya:

1) Bapak Abdul Ghony, S.T., M.T., selaku KepalaBidang Tata Ruang dan
Pertahanan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pekal ongan. Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh
informasi  mengenal  pelaksanaan, perumusan,  pengaturan,
perencanaanhingga pengendalian pemenfaatan ruang di kabupaten
pekalongan, serta kendala dan hambatan yang dihadapi dilapangan.

2) lbu dr. Ida Sulistiyani, M.M., selaku Sekretaris pada Dinas Sosial
Kabupaten Pekalongan. Wawancara dilaksanakan guna memperoleh
data terkait penyandang disabilitas serta informasi mengenal
pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas di
kabupaten pekal ongan.

3) Para pelaku penyandang disabilitas di kabupaten pekaongan, yaitu
Bapak Gading Ogi Saputro (Tunadaksa), Bapak Supar (Tunadaksa),
Bapak Mudhofar (Tunanetra), Ibu Khamdanah (Tunarungu), lbu
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Fatmah (Tunanetra). Wawancara dilakukan untuk memperoleh data
mengena pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas, perseps
pelaku penyandang disabilitas terhadap kebijakan pemerintah dalam
melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas, serta dampak
kebijakan tersebut terhadap redlita sosial yang terjadi.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
wawancara semi-terstruktur yang dilakukan dengan berpedoman pada
daftar pertanyaan pokok, namun tetap memberikan keleluasaan kepada
narasumber untuk mengemukakan pendapat, pengalaman, dan pandangan
secara lebih luas sesual dengan kondisi. dan fakta di lapangan.

c. Studi Kepustakaan

Studi literatur dilakukan dengan metode pengumpulan data yang
memprioritaskan ~ pendekatan terhadap perundang-undangan dan
pemeriksaan literatur tentang berbagai topik hukum termasuk dokumen
hukum primer, sekunder, tersier. Serta mengakses berbagal bahan hukum,
baik melalui eksplorasi perpustakaan konvensional maupun penelusuran
digital viainternet.

6. TeknisAnalisis Data

Tahapan analisis meliputi pengumpulan data reduks data penyajian
data serta penarikan dan verifikasi kesimpulan dengan proses membedah
sesuatu menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk memahami
sepenuhnya struktur, hubungan, atau signifikansinya serta dibutuhkan
beberapa langkah seperti mengidentifikasi objek yang akan di andisis,
mengumpulkan data yang sudah relevan, kemudian menguraikan hasil data
tersebut sebelum nantinya diambil kesimpulan dari temuan tersebut.

Teknik analisis data dilaksanakan sebelum memasuki lapangan, saat
proses pengumpulan data, sampai saat data sudah terkumpul seluruhnyayang
bertujuan untuk menghasilkan makna dari mentah, menemukan pola,
menghubungkan antar kategori dan menjawab rumusan masalah penelitian.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan model analisis

interaktif yang mencakup tahapan pengumpulan data melalui wawancara,
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observasi, dan penarikan kesimpulan.

Tahapan analisis data kudlitatif yang bertujuan untuk memperjelas,
mengkategorikan, memfokuskan, serta menyederhanakan informasi yang
kemudian dilakukan penyajian dengan menampilkan menampilkan datayang
sudah dikumpulkan dan diolah ke dalam bentuk tertentu, seperti tabel, grafik,
diagram, atau teks agar informasi di dalamnya mudah dipahami, dianaisis,
dan dibandingkan.

H. Sistematika Penulisan

Terdapat limabab dalam sistematika penulisan penelitianini, di manastiap
bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat
lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

BAB | Pendahuluan, yang memuat uraian mengenai latar belakang
penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka
teoritik, tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian
yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB Il Landasan Teori, merupakan kerangka berpikir ilmiah yang
memberikan arah dan batasan dalam penelitian. Landasan teori berisi tentang
teori-teori yang digunakan untuk menganalisis, yaitu teori_negara kesej ahteraan
dan hak asas manusia, konsep hak konstitusions!, serta konsep penyandang
disabilitas.

BAB IIl Hasll Penelitian, menganalisa tentang kondis faktual fasilitas
trotoar bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pekal ongan.

BAB IV Pembahasan, pada pembahasan berisi tentang menganalisa
tentang pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas
trotoar di Kabupaten Pekalongan.

BAB V Penutup, berisi kessmpulan dan saran.



BAB |1
LANDASAN TEORI
A.Teori Negara Kesg ahteraan dan Hak Asas Manusia

Konsep Negara Kesgahteraan (welvaartsstaat, Welfare State) mulai
pertama kali dimunculkan setelah berakhirnya Perang Dunia ll. Konsep ini erat
kaitannya dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang
mengalami masa suram akibat gagalnya sistem politik dan ekonomi kapitalis
yang bebas dengan bertumpu pada konsep negara hukum liberal. Utrecht
mengemukakan bahwa suatu negara semacam itu, yang umum dikenal sebagai
tipe negara liberal, di mana negara berperan dan bertindak sebagai “negara
penjaga malam” (nachtwaker staat).?*

Welfare Sate sendiri merupakan respon terhadap konsep “negara penjaga
malam”. Pada negara penjaga malam, karakter dasarnya adalah kebebasan, yang
berkembang pada abad pertengahan hingga abad ke-18, terutama karena
dorongan paham tentang Invisible Hands yang termuat dalam buku Adam Smith
dan David Ricardo berjudul The Wealth of Nations: An Inquiry into the Nature
and Causes. Dalam sistem liberal ini, peran negara sangat minim, sehingga
sering dikatakan juga sebagai minimum state atau _minarchism, yakni sebuah
pandangan yang meyakini. bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk
menggunakan monopoli. memaksakan atau mengatur hubungan atau transaksi
antar warga negara. Dengan kata lain, pemerintah lebih mengedepankan
pendekatan laissez faire dalam menciptakan kesgahteraan. Sebagai gantinya,
mekanisme pasar mendapat porsi besar dalam pemenuhan kebutuhan
masyarakat.??

Adapun negara atau pemerintah hanya mempunya fungs dan peran
perlindungan warga negara dari penyerangan, pencurian, pelanggaran kontrak,
penipuan, dan gangguan

keamanan lainnya. Maka tidaklah aneh jikainstitus negarayang dibentuk

2L Aminuddin llmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisas BUMN, Kencana, Jakarta,
2012, h. 14.

2 Tri Widodo W Utomo, “Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare
State)”, http://triwidodowutomo.blogspot.nl/2013/07/memahami-konsep negara kesejahteraan.html.
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dalam sistem liberalism juga hanya institus yang berhubungan dengan aspek
keamanan, yakni militer, kepolisian, peradilan, pemadam kebakaran, termasuk
penjara.

Dengan dilatarbelakangi oleh kondis sosial ekonomi masyarakat yang
semakin memprihatinkan, khususnya kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang
mengandal kan pada berlakunya sistem ekonomi pasar yang bebas tanpa campur
tangan negara, tel ah mengakibatkan krisis ekonomi padamasyarakat. K ebebasan
dan persamaan (vrijheid en gelijkheid) yang melandasi perhubungan masyarakat
dengan negara dirasakan sudah tidak memadal lagi. Peranan negara yang
dahulunya dirasakan terbatas pada penjagaan ketertiban semata, diupayakan
untuk diperluas dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada negara
untuk mengatur perekonomian masyarakat.

K epentingan umum sebagai asas hukum publik tidak |agi diartikan sebagai
kepentingan negara sebagai kekuasaan yang menjaga ketertiban atau
kepentingan kaum borjuis sebagal basis masyarakat dari negara hukum liberal,
tetapi kepentingan umum adalah kepentingan dari “gedemocr ati seerde nationale
staat, waarvan het hele volk in al zijn geledin gen deel uitmaakt” berubahnya
pandangan tentang konsep negaraliberal tersebut, melahirkan suatu konsep baru
tentang tipe negarakesg ahteraan yang | ebih dikenal dengan konsep welfare state
(welvaar staat), yang pada akhir abad ke-19 dan memasuki paruh awal abad ke-
20 berkembang pesat di eropa barat.?

Negara Kesgahteraan atau welfare state disebut juga “negara hukum
modern.” Tujuan pokoknya tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata,
tetapi juga mencapai keadilan sosial (social gerechtigheid) bagi seluruh rakyat.
Konseps negara hukum modern menempatkan eksistensi dan peranan negara
pada posisi kuat dan besar. Kemudian konsepsi negara demikian ini dalam
berbagai literatur disebut dengan bermacam-macam istilah, antara lain: negara
kesgjahteraan (welfare state) atau negaramemberi pelayanan kepada masyarakat

(social service state) atau negara melakukan tugas servis publik. Dengan

2 Aminuddin llmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisass BUMN, Kencana, Jakarta,
2012, h. 15.
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demikian negara kesegjahteraan merujuk pada sebuah model pembangunan yang
difokuskan pada peningkatan kesegahteraan masyarakat melalui pemberian
peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial
kepada warganya.

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang mengupayakan
kesgj ahteraan umum sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara
yang menganut paham kesejahteraan. Hal itu tercermin dari Tujuan Negarayaitu
“...melindungi segenap bangsa.Jndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan” umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta
mewujudkan keadilan-sosial...”

Ciri utama dari negaraini adalah munculnyakewajiban pemerintah untuk
mewujudkan kesgahteraan umum bagi warganya Dengan kata lain, garan
welfare state merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip staatsonthouding,
yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan
ekonomi dan social masyarakat, menjadi staatshemoeienis yang menghendaki
negara dan pemerintah aktif dalam kehidupan ekonomi dan socia masyarakat,
sebagal_langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga
ketertiban dan keamanan (rust en orde).*

Dalam negara hukum modern yang menganut paham welfare state atau
negara kesejahteraan, tugas aat administrasi negara sangat luas sekali karena
mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Ideologi welfare state mengajarkan tentang peranan negarayang lebih luas
ketimbang sekedar sebagai penjaga malam, yang oleh Utrecht dikatakan bahwa
lapangan pekerjaan pemerintah suatu negara hukum modern sangat luas,yaitu
bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya, yakni
keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam suatu welfare state.
Sehinggaketikaitu, para pemikir kenegaraan menyatakan bahwa masa ekonomi

libera telah ditinggalkan, sistem ekonomi liberal klasik diganti dengan sistem

2 S, F. Marbun, Hukum Administrasi Negara |, FH Ull Press, Y ogyakarta, 2012, h. 14-15.
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ekonomi yang dipimpin oleh pusat (central geleide economie),
Saatssonthouding telah digantikan oleh Staatsbemoeenis, pemisahan antara
negara dengan masyarakatnya telah ditinggalkan.

Ideologi negara kesej ahteraan (welfare state) menjadi |andasan kedudukan
dan fungsi pemerintah (bestuursfunctie) oleh negara-negara modern. Konsep
negara kesgjahteraan lahir atas dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan
yang ketat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara, khususnya eksekutif
yang pada masa monarki absolut telah terbukti banyak melakukan
penyalahgunaan kekuasaan. ~Konsep. negara kesgahteraan inilah yang
mengilhami sekaligus menjadi obsest para aktivis pergerakan kemerdekaan
bangsa Indonesia, khususnya “Bung Hatta™ selaku pejuang dan pendiri Negara
Republik Indonesia, bahkan menjadi figur sentralnya.?®

Dilatarbelakangi pemikiran-pemikiran para pendiri negara, utamanya
“Bung Hatta”, maka Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengandung
semangat ke arah pembentukan model negara kesgahteraan dengan tujuan-
tujuan yang hendak dicapainya; yaitu:

1. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk
kepentingan publik;

2. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;

3. Mengurangi kemiskinan;

4. Menyediakan asuransi sosia (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat
miskin;

5. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantage people;

6. Memberi proteks sosial bagi setiap warga negara.?’

Polarisas tujuan-tujuan pokok negara kesgahteraan tersebut dirumuskan,
pada hakiktnya dimaksudkan untuk menetapkan indikator-indikator sebagai alat
ukur dalam menilai apakah masyarakat sudah sejahtera atau belum. Selain

% E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Ichtiar baru, Jakarta, 1985, h. 3-4.

% W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya, Y ogyakarta,
2008, h. 1.

27 Marilang, “Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan”, Disertasi, di dalam Marilang,
Ideologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang, Jurnal Konstitusi,
Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, h. 267.
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fungsinya sebagai indikator juga dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi
negara (pemerintah) dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya
mewujudkan kesegjahteraan masyarakat. Dengan demikian, tujuan-tujuan pokok
tersebut pada hakikatnya hanyalah merupakan bagian-bagian dari tujuan akhir
dari welfare state yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat.®

Tujuan tersebut tidak dibatasi secara limitatif pada bidang material sgja,
melainkan meliputi semua aspek kehidupan karena kesgahteraan berkaitan
langsung dengan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, dalam suatu
negara yang menganut paham. welfare state biasanya mencantumkan bentuk-
bentuk kesejahteraan dalam pasal-pasal konstitusi atau undang-undang dasar
negaranya. Salah satu'Sarana penting dalam upaya mewujudkan kesgjahteraan
adalah mewujudkankan “keadilan sosial” sebagaimana ditegaskan dalam silake-
5 Pancasila yang kemudian dijabarkan secara eksplisit di dalam alinea 1V
Pembukaan UUD 1945 yang pada hakikatnya menghendaki agar kekayaan atau
pendapatan yang diperoleh dari hasil kerjasama oleh suatu komunitas (negara)
didistribusi kan secaramerata dan seimbang (proporsional ) kepada seluruh warga
negara, bahkan kekayaan atau pendapatan yang di peroleh merupakan kewajiban
bagi negarayang menjadi tugas pokok pemerintah untuk menyisihkan anggaran
bagi kalangan atau rakyat yang tideak mampu yang sering diklaim sebagai
kalangan ekonomi lemah (fakir miskin) dan anak-anak terlantar sebagaimana
ditegaskan dalam Pasal 34 (1) UUD 1945.

Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok tersebut menurut konsep negara
berideologi welfare state, diperlukan keterlibatan dan intervensi negara
(pemerintah) dalam bentuk regulasi sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat
terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnyamelaui sektor
pertambangan yang menguasal hagjat hidup orang banyak sebagaimana telah
dirumuskan secara eksplisit dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) bahwa “Bumi,
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnyadikuasai oleh negara untuk
sebesar-besar  kemakmuran rakyat”. Kesemuanya itu demi mewujudkan

% Marilang, ldeologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang
Tambang, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, h. 267.
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kewgjiban pemerintah untuk mengupayakan kesgahteraan umum atau
bestuurszorg.?®

Teori Hak Asas Manusia (HAM) menegaskan bahwa setiap manusia,
termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak yang melekat sgjak lahir dan
wajib dilindungi negara. Prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, dan perlindungan
kelompok rentan menjadi dasar teoritik dalam menilai sgauh mana fasilitas
umum di Pekalongan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Penyandang
disabilitas memerlukan perlakuan khusus untuk melindunginya dari kerentanan
tindakan diskriminasi. Perlakuan khusus ini merupakan upaya untuk mencapai
penghormatan dengan mengutamakan perlindungan dan pemenuhan hak asasi
manusia secara universal % Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat
pada diri manusia bersifat universal harus dilindungi dan dihormati termasuk
bagi kelompok rentan penyandang disabilitas, sebagaimana dalam Pasal 28I
Ayat 4 UUD NRI 1945 bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama
pemerintah”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara merupakan pihak yang
memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak
setiap warga negaranya termasuk penyandang disabilitas.®! Hak merupakan
wewenang seseorang untuk memilih mel akukan atau tidak melakukan sesuatu
tindakan. Sementara, hak asasi manusi a adal ah hak mendasar yang secara alami
dimiliki oleh setiap individu untuk menentukan arah dan pilihan hidupnya. Hak
asal manusia mencakup hak-hak fundamental yang melekat pada setiap orang
agar dapat menjalani hidup dan mempertahankan keberadaannya sebagai
manusia. teori HAM menekankan bahwa aksesibilitas bukan sekadar
pemenuhan standar fisik, melainkan pengakuan terhadap hak dasar penyandang
disabilitas untuk berpartisipasi penuh dalam pelayanan publik. Menurut
Fredman, HAM bagi penyandang disabilitas harus memenuhi empat dimensi

2 Marilang, ldeologi Welfare State Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang
Tambang, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012, h. 238.

%0 Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: antara Tanggung Jawab dan
Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. Jurnal HAM, 11(1), 131-150.

3L Tio Tegar Wicaksono. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
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kesetaraan substantif, diantaranya yaitu mengatas kerugian, menghormati
martabat, mengakomodasi perbedaan, dan mendorong partisipasi.®

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 sebagai hukum yang tertinggi (The
Supremacy of Law) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang
salah satu e emen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan dan penjaminan akan
hak-hak dasar warga negara. Dari berbagai literatur hukum tata negara maupun
ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme)
terdiri dari; (@) anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum, (b)
jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, (c) peradilan yang bebas dan
mandiri, dan (d) pertanggung jawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik)
sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.=>

Perubahan Kedua UUD Tahun 1945 padatahun 2000 mengenai ketentuan
hak asas manusia dan hak-hak warga negara dalam UUD Tahun 1945 telah
mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ketentuan baru yang diadopsikan
ke dalam UUD Tahun 1945 setelah Perubahan K eduatermuat dalam Pasal 28A
sampai dengan Pasal 28J, ditambah beberapa ketentuan |ainnya yang tersebar di
beberapa pasal. Karena itu, perumusan tentang hak-hak asas manusia dalam
konstitusi Republik Indonesia sangat lengkap dan menjadikan UUD Tahun 1945
sebagal salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat ketentuan
yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asas manusia.

Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri, terutama yang termuat
dalam Pasal 28A sampal dengan Pasal 28J, pada pokoknya berasal dari rumusan
TAP MPR Nomor XVI1I/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian
isinya menjadi materi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia. Oleh karena itu, untuk memahami konseps tentang hak-hak
asasl manusia itu secara lengkap dan historis, ketiga instrumen hukum UUD
1945, TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia tersebut dapat dilihat dalam satu kontinum.

%2 Fredman, S, “Substantive equality revisited”, International Journal of Constitutional Law,
Vol. 14, 2016, h. 712-713.
33 Dahlan Thaib dkk, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta, PT Rajawali Pers, 2008. him. 2.
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Setelah Perubahan Kedua UUD, keseluruhan materi ketentuan hak-hak
asasi manusiadalam UUD Tahun 1945, yang apabila digabung dengan berbagai
ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaan dengan hak asasi
manusia, dapat kelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir
ketentuan. Diantara keempat kelompok hak asasi manusiatersebut, terdapat hak
asasl manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-
derogable rights, yaitu Hak untuk hidup; Hak untuk tidak disiksa; Hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani; Hak beragama; Hak untuk tidak
diperbudak; Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan Hak untuk
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Dalam upaya penegakan hak-hak konstitusional di Indonesia, dibutuhkan
sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana penegakan hak-hak konstitusional
tersebut dikategorikan menjadi dua bagian yakni: Sarana yang berbentuk
institusi atau kelembagaan seperti lahirnya Lembaga advokasi tentang HAM
yang dibentuk oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komisi Nasional
Hak Asas Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional HAM Perempuan dan
ingtitusi lainnya. Dan sarana yang berbentuk peraturan atau undang-undang,
seperti adanyabeberapa pasal dalam Konstitust UUD 1945 yang memuat tentang
HAM. Diantaranya Ul Nomor 39 Tahun 1999, Keppres Nomor 50 Tahun 1993,
Keppres Nomor 129 Tahun 1998, Keppres Nomor 181 Tahun 1998 dan Inpres
Nomor 26 Tahun 1996, kesemua perangkat hukum tersebut merupakan sarana
pendukung perlindungan HAM.

Perlindungan dan penegakan hak-hak konstitusional merupakan
kewajiban semua pihak, termasuk warga negara. Hak konstitusional tidak hanya
mencakup mengenai hak, tetapi terkait pula mengenai kewgjiban, yaitu
kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak konstitusional orang
lain. Setiap hak konstitusional seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar
dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secaratimbal balik.
Sehingga terdapat pembatasan dan larangan dalam pelaksanaan perlindungan
hak asasi konstitusional Pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang

dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan
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kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Secara garis besar, konstituss memuat tiga hal, yaitu pengakuan hak
konstitusional, struktur ketatanegaraan yang mendasarkan dan pemisahan atau
permbatasan kekuasaan. Selain itu dalam konstitusi juga harus terdapat pasa
mengenai perubahan konstitusi. Hanc Marseveen sebagaimana dikutip oleh
Soetandyo Wignyosoebroto menyebutkan bahwa konstituss harus dapat
menjawab persoalan pokok, yaitu:>*

1. Apakakah konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara?

2. Apakah konstitus merupakan sekumpulan aturan dasar yang menetapkan
lembaga-lembaga penting negara?

3. Apakah konstituss melakukan pengaturan kekuasaan dan hubungan
keterkaitannya?

4. Apakah konstitusi mengatur hak-hak dasar dan kewajiban warga negara dan
pemerintah?

5. Apakah konstitus harus dapat membatasi dan mengatur kekuasaan negara
dan lembaga-lembaganya. Konstitusi merupakan ideologi elit penguasa?

6. Sertagpakah konstitus menentukan hubungan materiil antara negara dengan
masyarakat?

Menurut J.G Steenbeek bahwa konstitusi berisi tiga alasan yang menjadi
hal pokok, yaitu:* Pertama, adanya jaminan terhadap hak asas manusia dan
warga negaranya. Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara
yang bersifat fundamental. Dan ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas
ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental, dan menurut Miriam Budiardjo
bahwa setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan tentang:*® Pertama, organisasi
negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legidatif, eksekutif dan

3 Soetandyo Wignyono, Hak-Hak Asas Manusia Kongtitusionalisme: Hubungan Antara
Masyarakatdan Negara, dalam Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta,
Elsam-HuMa. 2002. him. 47.

% Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Bandung, Penerbit Alumni,
1987. him.51.

36 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar IImu Politik, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998.
him.101.



yudikatif; pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah
negara bagian; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiks oleh
salah satu badan pemerintah dan sebagainya. Kedua, memuat tentang hak asasi
manusia. Ketiga, prosedur mengubah UUD. Keempat, ada kalanya memuat
larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.
Hak Konstitusional (constitutional rights) dapat diartikan sebagai hak
asas manusia yang telah tercantum dengan tegas dalam UUD Tahun 1945,
sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara.
Perbedaan antara hak konstitusional dengan hak legal, bahwa hak konstitusional
adal ah hak-hak yang dijamin di dalam dan olen UUD Tahun 1945, sedangkan
hak-hak hukum (legal right) timbul berdasarkan jaminan Undang-Undang dan
Peraturan Perundang-undangan di bawahnya (subordinate |egislations).>’
Secaratersurat UUD Tahun 1945 dan UU HAM19 memuat bahwa negara
harus memenuhi hak konstitusional setiap warga negaranya, khususnya
berkaitan dengan hak politik warga negara dan secaralebih khusus lagi berkaitan
dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum. Makna tersebut
menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang
mengatur hak-hak konstitusional bagi warganegara, seharusnyamembukaruang
yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak
pilihnya dalam Pemilihan Umum, sebab pembatasan hak pilih warga negara
merupakan salah satu bentuk pelanggaran konstitusional .
Menurut Jimly Assidigie hak konstitusional yang diatur UUD Tahun 1945
dapat terbagi ke dalam beberapa kelompok. 3
1. Kelompok yang pertama adalah kelompok ketentuan yang menyangkut hak-
hak sipil yaitu, Bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan
hidup dan kehidupannya; setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan,
perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan

merendahkan martabat kemanusiaan; setiagp orang berhak untuk bebas dari

87 Jimly Asshidigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Jakarta, Konstitusi Press,
2006, him.134.

% Jimly Assidigie, Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum
dan HAM, Cetakan kedua, Jakarta, Konstitusi Press, 2005. him. 220-223.
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segala bentuk perbudakan; setiap orang bebas memel uk agama dan beribadat
menurut agamanya; setiap orang bebas untuk memiliki keyakinan, pikiran,
dan hati nurani; setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan
hukum; setiap orang berhak atas perlakuan yang samadi hadapan hukum dan
pemerintahan; setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut; setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; setiap orang berhak
atas status kewarganegaraan; setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di
wilayah negaranya, meninggalkan, dan kembali ke negaranya; setiap orang
berhak memperoleh suaka politik; serta setiap orang berhak bebas dari segala
bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum
dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

. Kedua, kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosid dan budaya yaitu bahwa
setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan
pendapatnya secara damai; setiap warga negara berhak untuk memilih dan
dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat; setiap warga negara dapat
diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik; setiap orang berhak untuk
memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan;
setiap orang berhak untuk bekerja, -mendapat imbalan, dan mendapat
perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan; setiap orang
berhak untuk mempunyai hak milik pribadi, setiap warga negara berhak atas
jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan
pengembangan dirinya sebagal manusia yang bermartabat; setiap orang
berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi; setiap orang berhak
untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan penggaran; setiap orang
berhak mengembangkan dan memperoleh manfat dari ilmu pengetahuan
teknologi, seni dan budaya untuk peningkatan kualitas hidup dan
kesgjahteraan umat manusia; Negara menjamin penghormatan atas identitas
budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman
dan tingkat peradaban bangsa-bangsa; Negara mengakui setiap budaya
sebagai bagian dari kebudayaan nasional; Negara menjamin kemerdekaan
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tigp-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut kepercayaannyaitu.

. Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yaitu bahwa 1
setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok
masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan
yang sama; Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapat
kesetaraan gender dalam kehidupan nasional; Hak khusus yang melepat pada
diri perempuan yang dikarenakan eleh fungsi reproduksinya dijamin dan
dilindungi oleh hukum; Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan
perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara untuk
perkembanganfisik dan mental serta perkembangan pribadinya; Setiap warga
negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati
manfaat yang diperoleh dari pengel olaan kekayaan aam; Setiap orang berhak
atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat; Sertakebijakan, perlakuan, atau
tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan yang sah yang dimaksud untuk menyetarakan tingkat.
Perkembangan kelompok tertentu yang pernah _mengalami perlakuan
diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan
perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam diskriminasi.

. Keempat, kelompok yang mengatur mengenai tanggungjawab negara dan
kewajiban asas manusia yaitu bahwa Setiap orang wajib menghormati hak
asas manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara; Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan
maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak
dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai
dengan nilai-nilai agama, moralitas, kesusilaan, keamanan, dan ketertiban
umum dalam masyarakat yang demokratis, Negara bertanggungjawab atas
perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asas manusia;

serta untuk menjamin pelaksanaan hak asas manusia, dibentuk komisi
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Nasional Hak Asas Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak
yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur dengan undang-
undang.
Hak-hak dan kebebasan tersebut ada yang tercantum dalam UUD Tahun
1945 dan ada pula yang tercantum hanya dalam undang-undang tetapi memiliki
kualitas yang sama pentingnya secara konstitusiona sehingga dapat disebut
memiliki “constitutional importance” yang sama dengan yang disebut eksplisit
ddam UUD Tahun 1945.*° Sesuai dengan prinsip kontrak sosia (social
contract), maka setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan sendiri
bertimbal -balik dengan kewajiban negara untuk memenuhinya.
B. Konsep PenyandangDisabilitas
1. Definisi dan Paradigma Disabilitas
Penyandang disabilitas dalam bahasa Inggris mempunyal istilah
disability yang merujuk pada kondis fisik atau mental yang menghambat
kemampuan | seseorang dalam bergerak, menggunakan indera, atau
mel akukan aktivitas. Keterbatasan ini mengacu padatantangan yang dihadapi
individu ketika menjalankan berbagai aktivitas. Sedangkan menurut kamus
besar_bahasa Indonesia (KBBI), penyandang diartikan sebagai seseorang
yang mengalami atau menderita sesuatu: Sementaraitu disabilitas yang berarti
cacat atau ketidakmampuan disis lain juga dapat diartikan sebagai suatu
keadaan yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang
dalam berinteraksi dengan lingkungan.® Istilah ini merujuk padakondisi yang
dialami oleh individu yang dianggap memiliki keterbatasan. Orang yang
dianggap menghadapi disabilitas sering disebut sebagal individu yang tidak
mampu atau difabel.** Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas adalah individu yang
memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam

% Jimly Assidigie, Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum
dan HAM , Cetakan kedua, Jakarta, Konstitusi Press, 2005. him. 224.

4 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa, Edisi Keempat (Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional : Gramedi, 2008), h. 18.

4 |sabella Novsima Sinulingga, Disabilitas Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan: Retardasi
Mental Dalam Peziarahan Normalism, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022), h. 9.
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jangkawaktu yang panjang. Kondisi ini dapat menyebabkan hambatan dalam

berinteraks dengan lingkungan dan menghadirkan kesulitan untuk

berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat,
sesuai dengan hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Manusia pada dasarnya diciptakan berbeda dari segi fisik, maupun
psikologi. Penyandang disabilitas merupakan istilah kerap digunakan bagi
mereka yang memiliki ketidakmampuan ataupun mengalami keterbatasan
dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam penggunaan istilah tersebut
digunakan sebagal pengganti akan istilah penyandang cacat yang dianggap
terkesan diskriminatif.** Undang-Undang Rl No.19 Tahun 2011 mengenai
pengesahan konvensi mengenal hak-hak penyandang disabilitas (Convention
on the rights of persons with disabilities) tidak lagi menggunakan istilah
penyandang cacat, karena itu diganti dengan penyandang disabilitas.*®
Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinyadisabilitas, antaralain:
a. Bawaan sgjak |ahir, dalam hal ini sgjak dalam kandungan (prenatal), dalam

hal ini terjadi padaibu hamil ketika menderita penyakit menular ke janin,
ketika terjatuh saat hamil, teijadinya keracunan makanan maupun obat-
obatan pada saat sedang mengandung atau orang. tua yang menurunkan
kelainan, hingga pada saat saat proses kelahiran atau (natal), dalam hal
terjadi"kelainan sensorik yang mungkin disebabkan pada kesalahan ketika
dalam proses kelahiran, misalnya padasaat kelahiran yang lama sehingga
bayi terjepit atau karena aat bantu pada saat kelahiran.

b. Non Bawaan yang dalam hal ini postnatal atau setelah kelahiran bayi
hingga dewasa, ddam hal ini disebabkan oleh misalnya benturan,
kecel akaan, trauma (listrik, kimia, suhu atau sinar yang tgjam), keracunan,
penyakit akut yang diderita dan lain-lain.*

42 Karina, "Bab 2 'Implementasi Undang-Undang Nomor8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas Di Kabupaten Lampung Utara (Studi Pada Dinas Sosial Lampung Utara)," Universitas
Muhammadiyah Kotabumi (2008): 1.

4 Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2011," Lembaga study & advokasi Masyarakat (2011): 1.

4 Salsabila, Hetty, and Apsari, "Rehabilitas Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas
Sensorik," 7.
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2. Macam-macam Penyandang Disabilitas
a. Disabilitasfisik
Penyandang disabilitas fissk mencakup berbagai jenis dan
karakteristik, antaralain:
1) Disabilitas Rungu
Disabilitas rungu merujuk pada kondisi kehilangan kemampuan
pendengaran. Penting untuk dipahami bahwa istilah ini tidak hanya
mencakup gangguan pendengaran berat, tetapi mencakup semua
tingkatan kerusakan pendengaran. Ha ini meliputi seseorang yang
mengalami tuli total hingga mereka dengan kehilangan pendengaran
ringan yang masih dapat memahami pembi caratanpakesulitan. Tingkat
gangguan pendengaran ini dapat diklasifikasikan sebagai ringan,
sedang, berat, atau sangat berat.*
2) Disabilitas Wicara
Yaitu seseorang yang mengalami kesulitan dalam bicara, dimana
mereka menghadapi hambatan dalam  menyampaikan pikiran
melalui bahasa verbal. Hambatan ini disebabkan oleh gangguan atau
ketidaksempurnaan pada organ motorik yang. berhubungan dengan
kemampuan berbicara.*®
3) Disabilitas Daksa
Tunadaksa adalah kondis di mana fungs normal tulang, otot,
atau sendi terganggu atau mengalami kerusakan. Gangguan ini dapat
disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau faktor bawaan sgjak lahir.
Istilah  tunadaksa merujuk pada individu yang memiliki
ketidaksempurnaan pada anggota tubuh, seperti gangguan koordinasi
motorik, kehilangan satu tangan atau kaki, hingga kondis tanpa

memiliki kaki atau tangan.

4 |rda Urn, Memahami Anak Berkebutuhan Khusus, (Cirebon : Goresan Pena), 2018, h.

22.

% Alya Fatimah Azzahra, Efforts to Equitable Education for Children With Intellectual
Disabilities as an Alternative to Overcoming Social Problems in Children, Journal of Creativity
Student, Vol. 5 (2020), h. 65
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4) Disabilitas Netra
Disabilitas sensorik netra atau tunanetra adalah kondisi di mana

seseorang mengal ami kesulitan menjalankan aktivitas sehari- hari yang
melibatkan fungsi penglihatan. Kesulitan ini disebabkan oleh kerusakan
pada mata atau organ lain yang mendukung proses penglihatan.%’
Kondisi ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu butatotal
(totally blind) dan penglihatan sangat rendah (low vision). Seseorang
dikategorikan sebagal buta total jika tidak mampu menerima
rangsangan cahaya sama sekali dengan visus = 0. Sementara itu,
seseorang masuk dalam kategori low vision jikamasih dapat menerima
rangsangan eahaya, namun ketajaman. penglihatannya kurang dari
6/21.%® Berdasarkan tingkat kemampuan penglihatan, tunanetra dapat
dibagi menjadi tiga kategori:

a) Tunanetra ringan (defective vision/low vision) yaitu individu yang
mengalami gangguan penglihatan tetapi masih dapat mengikuti
program pendidikan serta melakukan aktivitas yang memanfaatkan
fungsi penglihatan.

b) Tunanetra setengah berat (partially sighted) yaitu individu yang
kehilangan sebagian kemampuan penglihatannya, namun dengan
bantuan alat seperti kaca pembesar dapat mengikuti pendidikan
reguler atau membaca teks dengan huruf tebal.

c) Tunanetra berat (totally blind) yaitu individu yang tidak memiliki
kemampuan melihat sama sekali.*

5) Disabilitas intelektual
Disabilitas intelektual adalah gangguan perkembangan yang
ditanda oleh keterbatasan dalam menjalankan tugas-tugas yang

47 Fejar Wahyu Nugroho, Pengasuh Anak Dengan Disabilitas, (Semarang : Kantor Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DP3AP2K B) Provinsi Jawa Tengah 2023), h. 31.

“ Ahmad Sholeh, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi,
(Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016), h. 24.

49 Bambang Hartono, Pel aksanaan Pendidikan AgamaDi Sekolah Luar Biasa: Kajian Di Tiga
Provins Indonesia, Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Timur, Cet. 1 (Semarang:
Kementerian Agama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), h. 195.
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berkaitan dengan kognisi, fungsi, atau pemecahan masalah. Kondisi ini

dapat dikenali melalui beberapa karakteristik, seperti kemampuan

belgjar yang lebih lambat, pola belgjar yang tidak teratur, kesulitan
dalam perilaku adaptif, serta pemahaman konsep abstrak. Individu yang
mengalami disabilitasintelektual biasanyamemiliki tingkat kecerdasan

(IQ) di bawahrata-rata, yakni kurang dari 70, dengan kondisi yang mulai

terlihat sebelum usia 18 tahun dan disertai dengan keterbatasan dalam

fungs adaptif.>
6) Disabilitas mentd

Disabilitas mental yaitu disabilitas yang mempengaruhi gerak
tubuh seseorang dapat terjadi akibat berbagai hal, seperti amputas,
kelumpuhan layu, kelakuan, atau hilangnya fungsi otot tertentu pada
tubuh (paraplegi). Hambatan ini juga dapat disebabkan oleh penyakit
tertentu, seperti stroke, kistaatau kondisi fisik lainnya, termasuk orang
dengan tubuh kecil. Disabilitas mental jugamemiliki beberapatingkatan
diantaranya:

a) Mental tinggi yaitu erujuk pada individu yang dikena berbakat
dengan kemampuan intelektual yang tinggi sertamemiliki tanggung
Jawab terhadap tugas yang diberikan;

b) Mental rendah yaitu kemampuan mental yang rendah atau kapasitas
intelektual | yang terbatas depat diklasifikaskan menjadi dua
kelompok: Anak lamban belgjar (slow learners): Anak-anak dengan
IQ (intelligence quotient) antara 70-90. Anak dengan 1Q di bawah
70: Sering dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus;

c) Kesulitan belgar spesifik yaitu mengacu pada hambatan dalam
proses belgar yang berdampak pada pencapaian prestas
akademik >

%0 Rahmi Lubis, Nellinda Syéfitri, Risky Nurlita Maylinda, Nurin Nadhira Alyani, Riski
Anda, Novi Zulfiyanti, Ozi Zulfani Surbakti, Pendekatan Behavioristik untuk Anak Disabilitas
Intelektual Sedang, Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 2, (2023), h. 1626.

5. Nur Kholis Reefani, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus (Yogyakarta: Impremium,
2013), h. 17.



42

2. Hak Penyandang Disabilitas
Beberapa penjelasan hak-hak bagi penyandang disabilitas Menurut

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, diantaranya:

a. Hak hidup yang termuat pada Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 meliputi hak atas
penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan
perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas
dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, serta pengucilan, bebas dari
ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan,
perlakuan dan penghukuman lain yang keam, tidak manusiawi, dan
merendahkan martabat manusia.

b. Hak bebas padaPasal 5 huruf b dan Pasal 7 dari stigma untuk penyandang
disabilitas meliputi hak dari pelecehan, penghinaan, dan pembelan negatif
terkait kondisi disabilitasnya

c. Hak privasl yang termuat pada Pasal 5 huruf ¢ dan Pasal 8 meliputi hak
atas diakui sebagal manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh
perlakuan serta perlindungan yang sama sesual dengan martabat manusia
di depan umum, membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui_perkawinan yang sah, penghormatan rumah . dan keluarga,
mendapatkan perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga dan
dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk
komunikasi pribadi lainnya termasuk data dan informasi kesehatan.

d. Hak keadilan dan perlindungan hukum yang termuat pada Pasal 5 huruf d
dan Pasal 9 mdliputi hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum,
diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewaris harta bergerak atau
tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang
untuk mewakili kepetingannyadal am urusan keuangan, memperoleh akses
terhadap pelayanan dasa perbankan dan nonperbankan, memperoleh
penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, hak atas perlindungna
dari segaa tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan atau
perampasan atau pengambilan hak milik, memilih dan menunjuk orang

untuk mewakili kepentingan dalam keperdataan di dalam dan diluar
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pengadilan dan dilindingi hak kekayaan intelektual nya.

e. Hak pendidikan yang termuat pada Pasal 5 huruf e dan Pasal 10 yaitu hak
atas memperoleh pendidikan yang layak.

f. Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi yang termuat pada Pasal 5
huruf f dan Pasal 11, dimana penyandang disabilitas berhak untuk
mendapatkan pekerjaan dan memperol eh upah terhadap pekerjaan.

g. Hak atas kesehatan yang termuat pada Pasal 5 huruf g dan Pasal 12 yaitu
penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi, memperoleh
pelayanan kesehatan yang serupadengan individu lainnya

h. Hak politik yang termuat pada Pasal 5 huruf h dan Pasal 13 yaitu
penyandang disabilitas memiliki hak dalam memilih atau dipilih dalam
jabatan publik, membentuk atau menjadi anggota pengurus organisasi
dalam masyarakat, berperan dalam sistem pemilihan umum.

i. Hak keagamaan yang termuat pada Pasal 5 huruf i dan Pasal 14 yaitu
penyandang disabilitas berhak untuk memeluk agama atau kepercayaan,
mendapatkan pelayanan saat beribadah dan berhak aktif dalam organisasi
keagamaan.

. Hak keolahragaan yang termuat pada Pasal 5 huruf j dan Pasal 15 yaitu
dimana penyandang berhak untuk. melakukan kegiatan keolahragaan,
mendapatkan penghargaan dalam kegiatan keolahragaan, berprestasi
dalam bidang ol ahraga dan menjadi pelaku olahraga.

k. Hak kebudayaan dan pariwisata yang termuat pada Pasal 5 huruf k dan
Pasal 16 yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memperol eh kesamaan
dan kesempatan dala berpartisipas dalam kegiatan seni  budaya,
mendapatkan kesamaan dalam berpariwisata dan mendapatkan untuk
mengaksses perlakuan dan akomondasi.

|. Hak kesgjahteraan sosial yang termuat pada Pasal 5 huruf 1 dan Pasal 17
yaitu penyandang disabilitas berhak dalam mendapatkan aksesibilitas
untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodas yang
layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

m. Hak pelayanan publik yang termuat pada Pasal 5 huruf n dan Pasal 19 yaitu



penyandang disabilitas memiliki hak dalam memperoleh akomodasi yang
layak dalam pelayanan publik, pendampingan penerjemahan dan
penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa
tambahan biaya.

. Hak perlindungan dalam bencana yang termuat pada Pasal 5 huruf o dan
Pasal 20 bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan
informasi yang mudah diakses akan adanya bencana, mendapatkan
pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana, mendapatkan fasilitas
serupadilokasi pengungsian.

. Hak habilitas dan rehabilitas yang termuat pada Pasal 5 huruf p dan Pasal
21 yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan habilitas dan
rehabilitas sgjak dini dengan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan,
bebas dalam memilih bentuk rehabilitasi yang diikuti dan mendapatkan
habilitas dan rehabilitas yang tidak merendahkan martabat manusia.

. Hak pendataan yang termuat pada Pasal 5 huruf q dan Pasal 22 yaitu
penyandang disabilitas didata sebagal penduduk dengan disabilitas dalam
pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan dan mendapatkan
kartu penyandang disabilitas.

. Hak hidup secaramandiri dan dilibatkan dalam masyarakat yang termuat
pada Pasal 5 huruf r dan Pasal 23 yaitu penyandang disabilitas berhak
untuk mobilitas ‘pribadi dengan penyediaan aat bantu dan kemudahan
untuk mendapatkan akses, mendapatkan pelatihan dan pendampingan
untuk hidup secara mandiri, mendapatkan akomodas yang wajar untuk
berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, menentukan sendiri atau
memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk
menetapkan tempat tinggal atau pengasuhan keluarga.

. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi yang termuat
pada Pasal 5 huruf s dan Pasal 24 yaitu penyandang disabilitas berhak
untuk memiliki kebebebasan berpendapat, mendapatkan informasi dan
komunikasi melalui media yang dapat diakses, dan menggunakan serta

memperoleh fasilitas informasi dan komunikas berupa bahasa isyarat,
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braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

s. Hak kewarganegaraan yang termuat pada Pasal 5 huruf t dan Pasal 25 yaitu
penyandang disabilitas berhak untuk berpindah, mempertahankan, atau
memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, memperol eh, memiliki, dan menggunakan dokumen
kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

t. Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan ekploitas
yang termuat pada Pasal 5 huruf u dan Pasal 26 yaitu penyandang
disabilitas berhak dalam bersosialisas dan berinteraksi dalam kehidupan
berkeluarga,’ bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut dan
mendapatkan perlindungan dari segara bentuk kekerasan fisik, psikis,
ekeonomi, dan seksual .>2

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang lemah secara fisik
ataupun mental dibandingkan individu yang lain, sehingga perlakuan khusus
kami berikan dalam penanganan disabilitas sehingga payung hukum yang
diperoleh untuk disabilitas|ebih terkhususkan. Realitanya, dalam penanganan
disabilitas masth belum terealisas balk secara sepenuhnya. Ha ini
dikarenakan masih kurang kesadaran masyarakat terkait regulasi yang telah
dikeluarkan oleh pemerintah tentang disabilitas, hak-hak disabilitas serta hal
yang perlu dilakukan untuk disabilitas. Disisl lain penyandang disabilitas
tidak sedikit yang menjadi korban kekerasan sehingga penyendang disabilitas
mengalami ketakutan tersendiri untuk bergerak dan memiliki kepercayaan
diri yang minim.

Pemahaman mengenai disabilitas telah mengaami  evolus
paradigmatik yang signifikan dalam perkembangan ilmu hukum dan ilmu
sosial. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengal ami

52 Bab 11l Hak Penyandang Disabilitas Pasal 5, Undang — Undang Nomor 08 tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas.
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keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu
lamayang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan
dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga
negara | ainnya berdasarkan kesamaan hak.>3

Perkembangan konsep penyandang disabilitas mempunyai dua model
utama dalam memahami disabilitas, yaitu model medis dan model sosial.
Model medis (medical model) memandang disabilitas sebagai kondisi
patologis yang melekat pada diri individu akibat gangguan fisik atau mental,
sehingga solusinya difokuskan pada penyembuhan atau rehabilitasi medis.
Sebaliknya, model sosia (social model) yang dikembangkan oleh Michael
Oliver menegaskan bahwa disabilitas bukan merupakan atribut individu,
melainkan produk dari struktur sosial dan lingkungan yang tidak inklusif.
Hambatan utama yang dihadapi penyandang disabilitas bukanlah kondisi
fisik atau mentalnya, melainkan barrier [ingkungan, arsitektur, kelembagaan,
dan kultural yang tidak mengakomodasi keberagaman manusia® Lebih
lanjut, Theresia Degener mengemukakan model berbasis hak asasi manusia
(human rightsmodel of disability) sebagai perkembangan |anjutan dari model
sosial. Dalam model ini, disabilitas dipahami dalam kerangka penghormatan
terhadap martabat inheren dan otonomi individu, serta pengakuan atas
keberagaman manusia sebagal bagian dari kekayaan umat manusia. Model
berbasis HAM ini menjadi landasan filosofis dari Convention on the Rights
of Persons with Disabilities (CRPD) PBB tahun 2006, yang kemudian
diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.%

3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam K erangka Nor matif

Kerangka normatif perlindungan hak penyandang disabilitas di

Indonesia memiliki fondasi yang berlapis, mulai dari instrumen internasional

hingga peraturan di tingkat daerah. Hak-hak penyandang disabilitas dalam

% Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, Lembaran Negara Rl Tahun 2016 Nomor 69, Pasal 1 angka 1.

> Michael Oliver, The Politics of Disablement (London: Macmillan, 1990), him. 22-23.

%5 Theresia Degener, “A Human Rights Model of Disability,” dalam Routledge Handbook of
Disahility Law and Human Rights, ed. Peter Blanck and Eilionoir Flynn (London: Routledge, 2017),
him. 31-49.
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kerangka normatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asas
manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di
Indonesia. Pengakuan terhadap hak penyandang disabilitas didasarkan pada
prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat
manusia sebagal warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di
hadapan hukum. Secara konstitusional, jaminan tersebut tercermin dalam
Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh kemudahan
dan perlakuan khusus untuk memperel eh kesempatan dan manfaat yang sama
gunamencapai persamaan dan keadilan. Ketentuan tersebut menjadi landasan
hukum bagi negarauntuk memberikan perlindungan dan perlakuan afirmatif
kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Selain itu, Pasa
28| ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang
berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak
memperoleh perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif
tersebut. Dengan demikian, pemenuhan hak penyandang disabilitas
merupakan amanat konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh negara dan
pemerintah daerah dalam setiap kebijakan pembangunan.

Peraturan hukum di tingkat internasional, CRPD menegaskan prinsip-
prinsip universal yang mencakup penghormatan atas martabat yang melekat,
otonomi individu, non-diskriminasi, partisipasi dan keterlibatan penuh dalam
masyarakat, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki
dan perempuan, serta penghormatan atas kapasitas penyandang disabilitas
yang terus berkembang.>® Sertaterdapat pengakuan terhadap hak penyandang
disabilitas mutlak yang diperkuat melalui Convention on the Rights of
Persons with Disabilities (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia
melalui  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvens tersebut
menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang

memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya dalam seluruh aspek

%6 United Nations, Convention on the Rights of Personswith Disabilities (CRPD) (New Y ork:
UN, 2006), Article 3.
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kehidupan. Salah satu prinsip utama dalam CRPD adalah penghormatan
terhadap martabat, kemandirian individu, partispas penuh daam
masyarakat, serta aksesibilitas sebagai prasyarat terwujudnya kesetaraan.
Melalui ratifikasi konvensi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk
mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan nasional dengan
prinsip-prinsip perlindungan hak penyandang disabilitas yang diakui secara
internasional. Implementasi kewagjiban tersebut diwujudkan melalui
pembentukan berbagal regulas nasional dan daerah yang mengatur
pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan fasilitas publik
yang aksesibel.®” Dengan demikian, kerangka normatif mengenai hak
penyandang disabilitas menunjukkan adanya komitmen hukum yang kuat
baik pada tingkat nasional maupun internasional untuk menjamin
terwujudnya kesetaraan dan keadilan bagi penyandang disabilitas dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai hak-hak penyandang
disabilitas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas. Undang-undang tersebut mengubah paradigma
perlindungan penyandang disabilitas dari pendekatan belas kasihan (charity
based approach) menuju pendekatan berbasis hak asas manusia (human
rights based approach). Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2016 dijel askan bahwa penyandang disabilitas memiliki berbagai hak,
antara lain hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan
perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kesehatan, hak
politik, hak keagamaan, hak kesegjahteraan sosial, serta hak aksesibilitas. Hak
aksesibilitas menjadi salah satu hak yang sangat penting karena berfungsi
sebagal sarana untuk memperoleh hak-hak lainnya secara setara. Tanpa
adanya aksesibilitas yang memadai, penyandang disabilitas akan mengalami
hambatan dalam mengakses fasilitas publik, layanan pemerintahan,

pendidikan, pekerjaan, dan berbagai aspek kehidupan sosia lainnya. Oleh

5 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).
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karenaitu, negaramemiliki kewajiban hukum untuk memastikan tersedianya
lingkungan fisik dan fasilitas publik yang mudah diakses oleh seluruh
penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas secarakomprehensif mengatur berbagai kategori hak
yang harus dipenuhi negara, meliputi hak hidup, hak bebas dari stigma, hak
privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak
pekerjaan, wirausaha, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak
keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak
kesgjahteraan sosial, hak. aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak
perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak pendataan,
serta hak hidup secaramandiri dan dilibatkan'dal am masyarakat.>®

Hak aksesibilitas memiliki kedudukan yang strategis dibandingkan hak
yang lain karena berfungs sebagal prasyarat bagi pemenuhan hak-hak
lainnya. Aksesibilitas tidak hanya bermakna kemudahan akses fisik terhadap
bangunan atau fasilitas umum, tetapi juga mencakup aksesibilitas terhadap
informasi, komunikasi, dan layanan publik. Pasal 18 Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2016 secara khusus mengatur hak aksesibilitas penyandang
disabilitas, .yang meliputi  hak mendapatkan aksesibilitas untuk
memanfaatkan faglitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak
sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.>®

4. Prinsip Aksesibilitas Univer sal sebagai Hak Penyandang Disabilitas

Prinsip desain universal (universal design) merupakan konsep
fundamental dalam memahami aksesibilitas sebaga hak penyandang
disabilitas. Konsep ini menghendaki bahwa produk, lingkungan, program,
dan layanan dirancang sedemikian rupa agar dapat digunakan oleh semua
orang, tanpa perlu adaptas atau desain khusus yang memisahkan. Dalam

konteks infrastruktur perkotaan, prinsip ini mengharuskan perancangan

®Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, Pasal 5 ayat (1).

59Pasal 18 huruf adan b. Lihat juga Maria Christina Karen Paruntu, Friend H. Anis, dan Elko
L. Mamesah, “Penerapan Kebijakan Hak Aksesibilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016,” Lex Privatum 12, no. 2 (2023): 85-95.
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trotoar, fasilitas transportasi, dan ruang publik lainnya yang dapat digunakan
secara setara oleh penyandang disabilitas maupun masyarakat umum.®°
Aksesibilitas universal dimaknai sebagai kondisi yang memungkinkan setiap
orang, termasuk penyandang disabilitas, untuk menggunakan dan
memanfaatkan fasilitas publik, lingkungan fisik, transportasi, informasi, dan
komunikasi secara mandiri, aman, dan bermartabat. Prinsip ini lahir dari
kesadaran bahwa hambatan yang dialami penyandang disabilitas tidak hanya
berasal dari keterbatasan individu, tetapi juga dari lingkungan yang belum
dirancang secara inklusif. Dalam perspektif hak asasi manusia, aksesibilitas
tidak dipandang sebagal bentuk bantuan atau belas kasihan, melainkan
sebagal hak yang-melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi. Oleh
karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin tersedianya fasilitas
yang dapat diakses oleh seluruh warga negara, termasuk penyandang
disabilitas. Pengakuan terhadap prinsip aksesibilitas universal menunjukkan
adanya pergeseran paradigmadari pendekatan berbasis bel as kasihan (charity
based approach) menuju pendekatan berbasis hak (rights based approach)
dalam perlindungan penyandang disabilitas.

Didi_Tarsidi mengemukakan bahwa aksesibilitas lingkungan fisik
merupakan salah satu indikator utama pelaksanaan hak asasi manusia bagi
penyandang disabilitas. Ketiadaan aksesibilitas yang memadai bukan hanya
merugikan secara fisik, tetepi juga memiliki dampak psikologis yang
mendalam, seperti perasaan terisolasi, dikucilkan, dan tidak dihargai sebagai
warga negara yang setara. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, penyediaan
aksesibilitas fissk merupakan kewajiban positif negara yang tidak boleh
diabaikan atau ditunda dengan al asan keterbatasan anggaran semata.®! Prinsip
aksesibilitas universal telah memperoleh landasan hukum yang kuat baik

%0Peraturan Pemerintanh Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman,
Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, Pasal 1 angka 1.
Lihat juga Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Umum Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas (Jakarta: Kemensos RI, 2020), him. 14.

81 Didi Tarsidi, “Aksesibilitas Lingkungan Fisik bagi Penyandang Disabilitas: Tinjauan dari
Perspektif Hak Asasi Manusia,” Indonesian Journal of Disability Studies 6, no. 1 (2019): 45-57.
Lihat juga Dwi Sasongko dkk, “Dampak Psikologis Ketidaktersediaan Aksesibilitas terhadap
Penyandang Disabilitas,” Jurnal Psikologi Sosial 18, no. 2 (2021): 88-103.
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dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Di tingkat nasional,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak atas aksesibilitas
sebagai bagian dari hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara. Hak tersebut
mencakup kemudahan dalam mengakses bangunan gedung, jalan, trotoar,
transportasi, pelayanan publik, serta berbagai fasilitas umum lainnya.®?
Sementara itu, dalam lingkup internasional, Convention on the Rights of
Persons with Disabilities (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia melalui
Undang-Undang Nomor 19.Tahun 2011 menempatkan aksesibilitas sebagai
salah satu prinsip dasar dalam mewujudkan kesetaraan dan partisipasi penuh
penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights
of Personswith Disabilities (CRPD) secarategas mengatur kewajiban negara
untuk mengidentifikasi dan menghilangkan berbagai hambatan yang
menghalangi ' akses penyandang disabilitas terhadep lingkungan fisik dan
fasilitas publik. Dengan demikian, aksesibilitas universal bukan sekadar
kebijakan teknis pembangunan, melainkan merupakan kewajiban hukum
yang._harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai bentuk. penghormatan
terhadap hak-hak penyandang disabilitas.%®

Penerapan  prinsp  aksesibilitas « universal  terdapat  konteks
pembangunan infrastruktur publik yang harus diwujudkan melalui
penyediaan fasilitas yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa
memerlukan adaptasi khusus. Konsep ini dikenal dengan istilah universal
design, yaitu desain yang memperhatikan kebutuhan seluruh kelompok
masyarakat sgjak tahap perencanaan pembangunan. Penerapan prinsip
tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan guiding block bagi
penyandang tunanetra, jalur landai (ramp) bagi pengguna kursi roda, marka

dan informas yang mudah dipahami, serta ruang gerak yang aman dan

%2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, Pasal 18

8Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Pasal 9.
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nyaman bagi seluruh pengguna fasilitas publik. Keberadaan fasilitas yang
aksesibel tidak hanya memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas,
tetapi juga bagi lansia, anak-anak, ibu hamil, dan kelompok masyarakat
lainnya yang memiliki kebutuhan khusus dalam mobilitas sehari-hari. Oleh
karena itu, aksesibilitas universal merupakan perwujudan prinsip keadilan
sosiad yang menjamin setiap warga negara memperoleh kesempatan yang
sama dalam menikmati hasil pembangunan. Dengan terwujudnya
aksesibilitas universal, penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara
penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya tanpa
mengalami hambatan yang bersifat diskriminatif.>
.Konsep Hak Konstitusional
1. Pengertian dan Kedudukan Hak Konstitusional dalam Sistem Hukum
Indonesia
Hak konstitusional (constitutional rights) merupakan hak-hak yang
secara ekspligit dijamin oleh konstitus atau yang dapat ditafsirkan sebagai
bagian tak terpisahkan dari jaminan konstitusional yang melekat pada setiap
warga negara. Jmly Asshiddigie, sebagai salah satu ahli hukum tata negara
terkemuka di_Indonesia, mendefinisikan hak konstitusional sebagai hak-hak
yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar sebagai hukum
tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di suatu negara.®®
Dalam struktur Undang-Undang Dasar Negeara Republik Indonesia Tahun
1945 pascareformasi, pengaturan hak-hak konstitusional warga negaratelah
mengalami  penguatan signifikan. Undang-Undang tentang Hak Asas
Manusia yang memuat Pasal 28A hingga Pasal 28J merupakan hasil
amandemen kedua tahun 2000 yang secara substantif memperluas dan
memperkuat jaminan konstitusional terhadap hak asas manusia, termasuk

hak-hak kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.®

% Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Jakarta: Kencana,
2017), him. 212.

8 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,
2010), him. 105-106.

% Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab
XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28A-28J.
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Jmly Asshiddigie membedakan antara Hak Asasi Manusia(HAM) dan
hak konstitusional warga negara HAM bersifat universal dan tidak
bergantung pada pengakuan negara karena melekat pada kemanusiaan itu
sendiri. Sementara hak konstitusional adalah hak-hak yang secara spesifik
dirumuskan dalam teks konstitusi atau dapat ditafsirkan sebagai bagian dari
jaminan konstitusional, yang secara khusus memberikan hak dan kewagjiban
timbal-balik antara negara dan warga negara dalam bingka relas
konstitusional. Dengan demikian, tidak semua HAM secara otomatis
merupakan hak konstitusional, - namun setiap hak konstitusional
mencerminkan pengakuan konstitusional:atas HAM .5’

Hans Kelsen dalam teori hukum murninya (reine Rechtdehre)
menempatkan konstitusi sebagal grundnor m atau norma dasar yang menjadi
sumber validitas seluruh norma hukum di bawahnya. Konsekuensi logisnya,
hak-hak yang dijamin oleh konstitusi memiliki kedudukan yang paling tinggi
dalam hierarki normahukum dan mengikat sel uruh cabang kekuasaan negara,
termasuk eksekutif yang berkewajiban untuk melaksanakan dan memenuhi
hak-hak tersebut melalui kebijakan dan tindakan nyata.®® Dalam konteks
negara hukum modern, konstitusi tidak hanya berfungsi_sebagai dokumen
politik, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengatur hubungan antara
negara dan warga negara. Oleh karena itu, setigp tindakan pemerintah harus
sejalan dengan nilai-nila dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam
konstitusi. Hak konstitusional yang telah dijamin daam Undang-Undang
Dasar tidak dapat diabaikan atau dikurangi pelaksanaannya hanya karena
alasan administratif maupun keterbatasan kebijakan. Dengan demikian,
pemenuhan hak konstitusional merupakan kewagjiban hukum yang harus
diwujudkan secara nyata oleh negaramelaui berbagai kebijakan publik yang
berpihak pada kepentingan masyarakat.®

57 Jimly Asshiddigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2009), him. 144-146.

% Hans Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar |Imu Hukum Normatif, diterjemahkan
oleh Raisul Muttagien (Bandung: Nusa Media, 2011), him. 215-220.

% Hans Kelsen, Pure Theory of Law, diterjemahkan oleh Max Knight (Berkeley: University
of California Press, 1967), him. 193.



Teori Hans Kelsen menegaskan bahwa setiap norma hukum yang
berada di bawah konstitusi harus memperoleh legitimasi dan tidak boleh
bertentangan dengan norma dasar yang lebih tinggi. Dalam konteks
pemenuhan hak penyandang disabilitas, berbagai peraturan perundang-
undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Convention on the Rights of Personswith Disabilities (CRPD), serta berbagai
regulasi teknis mengenai aksesibilitas merupakan bentuk konkret penjabaran
nilai-nilai konstitus ke dalam norma yang lebih operasional. Kehadiran
regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara telah membentuk instrumen
hukum untuk menjamin perlindungan danpemenuhan hak penyandang
disabilitas. Namun demikian, keberadaan norma hukum sagja tidak cukup
apabila tidak diikuti dengan implementasi yang efektif dalam praktik
penyel enggaraan pemerintahan. Oleh karenaitu, pemenuhan hak aksesibilitas
bagi penyandang disabilitas harus dipahami sebagal bagian dari pelaksanaan
hierarki norma hukum yang berakar pada konstitusi sebagali norma tertinggi
dalam sistem hukum Indonesia’™ Dengan demikian, setiap kebijakan
pembangunan.__infrastruktur - publik harus __selalu__berorientasi pada
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional penyandang
disabilitas sebaga warga negara yang memiliki kedudukan yang sama di
hadapan hukum.

Hak Konstitusional Kelompok Rentan dan Prinsip Kesetaraan
Substantif

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan
dan manfaat yang sama guna mencapal persamaan dan keadilan. Ketentuan
ini merupakan dasar konstitusional bagi kebijakan affirmative action atau
tindakan afirmatif bagi kelompok yang membutuhkan perlakuan khusus,
termasuk penyandang disabilitas, guna mewujudkan kesetaraan yang

1945)

0 Hans Kelsen, General Theory of Law and State (Cambridge: Harvard University Press,
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substantif, bukan sekadar kesetaraan formal.”*

Sandra Fredman dalam kgiannya mengenai kesetaraan substantif
mengemukakan bahwa kesetaraan tidak dapat dipahami hanya sebagai
perlakuan yang sama (formal equality), tetapi harus mencakup penghapusan
hambatan struktural dan penciptaan kondisi yang memungkinkan setiap
individu untuk benar-benar menikmati hak-haknya (substantive equality).
Daam konteks penyandang disabilitas, kesetaraan substantif menuntut
pemerintah untuk secara aktif menyediakan sarana dan prasarana
aksesibilitas, bukan sekadarstidak melakukan diskriminasi secara formal.”
Siti Zikrina dalam kajannya tentang. tinjauan pelanggaran hak dan
pengingkaran kewajiban negara berdasarkan WUD 1945 menegaskan bahwa
kegagalan pemerintah dalam memenuhi hak-hak konstitusional warga
negaranya, termasuk penyandang disabilitas, tidak hanya merupakan
pelanggaran hukum biasa, tetapi merupakan bentuk pengingkaran terhadap
kewajiban konstitusional negara yang dapat dikategorikan sebagai
pelanggaran hak asasi manusiayang serius.”

3. Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Penyandang
Disabilitas

Dalam kerangka hukum hak asasi manusia Internasional, kewajiban
negaraterhadap pemenuhan hak asasi manusiadibagi ke dalam tigatingkatan,
yaltu: kewajiban untuk menghorméti (obligation to respect), kewajiban untuk
melindungi (obligation to protect), dan kewgjiban untuk memenuhi
(obligation to fulfil). Dalam konteks hak penyandang disabilitas atas
aksesibilitas trotoar, kewajiban untuk memenuhi mengharuskan pemerintah
daerah untuk secara aktif mengambil langkah-langkah positif guna
memastikan terpenuhinya hak tersebut, termasuk melalui pengalokasian

anggaran, penyusunan regulasi teknis, dan pengawasan pelaksanaan di

"L Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal
28H ayat (2).

2 Sandra Fredman, “Substantive Equality Revisited,” International Journal of Constitutional
Law 14, no. 3 (2016): him. 712-738.

3 Siti Zikrina, “Tinjauan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Negara
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,” Jurnal Kewarganegaraan 5, no. 2 (2021): him. 45-58.
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lapangan.”

Fridolin Ndaumanu dalam penelitiannya tentang hak penyandang
disabilitas dan tanggung jawab pemerintah daerah menyatakan bahwa
pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan memiliki
tanggung jawab yang besar dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di
tingkat lokal. Kegagalan pemenuhan hak tersebut seringkali disebabkan oleh
lemahnya komitmen politik, terbatasnya kapasitas kelembagaan, dan
kurangnya mekanisme akuntabilitas yang efektif dalam tata kelola
pemerintahan daerah.”™

Muhammad Zanuddin dalam kajiannya mengenai progressive
realization dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya menegaskan
bahwa meskipun pemenuhan hak sosial dapat dilakukan secara bertahap,
negara tidak ‘boleh mengambil langkah mundur (retrogressive measures)
dalam pemenuhan hak tersebut. Prinsip ini memiliki relevansi langsung
dengan kewagjiban pemerintah daerah dalam menyediakan dan memelihara
fasilitas aksesibilitas trotoar bagi penyandang disabilitas secara
berkel anjutan.’

4. Hak Konstitusional dalam UUD NRI 1945

Undang-Undang Dasar Negara: Republik Indonesia Tahun 1945,
khususnya setelah amandemen kedua padatahun 2000, memuat pengaturan
yang komprehensif mengenai hak konstitusional warga negara tentang Hak
Asasi Manusia (Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J). Ketentuan-ketentuan
tersebut merupakan transformasi konstitusional atas komitmen Indonesia
dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Pasal 28H ayat
(2) UUD NRI 1945 secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk
mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan

" United Nations, Convention on the Rights of Personswith Disabilities (CRPD) (New Y ork:
UN, 2006), Article 4.

> Fridolin Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan
Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah,” Jurnal HAM 11, no. 1 (2020): him. 131-150.

6 Muhammad Zainuddin, “Progressive Realization dalam Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial,
dan Budaya,” Jurnal Konstitusi 15, no. 4 (2018): him. 789-810.
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dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”’

Pasal tersebut merupakan manifestas konstitusional dari prinsip
kesetaraan substantif (substantive equality), yang mengakui bahwa
pencapaian kesetaraan sgjati memerlukan perlakuan berbeda (differential
treatment) bagi kelompok yang menghadapi hambatan struktural. Sandra
Fredman menjelaskan bahwa substantive equality tidak cukup hanya
menghilangkan diskriminasi formal, tetapi harus secara aktif mengatasi
hambatan-hambatan nyata yang menghalangi kelompok marginal termasuk
penyandang disabilitas-dari partisipasi penuh dalam kehidupan sosia,
ekonomi, dan politik.”

. Kewajiban Konstitusional Negara dalam Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas

Pengakuan konstitusional atas hak-hak warganegara secara serta-merta
melahirkan kewejiban konstitusional bagi negara. Dalam ilmu hukum tata
negara, kewajiban negara terhadap hak konstitusional warga negara dapat
dikategorikan ke dalam tiga dimensi. Pertama, kewajiban negatif, yakni
kewajiban negara untuk tidak mengintervens atau membatasi hak-hak warga
negara secara sewenang-wenang. Kedua, kewgjiban positif, yaitu kewajiban
negara untuk secara aktif menciptakan kondisi dan menyediakan saranayang
diperlukan agar hak-hak warga negara dapat terealisas. Ketiga, kewajiban
prosedural, yakni kewajiban negara untuk menyediakan mekanisme yang
efektif bagi warga negara dalam menuntut pemulihan (remedy) apabila hak-
haknya dilanggar.”® Konteks penelitian mengenai pemenuhan hak
konstitusional penyandang disabilitas atas aksesibilitas trotoar di Kabupaten
Pekalongan, kewagjiban positif negara menjadi fokus utama andlisis.
Pemerintah daerah sebagal perpanjangan tangan negara di tingkat lokal

7 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal

28H ayat (2).

8 Sandra Fredman, “Substantive Equality Revisited,” International Journal of Constitutional

Law 14, no. 3 (2016): 712-738.

 Tio Tegar Wicaksono, Tanggung Jawab Negara dalam Rangka Perlindungan dan

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2018), him.
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memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengal okasikan sumber daya
yang memadai, merencanakan kebijakan pembangunan infrastruktur yang
inklusif, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi
standar aksesibilitas.

Tio Tegar Wicaksono menegaskan bahwa tanggung jawab negara
dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak dapat
dipisahkan dari prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu fondasi
negara hukum. Ketika negara tel ah menetapkan regulasi yang menjamin hak
aksesibilitas, maka implementasinya bukan merupakan pilihan kebijakan
(policy discretion) semata, melainkan merupakan kewajiban hukum yang
mengikat seluruh aparatur negara di setigp. tingkatan. Oleh karena itu,
kesenjangan antararegulasi dan implementast yang terjadi di lapangan harus
dilihat sebagal persoalan penegakan hukum yang serius, bukan sekadar
persoalan teknis atau administratif biasa. Sintesis antara teori penegakan
hukum, konsep hak penyandang disabilitas, dan konsep hak konstitusional
sebagaimana diuralkan dalam bab ini menjadi kerangka analisis yang
komprehensif dalam mengevaluass pemenuhan hak konstitusional
penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekal ongan.

Secara konseptual, hak konstitusional dapat dipahami sebagai hak yang
bersumber dari konstitusi dan diberikan kepada warga negara untuk
menjamin perlindungan terhadap kebebasan serta kepentingan dasarnya. Hak
tersebut meliputi berbaga aspek kehidupan, seperti hak sipil, politik,
ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin oleh konstitusi negara. Dalam
konteks negara demokratis, pengakuan terhadap hak konstitusional menjadi
salah satu indikator utama dari pelaksanaan prinsip negara hukum (rule of
law), di mana negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-
hak warga negaranya.®

Perspektif hukum tata negara Indonesia, hak konstitusional warga

negaramemperol eh landasan yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara

8 Satjipto Rahardjo, IImu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), him. 217.
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Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan konstitusi yang dilakukan pada
periode reformasi telah memperkuat jaminan terhadap hak asasi manusia
melalui pengaturan yang lebih komprehensif mengenai Hak Asasi Manusia.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk
menghormati, melindungi, serta memenuhi hak-hak dasar setiap warga
negara tanpa diskriminasi.® Dengan demikian, hak konstitusional tidak
hanya menjadi norma hukum vyang bersifat deklaratif, tetapi juga
mengandung kewajiban konstitusional bagi negara untuk merealisasikannya
dalam kebijakan maupun tindakan konkret. Jimly Asshiddigie menjelaskan
bahwa hak konstitusional merupakan hak yang secara eksplisit diatur dalam
konstitusi atau yang secara implisit dapat ditafsirkan sebagal bagian dari hak
yang dijamin oleh konstitusi. Hak tersebut tidak hanya berkaitan dengan
kebebasan individu, tetapi juga mencakup hak-hak sosial yang menuntut
adanya peran aktif negara dalam pemenuhannya. Da am kerangkaini, negara
tidak cukup hanya bersikap pasif, tetapi juga harus mengambil langkah-
langkah kebijaken yang konkret guna memastikan terpenuhinya hak-hak
warga negara.®?

Konteks _perlindungan terhadap kelompok . rentan, termasuk
penyandang disabilitas, hak konstitusional memiliki arti yang sangat penting.
Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28H ayat (2) menegaskan bahwa setiap
orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan serta manfaat yang sama guna mencapai persamaan
dan keadilan. K etentuan tersebut menunjukkan bahwakonstitus memberikan
pengakuan terhadap prinsip kesetaraan substantif (substantive equality), yaitu
perlakuan khusus yang diberikan kepada kel ompok tertentu untuk mengatasi
hambatan struktural yang mereka hadapi dalam kehidupan sosial .8

81 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab
XA tentang Hak Asasi Manusia.

82 Jimly Asshiddigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),
him. 343

8 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal
28H ayat (2).
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Pengakuan konstitusional terhadap hak-hak penyandang disabilitas
juga sgiaan dengan perkembangan hukum internasional, khususnya melalui
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) yang
menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk
berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini
menempatkan aksesibilitas sebagal sdah satu elemen penting dalam
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, termasuk aksesterhadap fasilitas
publik seperti trotoar, transportasi, dan sarana pelayanan publik lainnya.8
Konsep hak konstitusional .menjadi-landasan penting dalam penelitian ini
untuk menganalisis sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan kewgjiban
konstitusionalnya .dalam memenuhi hak aksesibilitas bagi penyandang
disabilitas. Dalam konteks penelitian “mengenai pemenuhan hak
konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten
Pekalongan, teori ini digunakan untuk menilal apakah kebijakan dan praktik
penyediaan Infrastruktur publik telah selaras dengan prinsip-prinsip
konstitusional mengenal persamaan hak serta penghormatan terhadap

martabat manusia.

8 United Nations, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (New Y ork: United
Nations, 2006).
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HASIL PENELITIAN
A.Kondis Faktual Faslitas Trotoar Bagi Penyandang Disabilitas di
Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pekalongan dihuni oleh penduduk dengan jumlah yang terus
mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik Kabupaten Pekalongan, jumlah penduduk kabupaten ini pada tahun
2023 tercatat sebanyak kurang lebih 966.000 jiwa dengan kepadatan penduduk
rata-rata mencapal 1.155 jiwa per km?. Komposis penduduk tersebut
mencerminkan heterogenitas yang cukup tinggi, baik dari aspek profes, tingkat
pendidikan, maupun kondisi fisik. Pemenuhan hak konstitusional penyandang
disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten Pekal ongan secara normatif
telah memiliki landasan hukum yang berlapis dan komprehensif. Pada tingkat
konstitusional, Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh
kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapa persamaan dan keadilan.
Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam
berbagai instrumen normatif di bawahnya.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan
berdasarkan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka
mel aksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah
Kabupaten Pekalongan membentuk berbaga perangkat daerah yang bertugas di
bidang masing-masing. Di antara perangkat daerah tersebut, dua instansi yang
memiliki keterkaitan langsung dengan pemenuhan hak konstitusional
penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar adalah Dinas Sosial serta Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dinas Sosial berperan sebagai instansi
teknis yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan sosial, termasuk
perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Sementara itu, Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki kewenangan dalam

perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur fisik, termasuk
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trotoar selaku prasarana pejalan kaki. Keduainstansi tersebut memegang peran
kunci dalam menjawab permasalahan aksesibilitas trotoar bagi penyandang
disabilitas di Kabupaten Pekal ongan.

Pemerintah daerah kabupaten pekal ongan berupaya dalam pemenuhan hak
aksesibilitas trotoar bagi penyandang disabilitas telah dilakukan melaui
beberapa langkah kebijakan dan pelayanan teknis. Secara normatif, pemerintah
daerah telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten
Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam
menyediakan fasilitas publik yang aksesibel dan ramah disabilitas. Keberadaan
regulas tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam
melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas sebagal bentuk perlindungan terhadap hak
konstitusional warga negara, khususnya penyandang disabilitas.

“Penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan telah memiliki wadah

melalui  Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).

Organisasi Ini menjadi sarana bagi penyandang disabilitas untuk

menyampalkan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi.

Bagi Dinas Sosia, PPDI merupakan mitra dalam menjembatani

komunikasi dengan penyandang disabilitas serta menjadi bahan masukan

dalam penyusunan kebijakan dan program yang lebih inklusif.”

Penyandang disabilitas di Kabupaten Pekalongan pada dasarnya telah
terwadahi dalam organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia
(PPDI) sebagal salah satu organisasi yang berperan dalam memperjuangkan hak-
hak penyandang disabilitas di tingkat daerah. Keberadaan organisasi tersebut
menjadi sarana bagi berbagai kelompok penyandang disabilitas, seperti
tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, dan tunaaras untuk
berhimpun, berpartisipasi, serta menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan
pemenuhan hak dan aksesibilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Organisas
tersebut memiliki peran penting dalam membangun komunikasi antara
penyandang disabilitas dengan pemerintah daerah maupun masyarakat guna
menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah disabilitas.

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Pekaongan
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dalam pelaksanaannya tidak hanya berfungsi sebagai wadah organisasi sosia,
tetapi juga berperan sebagai media advokasi, sosialisasi, dan koordinasi dalam
bidang kedisabilitasan. Melalui kegiatan advokasi, perkumpulan tersebut
berupaya memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk
hak atas aksesibilitas fasilitas publik, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan
sosia. Selain itu, organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia
juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai  pentingnya
penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas dan perlunya menciptakan
lingkungan yang bebas dari diskriminasi. Adapun fungs koordinasi dilakukan
melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, instans terkait, dan organisasi
masyarakat dalam rangka mendukung kebijakan serta program pembangunan
yang berpihak kepada penyandang disabilitas.

Keberadaan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten
Pekalongan menjadi penting dalam mewujudkan kesetaraan hak bagi
penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang memiliki
kedudukan yang sama di hadapan hukum. Melalui organisasi tersebut,
penyandang disabilitas diharapkan dapat memperoleh ruang partisipasi yang
lebih luas dalam proses pembangunan daerah, termasuk dalam penyampaian
aspiras terkait fasilitas publik yang aksesibel dan ramah disabilitas. Dengan
demikian, organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia tidak
hanya menjadi wadah persatuan penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi
instrumen  strategis dalam  mendorong terwujudnya pemenuhan  hak
konstitusional penyandang disabilitas agar dapat hidup secara mandiri, setara,
dan bermartabat di tengah masyarakat.

Kondis trotoar di Kabupaten Pekalongan secara umum masih belum
sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan
Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan
Bangunan Gedung, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jaan. Berdasarkan hasil

observasi, masih ditemukan trotoar yang rusak, sempit, tidak rata, serta tidak



dilengkapi fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Pekaongan

masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip aksesibilitas yang menjadi dasar

dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.
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Gambar 3.1 Trotoar Jalan Karangdowo K edungwuni

Permasalahan guiding block menjadi salah satu temuan utama dalam
penelitian ini. Padabeberapatitik lokasi observasi, guiding block memang telah
tersedia, namun pemasangannya belum dilakukan secara optimal. Terdapat
guiding block yang terputus, tertutup kendaraan parkir, bahkan terhalang oleh
tiang listrik _maupun _pohon yang berada di tengah jalur. pedestrian. Kondisi
tersebut menyebabkan guiding block tidak dapat berfungsi sebagaimana
mestinya sebagal jalur pemandu bagi penyandang tunanetra. Dalam perspektif
hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas aksesibilitas
masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya memperhatikan
aspek fungsionalitas bagi pengguna disabilitas. Selain permasalahan guiding
block, kondisi jalur landai (ramp) bagi pengguna kursi roda juga masih sangat
terbatas. Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar trotoar memiliki
permukaan yang lebih tinggi dibandingkan badan jalan, namun tidak disertai
dengan jalur landai yang memadai. Akibatnya, pengguna kursi roda mengalami
kesulitan untuk berpindah dari badan jalan menuju trotoar maupun sebaliknya.
Kondis tersebut menyebabkan penyandang disabilitas daksasering kali memilih
menggunakan badan jalan untuk melanjutkan perjalanan meskipun memiliki

risiko keselamatan yang tinggi. Dalam konteks hak asasi manusia, keadaan
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tersebut menunjukkan bahwa hak atas rasa aman dan kemudahan akses bagi
penyandang disabilitas masih belum terpenuhi secara optimal.

i

Gambar 3.2 Trotoar Jalan Raya K edungwuni

Alihfungs trotoar jugamenjadi persoaan yang cukup dominan ditemukan
di lapangan. Pada beberapatitik |okasi observasi trotoar digunakan sebagai area
parkir kendaraan bermotor maupun tempat berdagang ol eh pedagang kaki lima.
Penggunaan trotoar di luar fungs utamanya menyebabkan ruang gerak pejaan
kaki menjadi semakin terbatas. Kondis tersebut tidak hanya mengganggu
masyarakat umum, tetapi juga memberikan dampak yang lebih besar bagi
penyandang disabilitas yang sangat bergantung padakeberadaan jalur pedestrian
yang aman dan bebas hambatan. Fenomena tersebut menunjukkan masih
rendahnya kesadaran masyarakat mengenal pentingnya menjaga fungsi trotoar
sebagail fasilitas publik yang inklusif.

-/,

Gambar 3.3 Trotoar Jalan Paesan Utara Kedungwuni
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Kondis faktual tersebut juga dikonfirmas secara langsung oleh para
penyandang disabilitas yang menjadi narasumber penelitian. Narasumber
pertama, penyandang disabilitas tunanetra, menyatakan bahwa banyak trotoar
yang belum dilengkapi guiding block sehingga menyulitkan mobilitas secara
mandiri. Narasumber tersebut juga menjelaskan bahwa guiding block yang
tersedia sering kali terputus atau tertutup berbaga hambatan fisik sehingga
kehilangan fungs utamanya sebagai jalur pemandu. Kondisi tersebut
menyebabkan penyandang tunanetra merasa tidak aman ketika berjalan sendiri
di fasilitas publik. Narasumber kedua yang merupakan penyandang disabilitas
daksa pengguna kursi roda mengungkapkan bahwa banyak trotoar memiliki
permukaan tinggi tanpa jalur landali sehingga pengguna kurs roda kesulitan
mengakses jalur jpedestrian. Akibat kondis tersebut, narasumber mengaku
sering menggunakan badan jalan sebagal alternatif jaur perjalanan meskipun
berisiko membahayakan keselamatan diri. Sementaraitu, narasumber ketiga dari
kelompok penyandang tunarungu menyoroti minimnyafasilitasinformasi visual
dan masih terganggunya fungs trotoar akibat keberadaan kendaraan parkir dan
pedagang kaki lima Narasumber keempat yang merupakan penyandang
tunanetra juga menyampaikan pengalaman pernah._tersandung. akibat kondisi
trotoar yang rusak dan tidak rata. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerusakan
fasilitas trotoar tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga dapat
membahayakan keselamatan penyandang disabilitas. Narasumber kelima yang
merupakan penyandang daksa menjelaskan bahwa dirinya sering mengalami
kesulitan ketika harus melewati trotoar yang terlalu tinggi dan sempit sehingga
tidak memungkinkan untuk dilalui kursi roda secara aman.

Berbagai titik lokas di Kabupaten Pekalongan, kondisi faktua trotoar
menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara das sollen
(keadaan yang seharusnya menurut hukum) dengan das sein (keadaan nyata
yang terjadi di lapangan). Observas dilakukan di beberapa lokas strategis,
meliputi trotoar di Jalan Paesan Utara Kedungwuni, Jalan Raya Kedungwuni,
Jalan Karandowo Kedungwuni, kawasan Alun-alun Gemek, serta sepanjang
Jalan Wonopringgo. Pemilihan lokas tersebut didasarkan pada tingginya
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aktivitas masyarakat dan keberadaan fasilitas trotoar yang menjadi jalur utama
pejaan kaki dalam melakukan mobilitas sehari-hari.

Pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas
trotoar merupakan tanggung jawab kol ektif lintasinstansi yang menuntut sinergi
kelembagaan secara terpadu. Dinas Sosia berperan dalam aspek pendataan,
pemberdayaan, dan advokas hak penyandang disabilitas, sementara Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab atas realisas fisik
infrastruktur trotoar yang aksesibel. Ketiadaan koordinasi yang efektif di antara
keduanya akan mengakibatkan.gap implementasi antara das sollen dan das sein
dalam pemenuhan hak kenstitusional penyandang disabilitas di Kabupaten
Pekal ongan.®

Penyandang disabilitas merupakan setigp orang yang mengalami
keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama
yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan
kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif bersama warga negara
lainnya berdasarkan kesamaan hak.®> Dalam perspektif hak asasi manusia,
penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama sebagal subjek hukum
yang berhak memperoleh perlindungan, penghormatan, dan_pemenuhan hak
tanpa adanya diskriminasi. Salah satu bentuk pemenuhan hak tersebut adalah
tersedianya aksesibilitasterhadap fasilitas publik, termasuk fasilitas trotoar yang
aman, nyaman, dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas.®® Aksesibilitas
bagi penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam mewujudkan
kesetaraan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat. Fasilitas trotoar
yang tidak memenuhi standar aksesibilitas dapat menimbulkan hambatan bagi
penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga
berdampak pada terbatasnya mobilitas dan partisipasi sosial mereka.®’ Oleh

84Peraturan Dagrah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2020 Nomor 2).

8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 angka 1.

8 Mgjda El Muhtaj, Hak Asas Manusia dalam Konstitusi Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2017), him. 273.

87 Eko Riyadi, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Nasional, Regional, dan | nternasional,
(Depok: Rajawali Pers, 2018), him. 214.
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karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas publik
yang inklusif dan ramah disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan demikian,
pemenuhan aksesibilitas trotoar tidak hanya menjadi bentuk pelayanan publik,
tetapi juga merupakan bagian dari pemenuhan hak konstitusional penyandang
disabilitas sebagai warga negara.

“Sejauh ini, upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di wilayah

Pekalongan dalam menangani- kondis trotoar dan aksesibilitas bagi

penyandang disabilitas’ dapat dikatakan telah menunjukkan adanya

perhatian terhadap ‘penyediaan infrastruktur yang inklusif, namun
implementasinyamasih bel um sepenuhnya optimal.”

Kondis faktual trotoar berdasarkan hasil observas |apangan dan
wawancara mendalam yang dilakukan di berbagal titik lokas di Kabupaten
Pekal ongan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara das
sollen (keadaan yang seharusnya menurut hukum) dengan das sein (keadaan
nyatayang terjadi di |apangan). Observasi dilakukandi beberapalokasi strategis,
meliputi trotoar di Jalan Paesan Utara Kedungwuni, Jalan Raya Kedungwuni,
Jalan Karandowo Kedungwuni, kawasan Alun-alun Gemek, serta sepanjang
Jalan Wonopringgo. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada tingginya
aktivitas masyarakat dan keberadaan fagilitas trotoar yang menjadi jalur utama
pegjalan kaki dalam melakukan mobilitas sehari-hari.

“Beberapa trotoar di wilayah Pekalongan masih mengalami kerusakan,
kurangnya jalur pemandu (guiding block), permukaan trotoar yang tidak
rata, minimnya jalur landai (ramp), serta penggunaan trotoar yang tidak
sesual fungsi, seperti untuk parkir kendaraan atau aktivitas pedagang kaki
lima. Kondis tersebut menyebabkan penyandang disabilitas, khususnya
pengguna kursi roda dan tunanetra, belum dapat menggunakan trotoar
secara aman, nyaman, dan mandiri.”

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan
mengungkap dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kondisi trotoar yang
belum memenuhi standar aksesibilitas, antara lain tidak tersedianya guiding
block atau jalur pemandu yang memadai bagi penyandang tunanetra, ketiadaan
atau tidak memadainyajalur landai (ramp) bagi penggunakursi roda, permukaan
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trotoar yang rusak dan berlubang, ukuran trotoar yang terlalu sempit, serta aih
fungs trotoar sebagal area parkir kendaraan dan lapak pedagang kaki lima.
Kondis tersebut secara langsung berdampak terhadap kenyamanan dan
keselamatan penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas publik.&

“Dinas Sosia juga berharap adanya peningkatan kesadaran masyarakat
mengenai pentingnya fasilitas publik yang ramah disabilitas sebagai
bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan sosial.
Harapan jangka panjang dari Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan adalah
terwujudnya fasilitas trotoar yang memenuhi standar aksesibilitas, seperti
tersedianya guiding block sbagi tunanetra, jalur landai (ramp) bagi
pengguna kursi roda, permukaan trotoar yang aman, serta jalur pedestrian
yang bebas hambatan melihat data jumlah penyandang disabilitas tahun
2023 sampai 4.827 jiwa. Dengan adanya fasilitas yang aksesibel,
penyandang disabilitas diharapkan dapat. melakukan aktivitas secara
mandiri, aman, dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu,
pemerintah daerah juga diharapkan mampu mewujudkan pembangunan
yang inklusif dan berkeadilan sosial sehingga hak penyandang disabilitas
terhadap pelayanan publik dapat terpenuhi secara optima dan
berkelanjutan.”

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan tahun 2023,
terdapat sekitar 4.872 penyandang disabilitasyang tersebar di seluruh kecamatan
di Kabupaten Pekalongan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan
terhadap fasilitas publik yang aksesibel merupakan kebutuhan yang cukup besar
dan tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan daerah. Sebagian besar
penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas
publik akibat minimnya sarana aksesibilitas yang tersedia. Oleh karena itu,
pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tidak dapat dipandang
sebagal persoalan individual semata, melainkan sebagai bagian dari tanggung
jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara.®®

Pemerintah daerah dalam perspektif negara hukum memiliki kewajiban
untuk menjamin terpenuhinya hak penyandang disabilitas terhadap fasilitas
publik yang aman, nyaman, dan mudah diakses. Kewajiban tersebut tidak hanya

8 Wawancara dengan Bapak Abdul Ghony, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Tata Ruang
dan Pertahanan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan, 26 Mei
2026.

8 Wawancara dengan Ibu dr. Ida Sulistiyani, m.m., selaku Sekretaris pada Dinas Sosial
Kabupaten Pekalongan, 18 Mei 2026.
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bersifat moral, tetapi juga merupakan amanat konstitusi dan peraturan
perundang-undangan. Oleh karena itu, kondisi trotoar yang belum aksesibel di
Kabupaten Pekal ongan menunjukkan bahwaimplementasi perlindungan hukum
terhadap penyandang disabilitas masih memerlukan perhatian dan penguatan
yang lebih serius dari pemerintah daerah. Selain itu, kondisi yang ditemukan di
lapangan menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas publik di Kabupaten
Pekalongan masih lebih berorientasi pada aspek fisik semata dan belum
sepenuhnya  memperhatikan  kebutuhan  kelompok rentan, khususnya
penyandang disabilitas. Padahal, prinsip pembangunan inklusif menekankan
bahwa setiap warga negara harus memperoleh kesempatan yang sama dalam
mengakses fasilitas publik tanpa diskriminasi. Dengan demikian, diperlukan
adanya evaluasi menyel uruh terhadap kebijakan pembangunan trotoar agar ke
depan fasilitas pedestrian benar-benar mampu memberikan perlindungan dan
aksesibilitas yang setara bagi seluruh masyarakat.

“Apabila ditemukan trotoar yang belum memenuhi standar, seperti tidak
tersedianya jalur pemandu bagi tunanetra, tidak adanya ramp untuk
penggunakursi roda, permukaan trotoar yang rusek, atau adanyahambatan
pada jalur pedestrian, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dapat melakukan perbaikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas
dan ketersediaan anggaran daerah. Kemudian dalam menanggapi terhadap
laporan masyarakat merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab
pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas publik yang aman,
nyaman, dan inklusif.”

Dinas Pekerjaan  Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan
dalam pelaksanaannya memiliki peran sebagal instans teknis yang bertanggung
jawab terhadap pembangunan, penataan, dan pemeliharaan fasilitas trotoar.
Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah telah melakukan pembangunan
trotoar pada beberapatitik wilayah yang strategis dengan menyesuaikan standar
teknis aksesibilitas, seperti penyediaan guiding block bagi penyandang tunanetra
dan jalur pedestrian yang lebih tertata. Selain itu, pemerintah daerah juga
berupaya melakukan rehabilitas dan pemeliharaan trotoar yang mengalami
kerusakan agar tetap dapat digunakan secara aman oleh masyarakat, termasuk

penyandang disabilitas. Namun demikian, pembangunan fasilitas aksesibel
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tersebut diakui masih dilakukan secara bertahap karena menyesuaikan
kemampuan anggaran daerah dan prioritas pembangunan infrastruktur lainnya.

“Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada umumnya menanggapi
laporan masyarakat terkait trotoar yang tidak ramah disabilitas melalui
mekanisme pengaduan pelayanan publik, survei lapangan, serta tindak
lanjut  perbaikan infrastruktur sesuai kewenangannya. Daam
pelaksanaannya, laporan masyarakat biasanya disampaikan melalui
layanan pengaduan pemerintah daerah, media sosial resmi, musyawarah
masyarakat, maupun laporan langsung kepada instansi terkait. Setelah
menerima laporan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan
melakukan pengecekan kondisi trotoar di lapangan untuk menilai tingkat
kerusakan maupun kesesualan fasilitas dengan standar aksesibilitas yang
berlaku.”

Dinas Pekerjaan'Umum dan Penataan Ruang K abupaten Peka ongan juga
menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah membuka berbagai mekanisme
pengaduan pelayanan publik sebagal bentuk respons terhadap aspiras
masyarakat terkait kondis trotoar. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan
melalui layanan pengaduan daerah, media sosial resmi pemerintah, musyawarah
masyarakat, maupun laporan langsung kepada instansi terkait. Setiap laporan
yang masuk selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui pengecekan kondisi
lapangan_dan_evaluasi teknis guna menentukan_ langkah penanganan yang
diperlukan. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah
dalam mewujudkan pelayanan publik yang partisipatif dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas.

“Jadi begini, kalau ditanya soal kendala dalam menyediakan trotoar yang
aksesibel di wilayah Kabupaten Pekalongan, dari sisi teknis kami
menghadapi beberapa masalah, seperti lebar lahan jalan yang terbatas
terutama di kawasan padat penduduk, belum semua trotoar dilengkapi
elemen aksesibilitas seperti guiding block untuk tunanetra dan ramp di
setiap persimpangan, lalu ada juga kendal a drainase yang membuat trotoar
mudah tergenang, ditambah keberadaan utilitas seperti tiang listrik yang
memotong jalur pejalan kaki, serta kondisi tanah di wilayah pesisir yang
rawan rob dan penurunan tanah sehingga trotoar cepat rusak. Sementara
dari sis non-teknis, kendala utamanya adalah anggaran, karena

9 Wawancara dengan Bapak Abdul Ghony, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Tata Ruang
dan Pertahanan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan, 26 Mei
2026.
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pembangunan trotoar dengan standar aksesibel itu butuh biayalebih besar

dibanding trotoar biasa, padaha anggaran kami juga harus dibagi untuk

kebutuhan infrastruktur lain.”

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengungkap bahwa masih
terdapat berbagai kendala dalam pemenuhan aksesibilitas trotoar di Kabupaten
Pekalongan. Sal ah satu kendal a utama adal ah keterbatasan anggaran daerah yang
menyebabkan pembangunan trotoar ramah disabilitas belum dapat dilakukan
secaramenyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan. Selainitu, kondisi
trotoar yang sudah lama dibangun juga memerlukan penyesuai an ulang terhadap
standar aksesibilitas yang berlaku saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa
implementass  pemenuhan hak aksesthilitas memerlukan proses yang
berkelanjutan dan dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah daerah.

“Dinas sosial melakukan pendataan penyandang disabilitas di kabupaten
pekalongan melewati aplikas yang bernama sosia peduli yang
didalamnyaterdapat beberapa admin dan pendamping di setiap daerah dan
juga terdapat admin yang berada dikantor dalamn mendata yang
dikhususkan untuk penyandang disabilitas yang sudah berumur atau
dewasa, dan nantinya terdapat output mendapatkan kartu disabilitas yang
digunakan untuk mengetahui seberapa banyak yang memiliki kebutuhan
khusus di’ kabupaten pekalongan serta memberikan informasi kepada
khalayak umum dan publik yang lebih luas karena pada dasarnya
penyandang disabiitas mempunyai hak yang harus terpenuhi dalam
berbagal kebutuhan, seperti alat pendengaran bagi disabilitas tunarungu,
tongkat elektrik bagi disabilitas tunanetra, serta trotoar yang dikhususkan
bagi penyandang disabilites.”

Dinas Sosia Kabupaten Pekalongan memiliki peran penting dalam
mendukung pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui pendekatan sosial
dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Sosia
telah melakukan berbagai 1angkah konkret untuk mendukung perlindungan dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah. Salah satu upaya yang
dilakukan adalah pendataan penyandang disabilitas melalui aplikas Sosia
Peduli yang melibatkan pendamping sosia di setiap kecamatan. Pendataan
tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang akurat mengenai jumlah dan
kondisi penyandang disabilitas sebagai dasar dalam penyusunan program

pelayanan dan bantuan sosial. Selain melakukan pendataan, Dinas Sosial juga
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menerbitkan kartu disabilitas sebaga bentuk identifikasi resmi bagi penyandang
disabilitas. Kartu tersebut memiliki fungs penting dalam memudahkan
pemerintah daerah melakukan pendataan kebutuhan penyandang disabilitas
sekaligus menjadi sarana advokasi dalam memperoleh pelayanan publik dan
bantuan sosiad. Keberadaan kartu disabilitas juga menunjukkan adanya
pengakuan administratif terhadap keberadaan penyandang disabilitas sebagal
bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki hak yang harus dipenuhi oleh
negara.®
“Pada pemenuhannya dinas sosial. melakukan beberapa usaha rehabilitasi
pada unsur ekonomi, sdm, pekerjaan; sertamelakukan sosialisasi terhadap
masyarakat, dan melakukan pendataan melaui beberapa pendamping di
setiap daerah yang mengusulkan beberapa bantuan seperti bantuan
kewirausaan yang diberikan modal, kemudian pemenuhan hidup layak
dengan memberika peralatan rumah tangga, nuirisi tambahan, sembako,
serta berbaga kebutuhan mendesak, serta yang terpenting dalam
memberikan beberapa al at bantu seperti kursi roda, walker, tripod, tongkat
penuntun adaptif yang sudah dilengkapi fitur modern seperti fitur bunyi,
serta alat bantu dengar, serta terdapat program pelatihan kewirausahaan”
Dinas Sosia Kabupaten Pekalongan dalam rangka mendukung mobilitas
dan kemandirian penyandang disabilitas jugamemberikan berbagal bantuan alat
bantu mobilitas, seperti kursi roda, walker, tripod, tongkat penuntun adaptif, dan
alat bantu dengar. Bantuan tersebut diberikan berdasarkan kebutuhan masing-
masing penyandang disabilitas sebaga bentuk pemenuhan hak atas aksesibilitas
dan pelayanan sosial. Menurut pihak Dinas Sosial, pemberian alat bantu tersebut
diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam
menjalankan aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri dan produktif. Selain
bantuan alat bantu, Dinas Sosial juga melaksanakan program rehabilitasi sosial
yang mencakup aspek ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, dan
ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Program tersebut bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan sosial penyandang disabilitas agar
dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat.®?

%1 Wawancara dengan lbu dr. Ida Sulistiyani, m.m., selaku Sekretaris pada Dinas Sosial
Kabupaten Pekalongan, 18 Mei 2026.
9 Wawancara dengan lbu dr. Ida Sulistiyani, m.m., selaku Sekretaris pada Dinas Sosial
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Dinas Sosiad Kabupaten Pekalongan selau melakukan program
rehabilitas sosia sebaga bentuk pelaksanaan kewgjiban negara dalam
menjamin perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan agar memperoleh
kesempatan yang setara dengan masyarakat lainnya, serta secara aktif
melaksanakan sosialisas  kepada masyarakat mengenal  pentingnya
penghormatan terhadap hak penyandang disabilitas. Sosialisasi dilakukan
melalui kegiatan penyuluhan, forum masyarakat, maupun kerja sama dengan
organisas penyandang disabilitas seperti Perkumpulan Penyandang Disabilitas
Indonesia (PPDI). Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat mengenal pentingnya menciptakan lingkungan sosia yang inklusif
dan bebas diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

“Dalam pelaksanaannya, mekanisme koordinasi biasanya dilakukan
melalui forum perencanaan pembangunan daerah, rapat koordinasi lintas
instansi, survel |apangan bersama, maupun pembahasan program prioritas
pembangunan infrastruktur. Selain itu, Dinas Sosial juga dapat
menyampalkan hasil aspirasi atau pengaduan masyarakat penyandang
disabilitas kepada DPUPR sebagai bahan evaluas terhadap kondisi trotoar
yang belum memenuhi standar aksesibilitas. Selanjutnya, Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang melakukan peninjauan teknis untuk
menentukan bentuk penanganan atau perbaikan fasilitas sesuai ketentuan
dadam_Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan
K emudahan Bangunan Gedung dan Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2023
tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan.”

Daam konteks koordinasi antarinstansi, Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan menjalin kerjasamamelalui
forum perencanaan pembangunan daerah, rapat koordinas lintas instansi, serta
pembahasan program prioritas pembangunan infrastruktur. Dinas Sosd
berperan menyampaikan data kebutuhan penyandang disabilitas dan berbagai
aspirasi masyarakat kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai
bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan fasilitas publik.
Koordinas tersebut menjadi penting karena pemenuhan hak aksesibilitas
penyandang disabilitas tidak dapat dilakukan oleh satu instansi sgja, melainkan

memerlukan kerja samalintas sektor agar pel aksanaan kebijakan berjalan secara

Kabupaten Pekalongan, 18 Mei 2026.
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efektif. %

“Koordinasi antara Dinas Sosid Kabupaten Pekalongan dan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pekalongan
dalam memastikan fasilitas trotoar memenuhi standar aksesibilitas pada
dasarnya dilakukan melalui kerja sama antarorganisasi perangkat daerah
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluas pembangunan fasilitas
publik yang ramah disabilitas. Dinas Sosid memiliki peran dalam
memberikan data, pendampingan, serta aspiras terkait kebutuhan
penyandang disabilitas, sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang bertanggung jawab dalam aspek teknis pembangunan dan
pemeliharaan infrastruktur jalan sertatrotoar. Melalui koordinasi tersebut,
Dinas Sosiad dapat menyampaikan masukan mengena kebutuhan
aksesibilitas penyandang disabilitas, seperti penyediaan guiding block bagi
tunanetra, jalur landal (ramp) bagi pengguna kursi roda, dan fasilitas
pedestrian yang-aman dan nyaman. Namun demikian, koordinas
antarinstans tersebut masih belum maksimal dan terdapat beberapa
kendala, seperti belum optimalnya sinkronisasi. program, serta minimnya
pelibatan & penyandang disabilitas dalam proses perencanaan
pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi yang
lebih efektif antara Dinas Sosial dan DPUPR agar pembangunan fasilitas
trotoar di Kabupaten Pekalongan benar-benar memenuhi prinsip
aksesibilitas, kesetaraan, dan perlindungan hak penyandang disabilitas
dalam memperol eh pelayanan publik yang layak.”

Mekanisme koordinasi antara Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang tersebut pada dasarnya-merupakan bentuk pelaksanaan
kewajiban . positif _negara delam menjamin pemenuhan hak konstitusional
penyandang disabilitas. Dalam negara hukum, pemerintah memiliki tanggung
jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang aman, nyaman, dan mudah
diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu,
pembangunan trotoar yang ramah disabilitas tidak hanya dipandang sebagal
pembangunan infrastruktur semata, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan
terhadap hak asass manusia dan prinsip keadilan sosia bagi seluruh
masyarakat.>*

% Wawancara dengan Ibu dr. Ida Sulistiyani, m.m., selaku Sekretaris pada Dinas Sosia
Kabupaten Pekalongan, 18 Mei 2026.

% Wawancara dengan Ibu dr. Ida Sulistiyani, m.m., selaku Sekretaris pada Dinas Sosial
Kabupaten Pekalongan, 18 Mei 2026.
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B. Pengaturan Pemenuhan Hak Aksesibilitas Trotoar di Kabupaten

Pekalongan

Landasan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak aksesibilitas
penyandang disabilitas tersusun secara berjenjang dan saling melengkapi, mulai
dari tingkat konstitusional hingga peraturan pelaksana di tingkat daerah.
Pemahaman terhadap kerangka normatif tersebut menjadi prasyarat penting
dalam menganalisis sgjauh manaimplementasi kebijakan aksesibilitas trotoar di
Kabupaten Pekalongan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Peka ongan telah memiliki dasar hukum yang mengatur
pemenuhan hak aksesibilitas penyandang. disabilitas. Pengaturan tersebut
bersumber dari Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun' 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020, Peraturan
Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017, Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun
2023, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020, serta
Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023.

Peraturan tingkat konstitusional, Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang
berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai
persamaan dan keadilan. Ketentuan tersebut merupakan norma konstitusional
yang bersifat langsung mengikat seluruh penyelenggara negara, termasuk
pemerintah daerah, untuk mengambil langkah-langkah yang bijak dalam
menciptakan lingkungan yang inklusif bagi kelompok rentan, khususnya
penyandang disabilitas. Dalam konsep hak konstitusional hak atas perlakuan
khususini bukan sekadar hak normatif yang bersifat programatik, melainkan hak
yang dapat dituntut pemenuhannya secara langsung oleh setiap warga negara.
Oleh karena itu, setigp kebijakan pembangunan infrastruktur publik di
Kabupaten Pekalongan, termasuk pembangunan trotoar, harus senantiasa
merujuk pada amanat konstitusional tersebut sebagai batas minimum yang wajib
dipenunhi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
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secara spesifik mengatur hak aksesibilitas dalam Pasal 18, yang mencakup hak
mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik serta hak
mendapatkan akomodasi yang layak. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (CRPD) memperkuat kewajiban negara untuk menjamin
aksesibilitas fisik, termasuk jalur pedestrian dan trotoar, agar penyandang
disabilitas dapat hidup secara layak dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan
bermasyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang
Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari
Bencana bagi Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa standar teknis yang
harus dipenuhi dalam penyediaan fasilitas aksesibilitas harus meliputi jalur
pemandu (guiding block), jalur landal (ramp), dan berbagai fasilitas pendukung
lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan
instrumen hukum daerah yang paling langsung mengatur kewajiban pemerintah
daerah dalam menyediakan aksesibilitas trotoar. Peraturan tersebut mewajibkan
pemerintah daerah untuk memfasilitas pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum
bagi penyandang disabilitas, termasuk penyediaan fasilitas trotoar yang aman,
nyaman, dan mudah diakses. Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut diperkuat
melalui Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 62 Tahun 2023 sebagal instrumen
teknis operasional dan pelaksanaan di tingkat kabupaten. Adanya hierarki
peraturan yang lengkap dan berjenjang ini merupakan dasar regulasi yang sangat
kuat bagi Kabupaten Pekalongan dalam mewujudkan aksesibilitas trotoar yang
inklusif. Namun demikian, fakta empiris yang terjadi belum sepenuhnya
tercermin dalam kondis fisik trotoar yang ada di lapangan, sehingga terjadi
kesenjangan antara das sollen dan das sein yang menjadi fokus utama penelitian
ini.

“Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mengintegrasikan
prinsip aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pembangunan trotoar
yang ramah disabilitas mengacu pada beberapa peraturan, yaitu Permen PUPR
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No.5 tahun 2023 tentang persyaratan teknisjalan dan kriteria perencanaan teknis
jalan, kemudian pada pada permen PUPR No.14 tahun 2017. Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan merupakan regulasi
yang mengatur standar teknis dalam penyelenggaraan dan pembangunan jalan di
Indonesia. Peraturan ini diterbitkan sebagal pedoman bagi pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah agar pembangunan jalan memenuhi aspek
keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterhubungan, serta keberlanjutan
lingkungan. Dalam ketentuannya, Permen PUPR No. 5 Tahun 2023 menegaskan
bahwa jalan harus direncanakan dan dibangun sesual dengan fungsi, kapasitas,
serta kebutuhan pengguna jalan, termasuk memperhatikan fasilitas pendukung
seperti trotoar, perlengkapan jalan, dan aksesibilitas bagi masyarakat. Selainitu,
regulas ini juga menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur jalan yang
ramah terhadap seluruh pengguna jalan tanpa diskriminasi, termasuk
penyandang disabilitas. Permen PUPR No. 14 Tahun 2017 juga mengatur
penyediaan fasilitas aksesibilitas pada bangunan gedung, seperti jalur pedestrian,
jalur pemandu, koridor, pintu, selasar, jalur landal (ramp), lift, hingga sarana
evakuasi. yang mudah digunakan oleh penyandang disabilitas. Dalam Pasal 14
disebutkan bahwa jalur pedestrian harus dirancang agar aman, nyaman, mudah
diakses, serta memungkinkan pengguna kursi-roda dan pejalan kaki bergerak
secara mandiri tanpa hambatan. Ketentuan ini menunjukkan adanya kewajiban
pemerintah dan penyelenggara bangunan untuk menyediakan fasilitas publik
yang inklusif dan ramah disabilitas.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pekaongan, terungkap bahwa dalam
mengintegrasikan prinsip aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada
pembangunan trotoar, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
mengacu pada beberapa peraturan teknis, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis
Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan
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Kemudahan Bangunan Gedung. Kedua regulasi tersebut menjadi acuan teknis
utama dalam mewujudkan infrastruktur jalan dan trotoar yang aman, nyaman,
dan mudah diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk
penyandang disabilitas.

Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2017 secara khusus mengatur penyediaan
fadilitas aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, mencakup jalur
pedestrian, jalur pemandu (guiding block), koridor, pintu, selasar, jalur landai
(ramp), lift, hingga sarana evakuasi yang mudah digunakan oleh penyandang
disabilitas. Dalam Pasa 14 peraturan tersebut disebutkan bahwajaur pedestrian
harus dirancang agar aman, nyaman, mudah diakses, serta memungkinkan
pengguna kursi roda dan pejalan kaki bergerak secara mandiri tanpa hambatan.
Sementara itu, Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2023 menekankan bahwa jalan
harus direncanakan dan dibangun sesual fungsi, kapasitas, serta kebutuhan
penggunajal an, termasuk memperhatikan fasilitas pendukung seperti trotoar dan
aksesibilitas bagi seluruh masyarakat. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor.62 Tahun 2023 menegaskan bahwajaan umum wajib dilengkapi fasilitas
aksesibilitas bagi penyandang disabilitas seperti trotoar, marka jalan, tempat
penyeberangan, dan fasilitas pe alan kaki lainnya.

. Pendapat Penyandang Disabilitas Terhadap Pemenuhan Hak Aksesibilitas
Trotoar Di Kabupaten Pekalongan

Penyandang disabilitas memberikan gambaran yang cukup komprehensif
mengenai realita pemenuhan hak aksesibilitas trotoar dari perspektif pengguna
langsung. Secara keseluruhan, seluruh narasumber menyatakan bahwa fasilitas
trotoar di Kabupaten Pekalongan belum sepenuhnya aksesibel dan belum
memberikan kemudahan, keamanan, serta kenyamanan yang memadai bagi
penyandang disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari. Kondis tersebut
menunjukkan bahwa pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas
terhadap fasilitas publik masih menghadapi berbagai kendala dalam

implementasinya, meskipun secara normatif telah dijamin dalam peraturan
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perundang-undangan.

“Saya merasa fasilitas trotoar di Kabupaten Pekalongan masih belum

sepenuhnya aksesibel. Guiding block di beberapa lokasi sudah tersedia,

tetapi pemasangannya terkadang tidak sesuai atau terhalang tiang dan
kendaraan sehingga kurang bermanfaat bagi tunanetra.”

Penyandang disabilitas tunanetra mengungkapkan minimnya guiding
block yang berfungsi dengan baik. Meski di beberapalokas guiding block sudah
terpasang, pemasangannya kerap tidak sesual standar atau terputus karena
terhalang oleh berbagai hambatan fisik, seperti tiang, kendaraan parkir, maupun
pedagang kaki lima.*> Kondisi tersebut menyebabkan narasumber merasa tidak
percayadiri untuk bepergian secara mandiri dan masih bergantung pada bantuan
orang lain dalam:® melakukan mobilitas  sehari-hari. Kondis tersebut
menunjukkan bahwa aksesibilitas sebagal bentuk pemenuhan hak kesetaraan
belum sepenuhnyaterwujud secara optimal bagi penyandang tunanetra.

“Kondis trotoar di Kabupaten Pekalongan menurut saya masih belum

sepenuhnyamemberikan kenyamanan bagi penggunakursi roda. Beberapa

trotoar memiliki permukaan yang tinggi tanpa jalur landai atau ramp
sehingga sulit dilalui. Selain itu, ukuran trotoar di beberapa tempat terlalu
sempit”

Narasumber penyandang daksa penggunakursi roda menyoroti ketiadaan
jaur landai (ramp) yang memadal pada banyak ruas trotoar. Tingginya
permukaan trotoar dan tidak tersedianya akses turun nalk yang aman
menyebabkan pengguna kursi roda ‘kesulitan mengakses jalur pedestrian.
Akibatnya, penyandang disabilitas pengguna kursi roda sering kali harus
menggunakan badan jalan untuk melanjutkan perjalanan, padaha kondis
tersebut sangat membahayakan keselamatan mereka. Selain itu, beberapa
narasumber juga menyampaikan bahwa kondisi trotoar yang rusak, berlubang,
dan sempit turut memperburuk tingkat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
fisik.

% Wawancara dengan Bapak Mudhofar, Penyandang disabilitas Tunanetra, 22 Mei 2026.
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“Saya pernah mengalami kesulitan ketika trotoar dipenuhi kendaraan

parkir atau pedagang sehingga ruang berjalan menjadi sempit.

Dampaknya, saya harus berjalan di pinggir jalan yang cukup berbahaya

karena sulit memperhatikan kondisi lalu lintas secara maksimal.”

Penyandang disabilitas tunarungu menjelaskan bahwa hambatan fisik
yang dialami memang tidak sebesar hambatan yang dirasakan penyandang
tunanetra maupun tunadaksa. Akan tetapi, kondisi trotoar yang dipenuhi
kendaraan parkir dan aktivitas perdagangan tetap memberikan dampak terhadap
kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki. Trotoar yang seharusnya menjadi
ruang aman bagi pealan kaki sering kali beralih fungs sehingga memaksa
masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, berjalan di tepi jalan raya yang
memiliki risiko kecelakaan |ebih tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
fungs trotoar sebagal fasilitas publik belum berjalan sebagaimana mestinya.
Selain permasalahan fisik pada trotoar, para narasumber juga menilai bahwa
pengawasan terhadap penggunaan trotoar masih belum optimal.

“Menurut saya, kondis trotoar di Kabupaten Pekalongan masih belum

sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra.

Beberapa trotoar memang sudah terlihat lebih baik, tetapi masih banyak

yang belum dilengkapi jalur pemandu atau guiding block sehingga

menyulitkan_kami saat berjalan sendiri, serta terdapat trotoar yang
digunakan untuk parkir kendaraan atau pedagang kaki lima sehingga
mengurangi.rasa aman dan nyaman.”

Banyak trotoar yang seharusnya digunakan sebagai jalur pedestrian justru
dimanfaatkan untuk kepentingan lain, seperti tempat berjualan dan parkir
kendaraan. Hal tersebut secara tidak langsung menghambat aksesibilitas
penyandang disabilitas dan menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya menjaga fungsi fasilitas publik. Dalam konteks penegakan
hukum, kondisi tersebut mencerminkan bahwa implementasi aturan mengenai
aksesibilitas masih memerlukan pengawasan dan penertiban yang lebih efektif

dari pemerintah daerah.®

% Wawancara dengan |bu Khamdanah, Penyandang disabilitas Tunarungu, 24 Mei 2026.
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“Menurut saya, pemerintah daerah sudah berusaha memenuhi hak
penyandang disabilitasterhadap aksesibilitastrotoar, tetapi hasilnyabelum
maksimal. Ke depan, saya berharap pembangunan fasilitas umum dapat
lebih memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas agar semua
masyarakat dapat menikmati fasilitas publik secara setara.”

Berdasarkan hasil wawancara, para penyandang disabilitas juga
menyampaikan bahwa pembangunan trotoar di beberapa wilayah Kabupaten
Pekalongan memang telah menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih
baik dibandingkan sebelumnya Beberapa fasilitas pedestrian sudah mulai
dilengkapi guiding block dan jalur pgaan kaki yang lebih tertata. Namun
demikian, pembangunan tersebut dinila ‘masih belum meraia dan belum
sepenuhnya memperhatikan kebutuhan seluruh jenis penyandang disabilitas.
Dengan kata lain, pembangunan trotoar masih cenderung bersifat umum dan
belum sepenuhnya menerapkan trotoar yang ramah dalam penyediaan fasilitas
publik.

“Saya melihat pemerintah daerah sudah berupaya memperbaiki beberapa

fasilitas jalan dan trotoar, namun belum semua wilayah memperhatikan

kebutuhan penyandang disabilitas. Harapan saya, pembangunan trotoar ke
depan. dapat_ lebih memperhatikan aksesibilitas.dan melibatkan
penyandang disabilitas dalam proses perencanaan.”

Para penyandang disabilitas juga menekankan pentingnya pelibatan para
penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan fasilitas publik.
Menurut mereka, selama ini penyandang disabilitas masih jarang dilibatkan
secara langsung dalam proses pengambilan kebijakan terkait pembangunan
trotoar maupun fasilitas umum lainnya. Padahal, penyandang disabilitas
merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan aksesibilitas di 1apangan.
Oleh karena itu, keterlibatan kelompok disabilitas dianggap penting agar
pembangunan fasilitas publik benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna
dan tidak hanya bersifat formalitas administratif semata. Selain itu, hasil
wawancara menunjukkan bahwa sebagian penyandang disabilitas masih
merasakan adanya keterbatasan dalam memperoleh ruang partisipasi sosial
akibat fasilitas publik yang belum aksesibel.
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“Saya pernah tersandung pada bagian trotoar yang rusak dan tidak rata.

Selain itu, adanya hambatan di atas trotoar membuat saya kesulitan

bergerak secara mandiri. Dampaknya, saya menjadi |ebih berhati-hati dan

merasa kurang aman ketika bepergian.”

Hambatan mobilitas menyebabkan penyandang disabilitas menjadi lebih
terbatas dalam melakukan aktivitas pendidikan, pekerjaan, maupun kegiatan
sosia lainnya. Kondis tersebut menunjukkan bahwa aksesibilitas trotoar tidak
hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, tetapi juga berkaitan erat
dengan pemenuhan hak konstitusional, kesetaraan sosial, dan penghormatan
terhadap martabat manusia.

Seluruh narasumber penyandang disabilitas mengakui bahwa pemerintah
daerah telah memperlihatkan adanya perhatian dan upaya ke arah pemenuhan
hak aksesibilitas. Akan tetapi, implementasinya masih belum merata dan belum
mencapal standar aksesibilitas yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-
undangan.

“Menurut saya, pemerintah daerah melalui Dinas PUPR sudah mulai

memperhatikan aksesibilitas trotoar, tetapi pelaksanaannya belum merata.

Masih banyak fasilitas yang belum sesual dengan kebutuhan penyandang

disabilitas sehingga perlu adanya peningkatan pembangunan dan

pengawasan terhadap fasilitas umum.”

Para narasumber berharap agar pemerintah daerah dapat meningkatkan
kualitas pembangunan trotoar, memperkuat pengawasan terhadap fungsi trotoar,
serta lebih terbuka dalam menerima aspirasi dan masukan dari kelompok
penyandang disabilitas. Harapan tersebut menunjukkan adanya keinginan dari
penyandang disabilitas agar pembangunan daerah di Kabupaten Pekalongan
dapat berjalan secara lebih inklusif, adil, dan menghormati hak setiap warga
negara tanpa diskriminasi.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara terhadap Dinas Sosial
Kabupaten Pekalongan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang K abupaten
Pekalongan serta penyandang disabilitas, penelitian menunjukkan bahwa
pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar
di Kabupaten Pekalongan belum terlaksana secara optimal. Jaminan hukum
mengenal hak aksesibilitas sebenarnyatelah tersedia melalui berbagai peraturan



perundang-undangan, mulai dari tingkat konstitus hingga peraturan daerah.
Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa pelaksanaan ketentuan tersebut
masih menghadapi berbagai hambatan, baik pada aspek pembangunan
infrastruktur maupun pel aksanaan kebijakan.

Hasil pendlitian juga memperlihatkan adanya perbedaan antara ketentuan
hukum dan kondisi faktual. Pemerintah Kabupaten Pekal ongan telah melakukan
berbagai upaya melalui penyusunan regulasi, pembangunan fasilitas pedestrian
pada beberapa lokasi, pelaksanaan program pemberdayaan penyandang
disabilitas, serta koordinasi antarperangkat daerah. Pelaksanaan kebijakan
tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan aksesibilitas secara menyeluruh.
Kondis tersebut menjadi indikator bahwa pemenuhan hak konstitusional
penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar masih memerlukan perbaikan

secara berkel anjutan.



BAB IV
PEMBAHASAN
A. Pemenuhan Hak K onstitusional Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas
Trotoar Di Kabupaten Pekalongan

Hak konstitusional (constitutional rights) merupakan hak-hak yang secara
eksplisit dijamin oleh konstitus atau yang dapat ditafsirkan sebagai bagian tak
terpisahkan dari jaminan konstitusional yang melekat pada setiap warga negara.
Jmly Asshiddigie, sebagai salah satu ahli hukum tata negara terkemuka di
Indonesia, mendefinisikan hak.konstitusional sebagai hak-hak yang dijamin di
dalam dan oleh Undang-Undang Dasar sebagal hukum tertinggi dalam hierarki
peraturan perundang-undangan di suatu negara.®’

Kondis faktual saranadan prasaranatrotoar merupakan faktor yang sangat
menentukan efektivitas penegakan hukum. Hasil observasi memperlihatkan
masi h banyak trotoar yang mengalami kerusakan memiliki permukaan tidak rata
belum tersedia guiding block secara berkesinambungan belum dilengkapi ramp
serta memiliki lebar yang belum memenuhi standar teknis. Hambatan fisik
tersebut diperparah ol eh keterbatasan anggaran daerah kondisi geografiswilayah
pesisir keberadaan utilitas jalan serta banjir rob yang mempercepat kerusakan
trotoar. Kondis tersebut menyebabkan penyandang disabilitas belum
memperoleh fasilitas publik yang mampu menjamin keamanan kenyamanan
serta kemandirian dalam melakukan mobilitas sehari-hari. Hak konstitusional
yang telah dijamin oleh hukum akhirnya belum dapat dinikmati secara penuh
oleh kelompok penyandang disabilitas.%

Pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas
trotoar merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin
persamaan hak seluruh warga negara. Hak tersebut memperoleh legitimas
konstitusional melalui Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan atas kemudahan dan

9 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,
2010), him. 105-106.

% Soerjono Soekanto. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta: Rajawali Pers, him. 37-41.
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perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Jaminan
konstitusional tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki
kedudukan hukum yang sama sehingga setiap kebijakan pembangunan fasilitas
publik wajib memperhatikan prinsip aksesibilitas sebagai bentuk penghormatan
terhadap hak asasi manusia.®®

Pembangunan fasilitas publik tidak lagi dipandang hanya sebagai
penyediaan infrastruktur fisik. Pembangunan harus mampu menjamin
kemudahan akses bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk penyandang
disabilitas. Trotoar menjadi salah satu fasilitas publik yang memiliki fungsi
strategis karenamenjadi jalur utama mobilitas pejalan kaki. Kondisi trotoar yang
tidak memenuhi standar aksesibilitas berpotensi membatasi kebebasan bergerak
penyandang disabilitas. Keadaan tersebut mengakibatkan hak konstitusional
yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan belum terlaksana secaranyata
dalam kehidupan masyarakat.®

Kabupaten Pekalongan telah memiliki dasar hukum yang cukup lengkap
mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pengaturan
tersebut dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Peraturan Menteri PUPR Nomor
14 Tahun 2017 Peraturan Menteri PUPR'Nomor 5 Tahun 2023 Peraturan Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 serta Peraturan Bupati Kabupaten
Pekalongan Nomor 62 Tahun 2023. Keberadaan berbagai regulas tersebut
menunjukkan bahwa aspek normatif mengena hak aksesibilitas telah tersedia
secara memadai. Permasalahan utama justru berada pada tingkat implementasi
kebijakan di lapangan. it

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai
hambatan aksesibilitas trotoar di Kabupaten Pekaongan. Hasil observasi

% Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), him. 286.

10 Majda EI Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Jakarta: Kencana,
2017), him. 173.

101 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 18;
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020; Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017,
Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2023.
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memperlihatkan adanya trotoar yang rusak tidak rata memiliki lebar terbatas
belum dilengkapi jalur pemandu sertabelum tersediajalur landai bagi pengguna
kursi roda. Sejumlah trotoar juga mengalami alih fungsi sebaga tempat parkir
kendaraan maupun lokasi berdagang. Kondis tersebut mengurangi fungsi
trotoar sebagal ruang aman bagi pegalan kaki sekaligus menghambat mobilitas
penyandang disabilitas dalam mel akukan aktivitas sehari-hari. 1%

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi
ideal yang ditentukan dalam berbagai ketentuan hukum dengan kondisi faktual
yang terjadi di lapangan. Norma hukum telah mewajibkan pemerintah
menyediakan fasilitas publik yang aksesibel. Kenyataan menunjukkan bahwa
sebagian fasilitas trotear masih belum memenuhi standar yang dipersyaratkan.
K esenjangan tersebut menjadi fokus utamapenelitianini karenamemperlihatkan
belum optimal nya pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi
hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar di Kabupaten
Pekal ongan.'*®

Perspektif' model sosia dan model berbasis Hak Asas Manusia
mencerminkan teleh terjadinya pergeseran paradigma dalam kebijakan
penyandang disabilitas di Indonesia yang semula berorientasi pada pendekatan
medis yang berfokus padaketerbatasan individu, menuju pendekatan sosial yang
mengakui bahwa hambaian utama justru bersumber dari lingkungan dan sistem
sosial yang tidak inklusif. Dilihat berbagal peraturan secara tegas menempatkan
penyandang disabilitas sebagal subjek hak yang berhak dalam mendapatkan
keadilan serta kesetaraan penuh dalam bermasyarakat. Hal ini berarti bahwa
pemenuhan aksesibilitas trotoar bukan merupakan kebijakan sosial yang bersifat
sukarela dari pemerintah daerah, melainkan merupakan kewajiban hukum yang
bersifat mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, analisis
terhadap kondisi trotoar di Kabupaten Pekalongan tidak hanya dapat dilihat dari

102 Data hasil observasi lapangan penulis di Jalan Paesan Utara Kedungwuni, Jalan Raya
Kedungwuni, Jalan Karandowo, Alun-Alun Gemek, dan Jalan Wonopringgo, Kabupaten
Pekalongan, Tahun 2026.

108 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:
Rajawali Pers, 2019), him. 8-10.
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aspek kualitas infrastruktur fisik semata, tetapi juga harus dikaji dari perspektif
pemenuhan kewagjiban hukum negara terhadap hak konstitusional warga
negaranyayang paling rentan.

Hasil wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa pembangunan trotoar telah
mengacu pada ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017. Keduaregulasi
tersebut dijadikan pedoman dalam penyediaan jalur pedestrian guiding block
jalur landai serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Pihak DPUPR mengakui
bahwa pelaksanaan pembangunan trotoar ramah disabilitas masih dilakukan
secara bertahap karena harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah serta
prioritas pembangunan infrastruktur yang lain.1%

Hasll wawancara dengan Dinas Sosid Kabupaten Pekaongan
memperlihatkan bahwa instans tersebut menjalankan fungsi perlindungan dan
pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pendataan berbasis aplikasi
Sosia Peduli penerbitan kartu disabilitas pemberian aat bantu rehabilitasi sosia
pemberdayaan ekonomi pelatihan keterampilan_serta sosialisasi  kepada
masyarakat. Dinas Sosia juga menjadikan Perkumpulan Penyandang Disabilitas
Indonesia Kabupaten Pekalongan sebagal mitra dalam menjaring aspirasi
penyandang disabilitas sehingga kebutuhan kelompok tersebut dapat menjadi
dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah. Program tersebut menunjukkan
adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan sosia bagi
penyandang disabilitas meskipun masih memerlukan sinkronisasi yang lebih
baik dengan pembangunan infrastruktur fisik.1%

Keterangan para penyandang disabilitas memperlihatkan bahwa kondisi
trotoar di Kabupaten Pekalongan belum mampu memberikan rasa aman serta

kemandirian dalam melakukan mobilitas. Penyandang disabilitas tunanetra

104 Hasil wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Pekalongan, Tahun 2026.
105 Hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Tahun 2026.
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menjelaskan bahwa keberadaan guiding block masih sangat terbatas. Sebagian
jaur pemandu telah tersedia tetapi pemasangannya tidak berkesinambungan
serta terhalang tiang listrik kendaraan parkir maupun pedagang kaki lima.
Hambatan tersebut menyebabkan fungsi guiding block sebagai penunjuk arah
kehilangan manfaat sehingga penyandang tunanetra masih memerlukan
pendamping ketika menggunakan fasilitas publik.1%®

Penyandang disabilitas daksa yang menggunakan Kkursi roda
menyampai kan bahwa sebagian besar trotoar memiliki elevasi yang cukup tinggi
tanpa dilengkapi jalur landal (ramp). Kondisi tersebut menyulitkan pengguna
kursi roda berpindah dari badan jalan menuju trotoar. Lebar trotoar pada
beberapa ruas jalan juga belum mampu memberikan ruang gerak yang cukup
bagi pengguna aat bantu mobilitas. Situas tersebut memaksa sebagian
penyandang disabilitas menggunakan badan jalan yang memiliki tingkat risiko
kecel akaan |ebih tinggi dibandingkan jalur pedestrian.’

Penyandang disabilitas tunarungu memberikan penilaian bahwa hambatan
utama bukan terletak pada kondis fisik trotoar semata melainkan pada
penggunaan trotoar yang tidak sesual fungsinya. Keberadaan kendaraan yang
diparkir di_atas trotoar serta aktivitas pedagang kaki lima menyebabkan ruang
berjalan menjadi semakin sempit. Hambatan tersebut mengurangi kenyamanan
seluruh pegaan kaki termasuk penyandang disabilitas. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa ‘persoalan aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan
pembangunan fisik tetapi juga berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap
fungsi fasilitas publik.%®

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar trotoar masih
memiliki berbagai kekurangan yang berpengarun terhadap mobilitas
penyandang disabilitas. Beberapa ruas trotoar mengalami kerusakan, memiliki

permukaan yang tidak rata, berukuran sempit, serta belum tersedia jalur

106 Hasi| wawancara dengan penyandang disabilitas tunanetra K abupaten Pekalongan, Tahun
2026.

107 Hasil wawancara dengan penyandang disabilitas daksa pengguna kursi roda Kabupaten
Pekalongan, Tahun 2026.

108 Hasil wawancara dengan penyandang disabilitas tunarungu Kabupaten Pekalongan,
Tahun 2026.
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pemandu (guiding block) dan jalur landai (ramp) sesuai standar teknis.'® Pada
beberapa lokas juga ditemukan trotoar yang digunakan sebagal area parkir
kendaraan maupun tempat berdagang. Situasi tersebut mengurangi fungsi trotoar
sebagal ruang aman bagi pejalan kaki.

Keterangan para penyandang disabilitas memperkuat hasil observasi
tersebut. Penyandang tunanetra menyampaikan kesulitan ketika guiding block
terputus atau terhalang berbagai benda. Pengguna kursi roda mengaku kesulitan
berpindah dari badan jalan menuju trotoar akibat tidak tersedianya ramp.
Penyandang tunarungu juga .menyampaikan bahwa trotoar yang dipenuhi
kendaraan dan pedagang -mengurangl rasa aman saat melakukan aktivitas.
Kondis tersebut menunjukkan bahwa fasilitas trotoar belum mampu
memberikan kemudahan, keamanan, dan kemandirian bagi seluruh pengguna.

Hasi| wawancara terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
menunj ukkan bahwa pembangunan trotoar telah mengacu pada ketentuan teknis
tersebut. Regulasi tersebut mengatur penyediaan jalur pedestrian, guiding block,
ramp, serta berbagai fasilitas pendukung yang ramah bagi penyandang
disabilitas.*'? K eberadaan perangkat hukum tersebut membuktikan bahwa aspek
normatif _bukan menjadi persoalan utama Permasalahan justru terlihat pada
pelaksanaan aturan yang belum mampu menghasitkan fasilitas publik sesuai
standar aksesibilitas.

Dinas Sosia melaksanakan pendataan penyandang disabilitas melalui
aplikas Sosiad Peduli, memberikan bantuan alat bantu, melaksanakan
rehabilitass sosial, pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, serta
menjalin komunikasi melalui Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia
(PPDI). Program tersebut bertujuan meningkatkan kesgjahteraan sekaligus
memperoleh data kebutuhan penyandang disabilitas sebagai dasar penyusunan

109 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan
dan Perencanaan Teknis Jalan. Jakarta: Kementerian PUPR, him. 191-198.

110 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan
Bangunan Gedung. Jakarta: Kementerian PUPR, him. 18-33; Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat. (2023). Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2023, him. 191-198.
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kebijakan daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki tanggung jawab
pada aspek teknis pembangunan, pemeliharaan, rehabilitasi, dan evaluas
fasilitas trotoar. Hasil wawancara menunjukkan adanya koordinasi antara Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Sosid melaui forum
perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinas lintas perangkat
daerah. Koordinasi tersebut masih memerlukan peningkatan karena sinkronisasi
program dan pelibatan penyandang disabilitas belum berlangsung secara
optimal.

Penelitian menemukan bahwa keterbatasan anggaran menjadi hambatan
utama pembangunan trotoar yang memenuhi standar aksesi bilitas. Pembangunan
fasilitas ramah disabilitas memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan
trotoar biasa. Anggaran pemerintah daerah juga harus dibagi untuk berbagai
kebutuhan pembangunan lainnya.*'? Hambatan lain berasal dari kondisi fisik
wilayah Kabupaten Pekalongan. Beberapa ruas jalan memiliki lebar yang
terbatas, terdapat utilitas umum pada jalur pedestrian, serta kondisi tanah di
wilayah pesisir yang rentan terhadap banjir rob dan penurunan tanah.
Permasalahan_tersebut mempengaruhi  kualitas . pembangunan maupun
pemeliharaan trotoar. Kesadaran masyarakat juga masih rendah. Trotoar sering
digunakan sebagal lokas parkir kendaraan dan tempat berdagang. Situas
tersebut memperlihatkan bahwa hambatan pemenuhan aksesibilitas tidak hanya
berasal dari aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi perilaku masyarakat.t®

Penyandang disabilitas mengharapkan pembangunan yang lebih inklusif
dengan ungkapan oleh seluruh narasumber penyandang disabilitas memberikan
penilaian bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan perhatian terhadap
pembangunan fasilitas publik. Upaya tersebut dinilai belum memberikan hasil

yang merata. Sebagian trotoar telah mengalami perbaikan, sedangkan banyak

111 Spekanto, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:
Rajawali Pers, him. 8-10.

112 Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Binallmu,
him. 2-6.

113 Spekanto, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:
Rajawali Pers, him. 37-55.
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lokasi lain masih belum memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

Para narasumber berharap pembangunan trotoar pada masa mendatang
benar-benar memperhatikan kebutuhan seluruh jenis disabilitas. Penyandang
disabilitas juga menginginkan keterlibatan yang lebih besar pada proses
perencanaan pembangunan. Keterlibatan tersebut dinila penting karena
penyandang disabilitas merupakan pihak yang memahami kebutuhan
aksesibilitas berdasarkan pengalaman langsung saat menggunakan fasilitas
publik.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa
pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas trotoar
di Kabupaten Pekalongan telah memiliki- fondass hukum yang kuat serta
didukung berbagai program pemerintah daerah.*4 Pelaksanaan di lapangan
masih memperlihatkan berbagai kekurangan yang mempengaruhi kualitas
aksesibilitas bagl penyandang disabilitas. Perbakan infrastruktur, penguatan
koordinas antarinstansi, peningkatan pengawasan, Serta pelibatan organisasi
penyandang disabilitas menjadi bagian penting guna mewujudkan fasilitas
trotoar yang aman, nyaman, mandiri, dan setara bagi seluruh masyarakat.'®

Hak konstitusional penyandang disabilitas_memperoleh perlindungan
langsung melalui Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut mengandung kewsjiban negara untuk
memberikan kemudahan dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan agar
memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil
penelitian memperlihatkan bahwa kewajiban tersebut belum terlaksana secara
optimal karena fasilitas trotoar masih menyisakan berbagai hambatan fisik yang
membatas mobilitas penyandang disabilitas. Keadaan tersebut menunjukkan
bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang

mampu memberikan perlindungan nyata terhadap hak konstitusional warga

114 Asshiddigie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar
Grafika, him. 121-126

115 Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Binallmu,
him. 2-6.
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negarallﬁ

Konsep negara hukum tidak berhenti pada pembentukan peraturan
perundang-undangan. Negara hukum menempatkan pemerintah sebagai pihak
yang bertanggung jawab mewujudkan hak warga negara melalui tindakan nyata.
Penelitian memperlihatkan bahwa Kabupaten Pekalongan telah memiliki
perangkat hukum yang lengkap mulai dari konstitusi undang-undang peraturan
pemerintah peraturan menteri hingga peraturan daerah. Kondisi faktual trotoar
masih memperlihatkan kerusakan minimnya guiding block keterbatasan ramp
sertaaihfungs trotoar. Faktatersebut menunjukkan bahwaimplementas norma
hukum masih memerlukan penguatan agar tujuan perlindungan hak
konstitusional dapat diwujudkan secara ef ektif. !/

Teori perlindungan hukum yang dikemukakan Philipus M. Hadjon
membedakan perlindungan hukum menjadi perlindungan preventif dan represif.
Perlindungan preventif diwujudkan melalui kebijakan yang mampu mencegah
timbulnya pelanggaran hak masyarakat. Kondisi trotoar di  Kabupaten
Pekalongan memperlihatkan bahwa perlindungan preventif belum berjalan
secara maksimal. Pembangunan fasilitas aksesibilitas belum dilakukan secara
merata. Pengawasan terhadap penggunaan trotoar juga belum mampu mencegah
parkir kendaraan maupun akiivitas perdagangan pada jalur pedestrian. Keadaan
tersebut menyebabkan penyandang disabilitas masih mengalami hambatan
ketika menjalankan aktivitas sehari-hari. 118

Pendekatan empiris dalam penelitian hukum menempatkan kesesuaian
antara norma hukum dan pelaksanaannya sebagai ukuran efektivitas suatu
kebijakan. Das sollen menunjukkan kondisi yang seharusnya berdasarkan
ketentuan hukum. Das sein menunjukkan kondisi nyatayang terjadi di |apangan.
Hasil observas serta wawancara memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup
jelas antara kedua kondisi tersebut. Regulasi telah mengatur kewajiban

116 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,
2018), him. 151-154.

117 A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution (Indianapolis: Liberty
Fund, 1982), him. 110-115.

118 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina
Ilmu, 1987), him. 2-5.
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penyediaan trotoar yang aksesibel. Kondis lapangan masih memperlihatkan
berbagai hambatan fisik yang mengurangi fungs trotoar bagi penyandang
disabilitas. Kesenjangan tersebut menjadi indikator bahwa pemenuhan hak
konstitusional masih memerlukan pembenahan secara berkel anjutan.*°

Faktor hukum menjadi unsur pertama yang menentukan keberhasilan
penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek regulas
mengenai pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas telah tersedia
secara lengkap mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Peraturan Menteri
PUPR Nomor 14 Tahun 2017 Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 Tahun 2023
Peraiuran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 sampai
Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 62 Tahun 2023. Keseluruhan
regulas tersebut telah memberikan pedoman yang jelas mengenai kewajiban
pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik yang aman mudah diakses serta
bebas hambatan bagi penyandang disabilitas. Permasalahan penelitian tidak
terletak pada kekosongan hukum melainkan pada pelaksanaan norma hukum
yang belum sepenuhnya diwujudkan dalam pembangunan trotoar di Kabupaten
Pekal ongan.*?°

Penegakan hukum dipengaruhi ol eh kualitas aparatur yang melaksanakan
ketentuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten
Pekalongan telah melaksanakan pendataan rehabilitasi sosial pemberdayaan
ekonomi serta penyaluran aat bantu bagi penyandang disabilitas. Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab terhadap
pembangunan serta pemeliharaan trotoar berdasarkan standar teknis yang
berlaku. Pelaksanaan tugas masing-masing instansi telah berjalan sesual
kewenangan. Sinkronisasi program belum berlangsung secara optimal sehingga

kebutuhan penyandang disabilitas belum sepenuhnya terakomodasi dalam

119 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta:
Rajawali Pers, 2019), him. 8-15.

120 Soerjono Soekanto. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta: Rajawali Pers, him. 8-12.
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pembangunan infrastruktur. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa koordinas
lintas perangkat daerah masih memerlukan penguatan agar kebijakan yang
disusun mampu menghasilkan fasilitas publik yang benar-benar aksesibel 1%

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat menentukan
efektivitas penegakan hukum. Hasil observass memperlihatkan masih banyak
trotoar yang mengalami kerusakan memiliki permukaan tidak rata belum
tersedia guiding block secara berkesinambungan belum dilengkapi ramp serta
memiliki lebar yang belum memenuhi standar teknis. Hambatan fisik tersebut
diperparah oleh keterbatasan anggaran daerah kondis geografis wilayah pesisir
keberadaan utilitas jalan serta banjir rob yang mempercepat kerusakan trotoar.
Kondis tersebut menyebabkan penyandang disabilitas belum memperoleh
faslitas publik syang mampu menjamin keamanan kenyamanan serta
kemandirian dalam melakukan mobilitas sehari-harl. Hak konstitusional yang
telah dijamin oleh hukum akhirnya belum dapat dintkmati secara penuh oleh
kelompok penyandang disabilitas.*?

Kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan
penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ditemukan
penggunaan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan maupun lokasi berdagang.
Aktivitas tersebut mengurangi fungsi trotear sebaga ruang aman bagi pejalan
kaki serta meningkatkan risiko kecelakaan bagi penyandang disabilitas.
Penyandang tunanetra mengalami kesulitan menggunakan guiding block yang
terhalang kendaraan maupun lapak pedagang. Pengguna kursi roda kehilangan
ruang gerak akibat penyempitan jalur pedestrian. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa pemenuhan hak konstitusional tidak hanya bergantung pada
pembangunan fisik tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat
dalam menjaga fungsi fasilitas publik sesuai ketentuan hukum yang berlaku.?®

121 Sperjono Soekanto. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta: Rajawali Pers, him. 19-23.

122 Sperjono Soekanto. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta: Rajawali Pers, him. 37-41.

123 Soerjono Soekanto. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta: Rajawali Pers, him. 43-48.
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Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai serta pola pikir masyarakat
terhadap keberadaan hukum. Hasil penditian memperlihatkan bahwa
pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Pekal ongan masih berorientasi pada
kebutuhan masyarakat secaraumum. Perspektif pembangunan yang benar-benar
inklusif belum sepenuhnya diterapkan. Penyandang disabilitas masih memiliki
ruang partisipasi yang terbatas dalam proses perencanaan pembangunan trotoar.
Kondis tersebut menunjukkan bahwa paradigma pembangunan berbasis hak
asas manusia belum sepenuhnya menjadi budaya dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Pelibatan organisas penyandang disabilitas seperti PPDI
sgjak tahap perencanaan sampa evaluasi. menjadi langkah penting untuk
menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna fasilitas
publik.?

Berdasarkan hasi| penelitian lapangan yang mencakup wawancara dengan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekaongan, Dinas
Sosia Kabupaten Pekalongan, dan penyandang disabilitas selaku pengguna
langsung fasilitas trotoar, dapat diidentifikasi sejumlah faktor hambatan yang
secara sistemik mempengaruhi  efektivitas implementasi pemenuhan hak
konstitusional _penyandang disabilitas terhadap.aksesibilitas trotoar di
Kabupaten Pekalongan.

K eterbatasan anggaran daerah merupakan hambatan struktural yang paling
dominan dalam implementasi pemenuhan hak aksesibilitas trotoar bagi
penyandang disabilitas di Kabupaten Pekal ongan. Berdasarkan keterangan dari
Dinas Sosial, keterbatasan anggaran menyebabkan pembangunan dan perbaikan
fasilitas trotoar ramah disabilitas belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan
merata. Kondisi ini mengakibatkan banyak ruas trotoar yang belum dilengkapi
fasilitas aksesibilitas seperti guiding block, jalur landa (ramp), maupun

permukaan trotoar yang aman bagi penyandang disabilitas.’?® Sementara itu,

124 Sperjono Soekanto. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
Jakarta: Rajawali Pers, him. 59-64; Satjipto Rahardjo. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya
Bakti, him. 206-210.

125 Wawancara dengan Ibu dr. Ida Sulistiyani, m.m., selaku Sekretaris pada Dinas Sosial
Kabupaten Pekalongan, 18 Mei 2026.
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Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menegaskan bahwa perbaikan
infrastruktur trotoar dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan
ketersediaan anggaran daerah. Pendekatan bertahap tersebut, meskipun dapat
dipahami dari sudut pandang pengelolaan keuangan daerah, berimplikasi pada
lambatnya realisasi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di berbagal
wilayah Kabupaten Pekal ongan.?®

Lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah daerah merupakan
hambatan kedua yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas implementasi
aksesibilitas trotoar. Berdasarkan pengakuan Dinas Sosial dalam wawancara
penelitian, koordinasi antara Dinas Sosial dengan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang masih belum optimal, ditandai dengan belum adanya
sinkronisasi program yang efektif serta minimnya pelibatan penyandang
disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan
pembangunan trotoar lebih berorientasi pada fungsi umum jalan dibandingkan
memperhatikan secara spesifik kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas.
Akibatnya, fasilitas yang dibangun seringkali tidak memenuhi kebutuhan nyata
pengguna karena tidak melibatkan masukan dari kelompok yang paling
berkepentingan, yakni penyandang disabilitas itu sendiri.

Minimnya pengawasan terhadap fungs trotoar merupakan hambatan
ketiga yang berdampak. langsung pada aksesibilitas penyandang disabilitas.
Berdasarkan data | apangan dan keterangan dari berbagai narasumber, alih fungsi
trotoar sebagal area parkir kendaraan bermotor dan lapak pedagang kaki lima
merupakan fenomena yang tersebar luas di berbagal ruas jalan di Kabupaten
Pekalongan.'?” Padahal, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jaan secara tegas menetapkan bahwa trotoar
diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki. Alih fungsi trotoar tersebut tidak hanya
merampas hak pejalan kaki pada umumnya, tetapi secaralebih serius merugikan

126 Wawancara dengan Bapak Abdul Ghony, S.T., M.T., selaku Kepala Bidang Tata Ruang
dan Pertahanan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan, 26 Mei
2026.

127 Wawancara dengan Bapak Gading Ogi Saputro, Penyandang disabilitas Tunadaksa, 22
Mei 2026.
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penyandang disabilitas yang sangat bergantung pada kondisi trotoar yang bersih
dan bebas hambatan untuk dapat beraktivitas secara mandiri dan aman. Hasl|
wawancara dengan narasumber penyandang disabilitas tunarungu dan daksa
secara khusus menyebutkan bahwa trotoar yang dipenuhi parkir kendaraan dan
pedagang kaki lima memaksa mereka berjalan di badan jalan yang berisiko
tinggi terhadap keselamatan jiwa.

Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak aksesibilitas penyandang
disabilitas merupakan hambatan keempat yang bersifat kultural. Dinas Sosia
dalam wawancara mengidentifikasi bahwa kurangnya pemahaman masyarakat
menyebabkan fasilitas yang telah dibangun sering kali tidak digunakan
sebagaimana mestinya atau bahkan mengalami. kerusakan akibat kurangnya
kepedulian terhadap hak penyandang disabilitas. Hambatan kultura ini
berkaitan erat dengan belum bergesernya paradigma masyarakat dari model
medis menuju model sosial dan model berbasis HAM dalam memandang
disabilitas. Ketika masyarakat masih memandang disabilitas sebagai persoalan
individual yang hanya menjadi tanggung jawab pribadi atau keluarga
penyandang disabilitas, maka kepedulian terhadap penyediaan aksesibilitas
fasilitas publik pun menjadi rendah.

Minimnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan
pembangunan fasilitas publik merupakan hambatan yang memiliki dampak
fundamental .!?® Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maupun Dinas
Sosia mengungkap dalam wawancara bahwa pelibatan penyandang disabilitas
dalam proses perencanaan dan evaluas pembangunan infrastruktur masih sangat
terbatas. Mengacu pada prinsip ““nothing about us without us” yang menjadi
landasan filosofis CRPD mengharuskan penyandang disabilitas untuk dilibatkan
secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut
kehidupan dan hak-hak mereka. Absennya suara penyandang disabilitas dalam
perencanaan pembangunan mengakibatkan fasilitas yang dibangun seringkali

tidak sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna. Hal ini dikonfirmasi oleh

128 Wawancara dengan Bapak Supar, Penyandang disabilitas Tunadaksa, 22 Mei 2026.
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narasumber penyandang disabilitas yang menyatakan perlunya pemerintah
untuk mendengarkan masukan langsung dari penyandang disabilitas dalam
merancang dan membangun infrastruktur yang benar-benar aksesibel.

B. Akibat Tidak Terpenuhinya Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas

Pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas
trotoar tidak hanya berkaitan dengan penyediaan infrastruktur publik.?® Kondisi
trotoar yang belum memenuhi standar aksesibilitas menunjukkan bahwa
pelaksanaan kewajiban konstitusional tersebut masih menghadapi berbagai
kendala sehingga tujuan perlindungan hak warga negara belum tercapal secara
optimal. Kurang optimanya pemerintah. daerah dalam memenuhi  hak
konstitusional penyandang disabilitas atas aksesibilitas trotoar menimbulkan
sgjumlah akibat yang dapat dikaji dari berbagai perspektif.**

Pertama, penyandang disabilitas tunanetra masih mengalami kesulitan
menggunakan trotoar secara mandiri. Guiding block belum tersedia pada seluruh
ruas jalan. Jalur pemandu terputus pada beberapa titik. Tiang utilitas kendaraan
parkir lapak pedagang menjadi penghalang jalur pemandu. Kondis tersebut
menghilangkan fungsi guiding block sebaga penunjuk arah. Penyandang
tunanetra masih._memerlukan pendamping saat melakukan aktivitas di ruang
publik. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa hak atas aksesibilitas belum
terpenuhi sesual standar pelayanan publik yang menjamin keamanan serta
kemandirian penyandang disabilitas.**

Kedua, pengguna kursi roda masih menghadapi hambatan saat berpindah
dari badan jalan menuju trotoar. Ramp belum tersedia pada berbagai lokasi.
Elevas trotoar terlalu tinggi. Lebar jalur pedestrian belum memberikan ruang
gerak yang memadai. Penyandang disabilitas daksa memilih menggunakan
badan jalan untuk mencapai tujuan. Kondis tersebut meningkatkan risiko

129 Jimly Asshiddigie, Pengantar 1lmu Hukum Tata Negara, Cet. Ke-15 (Jakarta: Rajawali
Pers, 2021), him. 343-347.

130 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,
2018), him. 129-135.

131 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan
dan Perencanaan Teknis Jalan. Jakarta: Kementerian PUPR, him. 191-198; United Nations. (2006).
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kecel akaan serta mengurangi rasaaman selamamel akukan mobilitas sehari-hari.
Hak memperoleh kemudahan akses belum terlaksana secara nyata.**?

Ketiga, kendaraan parkir serta aktivitas perdagangan masih menggunakan
ruang trotoar. Jalur pedestrian kehilangan fungsi sebagai ruang aman bagi
pejalan kaki. Penyandang disabilitas mengalami kesulitan melewati hambatan
tersebut. Kondis tersebut menunjukkan bahwa persoalan aksesibilitas tidak
hanya berasal dari kualitas pembangunan fisik. Rendahnya kesadaran
masyarakat ikut mempengaruhi efektivitas pemenuhan hak konstitusional
penyandang disabilitas. Fungsl trotoar sebagal fasilitas publik belum
memperoleh perlindungan yang memada melalui pengawasan maupun
penegakan aturan.**

Keempat, darl perspektif hukum konstitusional, kondisi tersebut
merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban konstitusional negara
sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Pelanggaran
dimaksud bukan dalam kategori pelanggaran aktif, melainkan pelanggaran pasif
berupa pembiaran yang tidak kalah seriusnya dari sudut pandang hak
konstitusional warga negara. Hasil penelitian  memperlihatkan bahwa
keterbatasan aksesibilitas trotoar menyebabkan negara belum sepenuhnya
mel aksanakan kewajthan konstitusional dalam memberikan perlakuan khusus
bagi penyandang disabilitas. Keadaan tersebut menunjukkan adanya bentuk
kelalaian pemerintah 'dalam mewujudkan hak warga negara sesuai amanat
konstitusi.**

Kelima, dari perspektif hukum administrasi negara, pemerintah daerah
telah memiliki regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas yang tidak diimplementasikan secara optimal menunjukkan adanya

kesenjangan antara kewenangan hukum yang dimiliki pemerintah daerah dengan

132 K ementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). Peraturan Menteri PUPR
Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Jakarta: Kementerian
PUPR, him. 18-33.

133 Spekanto, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta:
Rajawali Pers, him. 37-55.

134 Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, him. 123-126.
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tanggung jawab aktual yang dilaksanakan.

Keenam, dari perspektif dampak sosial, ketidaktersediaan aksesibilitas
trotoar yang memadai menciptakan eksklusivitas sosial yang bertentangan
dengan prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi.’®® Penyandang disabilitas
yang terhambat dalam menggunakan trotoar secara aman dan mandiri
mengalami pembatasan mobilitas yang berdampak pada keterbatasan akses
terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan
layanan kesehatan, sehingga memperbesar potensi marginalisasi sosia
kelompok penyandang disabilitas.

Ketujuh, dari perspektif dampak psikologis, sebagaimana dikemukakan
oleh Didi Tarsidi, ketidaktersediaan aksesihilitas yang memada bukan hanya
merugikan secara fisik, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang
mendalam berupa perasaan terisolasi, dikucilkan, dan tidak diharga sebagai
warga negara yang setara®® Kondisi ini dikonfirmasi secara langsung oleh
narasumber penyandang disabilitas tunanetra yang menyatakan menjadi kurang
percaya diri untuk bepergian sendiri akibat tidak memadainya fasilitas guiding
block di trotoar.

Kedelapan, Teori Hak Asasi Manusia memandang. aksesibilitas sebagal
bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia. Penyandang disabilitas
memiliki hak yang sama untuk menggunakan fasilitas publik tanpa hambatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan guiding block ramp serta
penyempitan trotoar mengurangi kesempatan penyandang disabilitas
memperoleh pelayanan publik secara mandiri. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa prinsip non diskriminasi kesetaraan kesempatan serta penghormatan
terhadap martabat manusia belum terlaksana secara penuh. Akibat hukum yang
muncul bukan hanya berkurangnya kualitas pelayanan publik melainkan juga

belum terpenuhinya kewajiban negara dalam melindungi hak asas manusia

135 Sandra Fredman, Discrimination Law, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2011),
him. 175-182.

136 Didi Tarsidi, Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (Bandung: Universitas Pendidikan
Indonesia, 2012), him. 34-37.
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penyandang disabilitas. 3’

Kondis tersebut menjadi penting untuk dikgi karena penyandang
disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memerlukan perlakuan
khusus agar mampu menikmati hak yang sama dengan warga negara lainnya '
Hak atas aksesibilitas tidak hanya dimaknai sebaga pembangunan jalur
pedestrian atau pemasangan fasilitas pendukung.*® Hak tersebut mencerminkan
penghormatan terhadap martabat manusia kebebasan bergerak kesempatan
memperoleh pendidikan pekerjaan pelayanan kesehatan serta partisipasi dalam
kehidupan sosial.1*9 Hambatan aksesibilitas yang masih ditemukan padafasilitas
trotoar di Kabupaten Pekalongan menunjukkan adanya kesenjangan antara
norma hukum dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Kesenjangan
tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi pemerintah sebagal
penyelenggara pelayanan publik sekaligus menimbulkan kerugian bagi
penyandang disabilitas sebagal subjek hak konstitusional.

137 Sandra Fredman, Discrimination Law, him. 25-41

138 Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara | ndonesia (Jakarta: Ichtiar Baru, 1985),
him. 28-33.

139 Jimly Asshiddigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, him. 361-366.

140 sandra Fredman, Discrimination Law, him. 180-185.



BABV
PENUTUP
Kesimpulan

1. pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas terhadap fasilitas
trotoar di Kabupaten Pekal ongan belum terlaksana secara optimal. Landasan
hukum yang mengatur hak aksesibilitas telah tersedia secara lengkap mulai
dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,
Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2020, Peraturan Menteri PUPR,
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020, hingga
Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023. Pelaksanaan di lapangan masih
menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan kondis
faktual. Hasiljobservas sertawawancara membuktikan bahwa banyak trotoar
belum memenuhi standar aksesibilitas karena masih ditemukan kerusakan,
ketiadaan guiding block dan ramp, penyempitan jaur pedestrian, serta aih
fungs trotoar sebagal tempat parkir dan lokas berdagang. Analisis
berdasarkan teori perlindungan hukum, konsep negara hukum, serta faktor-
faktor _penegakan hukum menunjukkan bahwa hambatan pemenuhan hak
konstitusional dipengaruhi oleh belum optimalnya implementasi regulas,
koordinas antarinstansi, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya
kepatuhan masyarakat, serta belum berkembangnya paradigma pembangunan
yang inklusif terhadap penyandang disabilitas.

2. Kurang optimalnya pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas
terhadap aksesibilitas trotoar berdampak pada aspek konstitusional,
administratif, sosial, dan psikologis. Kondisi tersebut menunjukkan belum
terpenuhinya kewgjiban negara dalam memberikan perlindungan dan
perlakuan khusus sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2020 juga belum
sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam
menyediakan fasilitas publik yang aksesibel. Dampak yang ditimbulkan tidak

103



104

hanya membatasi mobilitas penyandang disabilitas, tetapi juga mengurangi
kesempatan memperoleh pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, dan
partisipasi sosial secara setara. Kondisi tersebut juga menimbulkan dampak
psikologis berupa berkurangnya rasa aman, kemandirian, dan kepercayaan
diri penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sehingga
pemenuhan hak aksesibilitas trotoar harus dipandang sebagai kewajiban
hukum yang wajib direalisaskan melalui pembangunan yang inklusif,
berkeadilan, dan berorientas pada penghormatan terhadap martabat manusia.
B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah  Kabupaten Pekalongan perlu  meningkatkan
implementasi pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas melalui
pembangunan trotoar yang memenuhi standar aksesibilitas serta penguatan
pelaksanaan regulasi sengan melaksanakan pembangunan dan rehabilitas
trotoar perlu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku melalui penyediaan guiding block, ramp, jalur pedestrian yang aman,
serta fasilitas pendukung lain yang sesuai dengan kebutuhan seluruh ragam
disabilitas. Koordinasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Dinas Sosial, serta perangkat daerah terkait perlu diperkuat disertai pelibatan
organisas penyandang disabilitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi pembangunan. Pengawasan terhadap fungs trotoar juga perlu
ditingkatkan agar terbebas dari parkir kendaraan dan aktivitas perdagangan
sehingga hak aksesibilitas penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara
optimal.

2. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Pekal ongan perlu menjadikan pemenuhan
hak aksesibilitas sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban konstitusiona
dan penghormatan terhadap hak asas manusia dimana setiap kebijakan
pembangunan fasilitas publik perlu berorientasi pada prinsip persamaan, non-
diskriminasi, keadilan, serta penghormatan terhadap martabat penyandang
disabilitas. Upaya tersebut perlu didukung melalui peningkatan kesadaran
masyarakat mengena fungsi trotoar sebagai ruang publik yang aman bagi

seluruh pengguna serta evaluasi pelaksanaan kebijakan secara berkala agar
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penyandang disabilitas memperolen kesempatan yang setara dalam
mengakses pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, dan kehidupan sosid
sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 serta peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak

penyandang disabilitas.
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